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ABSTRAK
Nama . M. FAHRIZAL, S.H.
Program Studi : KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
Judul . IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG PENERBANGAN

Pesawat udara secara sifat aslinya adalah moda yang tidak aman. la tidak bisa
berhenti seketika diudara semaunya, dan bisa jatuh. Namun statistik
menunjukkan, bahwa pesawat udara merupakan moda transportasi yang paling
aman. Hal ini disebabkan karena adanya regulasi yang ketat dan ditaati. Oleh
karena itu, peraturan penerbangan nasional harus ditegakkan secara ketat dalam
rangka mewujudkan penerbangan yang aman dan selamat. Sejalan atas
kepentingan tersebut, maka hukum dalam konteks implementasi kebijakan
kriminal (criminal policy) diperlukan, sebagai alat untuk melindungi manusia agar
bisa hidup dengan selamat tanpa ancaman dari tindakan yang membahayakan dan
kondisi yang membahayakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka muncul
permasalahan yang harus diteliti yakni apakah implementasi kebijakan kriminal
dalam UU No. 1 Thn. 2009 tentang Penerbangan dapat dilaksanakan, dan
bagaimana kebijakan Perundang-Undangan dalam konteks implementasi
kebijakan kriminal di bidang Penerbangan di masa yang akan datang.

Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan Metode Penelitian Sosio-Legal
yang merupakan penelitian interdisipliner terhadap hukum, dilaksanakan dengan
menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif.
Metode pengumpulan data yang dipakai adalah: studi kepustakaan dan
wawancara.

Berangkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan
kesimpulan: (1) bahwa kebijakan perundang-undangan yang menerapkan
kebijakan kriminal sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, akan sangat sulit untuk diterapkan; (2) Untuk masa yang akan
datang, agar kebijakan perundang-undangan yang menerapkan dimensi kebijakan
kriminal di bidang penerbangan harus benar-benar selaras, seiring, sejalan,
sinkron, dan harmonis dengan ketentuan perundangan lain yang berlaku, mentaati
asas-asas hukum pidana, memperhatikan efek keberlakuan dan upaya penegakan
hukumnya, serta dapat menunjang sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.
Karena dengan demikian, barulah dimensi dan implementasi kebijakan kriminal
yang diatur/dianut dalam UU Penerbangan dapat diterapkan penegakan
hukumnya, sehingga kemudian pendekatan kebijakan kriminal di bidang
penerbangan dapat memberikan kontribusi berguna, dalam kaitan peningkatan
faktor keamanan dan keselamatan penerbangan.

Kata Kunci:

Kebijakan  Kriminal, Kebijakan Perundang-Undangan, Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan.
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Title . IMPLEMENTATION OF CRIMINAL POLICIES IN
INDONESIAN LAW NUMBER 1 YEAR 2009 ON
AVIATIONS

Aircraft in its original nature represents unsafe mode. It cannot stop instantly in
the air at will, and can fall down. But statistic data show that the aircraft is the
safest mode of transportation. This is due to strict regulations and adhered to.
Therefore, the national aviation regulations must be enforced strictly in order to
realize a secure and safe aviation. In line with the interest, the law in the context
of the implementation of criminal policy is required, as a means to protect people
to live safely without the threat of dangerous actions and conditions.

Based on the background as presented above, it appears that the problems should
be investigated whether the implementation of criminal policy in Law No. 1 Year.
2009 on Aviations can be implemented, and how policy legislation in the context
of the implementation of criminal policy in the field of aviation in the future will
be.

Method of research in this thesis uses the Socio-Legal Research Methods which
represents interdisciplinary study of laws, executed by using descriptive
qualitative methods, with a normative juridical approach. The employed data
collection method is literature study and interviews.

Departing from the results of research that has been done, the study concludes: (1)
that the legislation policy that applies criminal policy as stipulated in Law No. 1
Year 2009 on Aviation will be very difficult to implement, (2) In the future, the
legislation policies that apply criminal policy dimension in the field of aviation
should be in tune, in concomitant with, in line, synchronized to, and harmonized
with other prevailing provisions, adhering to the principles of criminal law,
considering the applicability effect and law enforcement efforts, and able to
support integrated criminal justice system in Indonesia. And hence, the
dimensions and implementation of criminal policies which are governed / adopted
in the law of Aviation becomes applicable, so that the approach to criminal
policies in the field of aviation can provide useful contributions, in terms of
improving aviation safety and security factors.

Keywords:
Criminal Policy, Legislation Policy, Aviation Security and Safety.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan moda transportasi yang cepat sahigatuhkan negara
yang memiliki jangkauan wilayah yang luas sepeartonesia. Sebagai negara
kepulauan yang luas, kadangkala moda transporéagi haupun darat tidak
efektif untuk menjangkau kawasan terpencil danugerldi Indonesia Oleh
karena itu, moda transportasi udara menjadi tumpranrg sangat penting di

Indonesia.

Pentingnya transportasi tercermin pada semakin mgkatnya kebutuhan
jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barangidarke seluruh pelosok tanah
air, bahkan dari dan ke luar negeri. Selain itansgportasi juga berperan sebagai
penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbglatu daerah yang
berpotensi namun belum berkembang, dalam upayagiatan dan pemerataan

pembangunan serta hasil-hasilnya.

Penerbangan merupakan moda transportasi yangdajzt dipisahkan dari
moda transportasi lain yang harus ditata dalamersistransportasi nasional.
Dalam penataannya, moda tersebut haruslah dinaamsréampu mengadaptasi
kemajuan di masa depan, karena memiliki karakilenempu mencapai tujuan
dalam waktu cepat, berteknologi tinggi dan mementukingkat keselamatan
tinggi. Sejalan dengan itu, maka perlu dikembang¥@tensinya dan ditingkatkan

peranannya.

! Secara politis semua yang ada di sisi bagian dghaia pangkal merupakan satu kesatuan
karena Indonesia menggunakan penarikan garis phhgka @Straight base line) dari titik terluar
pulau terluar, sehingga Indonesia menurut Konvéhdium Laut 1982 disebut sebagai negara
Kepulauan rchipelago state). Ketentuan ini menambah luas wilayah udara Indian&arena
seperti dinyatakan dalam pasal 1 Konvensi Chicabart 1944, bahwa setiap negara mempunyai
kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruangaugkang ada diatasnya, baik diatas daratan
maupun diatas wilayah lautan. Lihat Toto T. Suraatja, Pengangkutan Kargo Udara:
Tanggungjawab Pengangkut Dalam Dimensi Hukum Udara Nasional dan Internasional, Cet. I,
(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hal. 1.

1 Universitas Indonesia
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Sebagai ilustrasi, berikut gambaran jumlah armasawat terbang, yang
setiap tahun terus bertambah milik operator pemgda yang beroperasi di

Indonesia berdasarkan tipe pesawat yang ditunjulllkéam data berikut:
Tabel 1.1.

Perkembangan Jumlah Armada Udara yang Beroperasi dindonesia
Berdasarkan Tipe tahun 2004 — 2008

TIPE TAHUN
NO- | pEsawaT 2004 2005 2006 2007| 2008
1. | B 747-400 2 3 3 3 3
2. | B 747-200 - - 3 - -
3. | B 737-800 / 1 2 1 2
4. | B 737-500 5 6 6 6 6
5. | B 737-400 36 41 43 44 45
6. | B 737-300 21 27 33 44 44
7. | B 737200 36 50 52 47 42
8. | B737-900 ER - ] B - 7
9. | A330 6 6 6 6 6
10. | A 320 - - 1 1 4
11. | A 310-300 - - ; - -
12. | A319 ] - 2 2 4
13. | MD 90 - 5 5 5 4
14, | MD 82 15 7 7 7 7
15. | MD8 2 7 8 8 5
16. | F 100 2 - 1 2 2
17. | F28 6 1 1 1 1
18. | F27 6 7 1 - -
19. | F50 2 2 4 5 5
20. | F 28-MK 400 i - - ) -
21. | F 28-MK 300 - - - ; -
22. | DC-10 2 : : - -
23. | C212-100 2 1 1 1 :
24. | C212-200 6 6 6 4 3
25. | C 212 5 4 3 4 4
26. | BN-2A 7 7 7 2 2
27. | GA-8 2 4 4 - -
28. | ATR 1 1 1 - -
29. | ATR 72 - - - - 1
30. | CN-235 2 3 2 2 2
31. | DHC-6 5 6 5 6 7
32. | YAK-42D - - - : -
33. | MA 60 - - - 2 2
Jumiah 179 203 218 218 219

(Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara)
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Pesawat udara secara sifat aslinya adalah modatygaigaman. Pesawat
udara tidak bisa berhenti diatas udara semaunyaidanjatuh. Namun statistik
menunjukkan bahwa pesawat udara merupakan modsptidasi yang paling
aman. Hal ini disebabkan karena adanya regulasy ya&tat dan ditaati. Jika
regulasi tersebut tidak diatur dengan baik dan ktigdhtaati, maka moda
transportasi ini kembali pada sifat aslinya, ydiiak aman. Oleh karena itu,
peraturan penerbangan nasional harus ditegakkasrasd®tat dalam rangka
mewujudkan penerbangan yang aman dan selamat. Ndinasakan sampai saat
ini, keberadaan peraturan penerbangan nasional yag belum dapat
memberikan keamanan dan keselamatan penerbangguoyamal.

Esensi keamanan dan keselamatan pada prinsipnyak tidanya
diperuntukkan pada bidang penerbangan saja, tieiggimelingkupi segala aspek
kehidupan manusia dalam menjalankan kehidupan Bawitasnya sehari-hari.
Faktor penentu suatu keamanan dan keselamatan dajatumnelingkupi banyak
hal, dimana dalam konsep umum, keamanan dapaikdmarsebagai keadaan
bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dakammteks kejahatan, segala
bentuk kecelakaan, dan lain-lain.

Keamanan merupakan topik yang luas, termasuk kemmarasional
terhadap serangan teroris, keamanan terhadap naéogoenyusup lainnya, dan
banyak situasi berhubungan lainnya. Sedangkan dmséhf didefinisikan
sebagai suatu kondisi yang aman secara fisik, Is@ggitual, finansial, politis,
emosional, pekerjaan, ataupun psikologis, dan riddni dari ancaman terhadap
faktor-faktor tersebut.

Jadi dapatlah ditarik suatu kesepahaman bahwa keandan keselamatan
merupakan terminologi yang terhubung satu sama sejperti dua sisi mata uang
yang tidak bisa dipisahkan, dimana keselamatanlusebergantung pada
keamanan, dan keamanan akan menghasilkan suatarketsn.

Oleh karena itu, esensi keamanan dan keselamatdam daunia
penerbangan dapat dipahami sebagai suatu kondigketedaan yang bebas dari

bahaya kecelakaan maupun kejahatan, yang padagklakan menciptakan rasa

2 Diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Keselaaa
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aman secara fisik, sosial, spiritual, emosional geikologis, dalam suatu
kegiatan penerbangan.

Apabila keamanan dan keselamatan ini dikaitkan aengenerbangan,
maka hukum telah mengatur sejak pesawat udaratdialam hal ini mengenai
pengaturan rancang bangun, pembuatan, perakitamwa@n, termasuk
penyimpanan komponen-komponen dan suku cadang pesalara. Kemudian
setelah pesawat udara dibuat, hukum juga menjanglkeagaturan mengenai
personil yang mengawakinya harus mempunyai seatifilecakapan, dan setiap
pesawat udara yang digunakan wajib memiliki sé&sdtfi kelaikan udara.
Keamanan dan keselamatan penerbangan merupakan tufama dan yang
terpenting dalam landasan filosofis dibentuknyatisymeraturan perundangan di
bidang penerbangan, sehingga apapun substansii ipater dimuat dalam UU
penerbangan, selalu akan dikaitkan dengan asuna#iabpakan meningkatkan
faktor keamanan dan keselamatan penerbangan ddéu ti

Walaupun hukum telah mengatur segala sesuatu yaeri@itan dengan
keamanan dan keselamatan penerbangan secara emigkap, dalam kenyataan
masih saja terjadi kecelakaan pesawat udara, dimaintersebut adalah sesuatu
hal yang tidak dapat dihilangkan. Hal demikian jutjachabkan dalam dunia
penerbangan selalu ada resiko kecelakaan pesawed kdrena medan tempat
geraknya relatif rawan, yaitu menggunakan ruangaidgbagai media medan

geraknya.

Karena adanya resiko kecelakaan yang lebih besarmaotlak moda
trasportasi penerbangan memerlukan tingkat kesédaimgang tinggi. Dalam
suatu kecelakaan pesawat udara ada 3 (tiga) fskttg memiliki kemungkinan
besar menjadi penyebab kecelakaan pesawat udéina, 3jpfaktor manusia; 2)

faktor material (pesawat); dan 3) faktor media (aveangin, dan cuaca).

Pasal 3 UU No. 1 Thn. 2009 tentang Penerbangan ebetikan bahwa
tujuan penerbangan adalanhewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang
tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengarehagg wajar, dan menghindari
praktek persaingan usaha yang tidak sehat; mempgarlarus perpindahan orang
dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakamelindungi angkutan
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udara dalam rangka memperlancar kegiatan perek@momasional; membina
jiwa kedirgantaraan; menjunjung kedaulatan negamanciptakan daya saing
dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutdara nasional,

menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapajaant pembangunan
nasional; memperkukuh kesatuan dan persatuan bdaggma rangka perwujudan
Wawasan Nusantara; meningkatkan ketahanan nasiatesh, mempererat
hubungan antar bangsa. Dengan memperhatikan tpgerbangan yang antara
lain aman, selamat, dan melindungi kepentinganonasitersebut jelaslah bahwa
Pemerintah harus mengupayakan situasi dan kondigrpangan yang selamat
tanpa adanya ancaman dari tindakan yang membahay@aksafe acts) dan

kondisi yang membahayakamgafe conditions).

Sejalan atas kepentingan tersebut, maka hukumlul@a@r oleh manusia
sebagai alat untuk melindungi manusia agar bisaphidengan selamat tanpa
ancaman dari tindakan yang membahayakan dan koyaingg membahayakan.
Dengan demikian hukum berperan dalam menciptakamaandukung keinginan

manusia untuk hidup dengan selamat dan terhindakelzelakaan.

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, téukan tujuan
Pembangunan Nasional yaitu melindungi segenap bang®nesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bargsakut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaanapeidn abadi dan keadilan

sosial.

Pembangunan bidang hukum di Indonesia, termasulembngunan
Hukum Pidana” atau "Sistem Hukum Pidana” yang maiipuang lingkup:

1. Pembangunan "Substansi Hukum Pidana” yang meligutkum
pidana materiel (KUHP, UU di luar KUHP) dan hukuidgna formil
(KUHAP) serta hukum pelaksanaan pidana.

2. Pembangunan “Struktur Hukum Pidana” yang melipunstitusi/
lembaga, sistem manajemen/tata laksana dan melasera sarana,

prasarana pendukung dari sistem penegakan hukwanapid
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3. Pembangunan "Budaya Hukum Pidana” yang meliputarantain
masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendiditdeum dan

ilmu hukum pidana.

Pengertian "Sistem Hukum Pidana” dapat juga dilidati sudut sistem
penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan, sec@ya operasional
bekerja lewat Sistem Peradilan Pidana aBauminal Justice System, dimana
menurut Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilanaad adalah sistem
pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembag@d#ga kepolisian, kejaksaan,

pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidg@ala hakikatnya
merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidarey diwujudkan

dalam 4 (empat) subsistem yditu

1. Kekuasaan "Penyidikan” (oleh Badan/Lembaga Penyidik
Kekuasaan "Penuntutan” (oleh Badan/Lembaga Penumbwim);

3. Kekuasaan "Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pitéoliah Badan
Pengadilan); dan

4. Kekuasaan "Pelaksanaan Putusan Pidana’ (oleh Bplanat
Pelaksana/Eksekusi).

Keempat tahap atau subsistem itu merupakan satatuees Sistem
Penegakan Hukum Pidana yang integral atau yanggsdrkenal dengan istilah
"Sistem Peradilan Pidana Terpadntégrated Criminal Justice System).”®

Dari keempat subsistem dalam Sistem Peradilan Ridarpadu seperti
yang telah disebutkan diatas, subsistem "Kekuag@aryidikan” adalah tahap
yang paling menentukan dalam operasionalisasirBifteradilan Pidana Terpadu
tersebut dalam rangka tercapainya tujuan dari Ré@egHukum Pidana. Karena
pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanysargka suatu peristiwa
kejahatan atau tindak pidana, serta menentukaanigka pelaku kejahatan atau

% Mardjono ReksodiputroHak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta:
Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum99F)1 hal. 85.

4 Barda Nawawi AriefKapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana
Terpadu, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipone@@06), hal. 20.

® 1bid.
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tindak pidana tersebut, sebelum pelaku kejahataseliat pada akhirnya
dituntut/diadili di pengadilan dan dijatuhi sanksdana yang setimpal dengan

perbuatannya.

Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan, nsd@ara mutatis
mutandis tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peragildana yaitu
tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadiam,tahap pelaksanaan

putusan pidana, tidak dapat dilaksanakan.

Penyidikan itu sendiri, berarti serangkaian tinadaganyidik, dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang iniukunmencari dan
mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuwaartg tentang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka®erlangkan "bukti”
dalam ketentuan tersebut, adalah meliputi alat ibykhg sah dan benda

sitaan/barang bukti.

Oleh karena itu, subsistem kekuasaan penyidikarmignupakan tahapan
yang sangat menentukan atau dapat dikatakan seljagai gerbang” dalam
proses peradilan pidana, sehingga diperlukan suaibijakan perundang-
undangan yang benar-benar dapat menunjang dan faktigan bekerjanya
subsistem kekuasaan penyidikan. Agar sejalan dekgasepsi sistem peradilan
pidana terpadu yang dianut oleh Indonesia, seb&gamisekuensi adanya
diferensiasi fungsional dan instansional dalam plEmggaraan peradilan pidana
di Indonesia. Hal ini berlandaskan pada Kitab Umddindang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981, yang merupakasad hukum dari
pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik penjelashwa moda transportasi
penerbangan secara mutlak dituntut tingkat ketadtankepatuhan yang tinggi
terhadap semua prosedur dan aturan penerbangam sedlagai konsekuensi
logisnya Pemerintah menerapkan aspek kebijakaninalm(criminal policy)
dalam setiap UU Penerbangan. Ini tercermin darhyalaBab yang mengatur

mengenai Ketentuan Pidana.

® Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undangang Hukum Acara Pidana
(pasal 1 butir 2 KUHAP).
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Namun sangat disayangkan, bahwa ternyata implesierkabijakan
kriminal tersebut tidak/tidak-dapat diterapkan sed&kurun waktu berlakunya UU
No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbargémilah yang melahirkan kekhawatiran
bahwa UU No. 1 Thn. 2009 tentang Penerbangan, pldanbernasib sama seperti
UU Penerbangan yang terdahulu. Hal ini juga dajaatikikn bahwa implementasi
kebijakan kriminal mengalami kesulitan dalam peparmya. Oleh karena itu,
yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kieten tentang penyidikan dan

ketentuan pidana dari UU No. 1 Tahun 2009 tentargem®angan.

1.2. Perumusan Masalah

Harapan dan tujuan atas penyempurnaan UU No. 18nTaR92 tentang
Penerbangan, tentu saja hal-hal yang sangat idgalsdmpurna guna mengisi
berbagai kelemahan, penambahan regulasi dan katenmtaupun menutupi celah
hukum yang ada. Singkat kata, bahwa keinginan patabfnegara selaku
pembuat undang-undang adalah terutama untuk mekaiptpenerbangan yang
aman dan selamat. Namun yang menjadi pertanydamnjgaya adalah, apakah
berbagai dasar pemikiran atas penyempurnaan undafaglg penerbangan
sebelumnya ini, telah menjadikan UU No. 1 Tahun @@nar-benar dapat

menjamin keamanan dan keselamatan penerbangadiosidsia.

Untuk sampai pada satu pembahasan yang terarahenmangrospek
berlakunya (keberlakuan) UU No. 1 Thn. 2009 tentBegerbangan, dalam hal
perspektif pemidanaan atau kriminal ini, penelitierangkum intisari
permasalahannya yaitu, “implementasi kebijakan kandari UU No. 15 Thn.
1992 tentang Penerbangan tidak pernah dilaksandkargikhawatirkan pada UU

No. 1 Thn. 2009 juga akan mengalami nasib yang sama

" Menurut hasil wawancara dengan Israfulhayat, S(hhantan Kasubag Peratun Bagian
Hukum Ditjen Perhubud) pada tanggal 10 Pebruari2@dng mengatakan bahwa:

Belum pernah ada proses pidana yang menggunakafpgzesal pemidanaan dalam UU
No. 15 Thn. 1992 tentang Penerbangan sampai desagdmni.
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Atas dasar perumusan masalah sebagaimana yangaslilbiditas, maka
dapat disimpulkan 2 (dua) pertanyaan penelitiangydapat menjadi pegangan

dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah implementasi kebijakan kriminal dalam UU NoThn. 2009
tentang Penerbangan dapat dilaksanakan?

2. Bagaimana kebijakan  perundang-undangan dalam kentek
implementasi kebijakan kriminal di bidang Penerlzandi masa yang

akan datang?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatierahtif pemecahan
masalah dalam upaya mengatasi kesulitan peneragiantlian pidana di bidang
Penerbangan, karena selama ini kebijakan kriminbeld&ng penerbangan belum

dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitiansetara keseluruhan

bertujuan:

1. Untuk mengetahui apakah kebijakan perundang-undardgam
konteks implementasi kebijakan kriminal sesuai Ud. N Tahun

2009 tentang Penerbangan dapat dilaksanakan; serta

2. Untuk mengetahui bentuk kebijakan perundang-undamjebidang
Penerbangan dalam konteks kebijakan kriminal diamgang akan
datang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi llmu Kepolisian; peneliti mencoba memberikamahaman dan
pandangan agar membuat orang sadar, bahwa di bpiaregbangan
pun (dalam konteks kebijakan kriminal), juga dillhkan suatu peran

kepolisian, atau yang dapat disebut sebagaiation policing
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(pemolisian penerbangan). Hal ini juga didasarkangdn adanya
tugas pokok Polri untuk turut serta dalam pembiragtum nasional,
sesuai pasal 14 ayat (1) huruf d UU No. 2 Tahun22@htang

Kepolisian.

Bagi Proses Penegakan Hukum; peneliti mencoba nrémbesuatu
konsep draft alternatif, yang tetap mengadopsijkaén kriminal di
bidang penerbangan supaya sinkron dan harmonis; dgam
implementasi upaya penegakan hukum tidak mengakamdala di
masa yang akan datang. Sehingga kemudian pendekeakdjakan
kriminal di bidang penerbangan, dapat memberikamtrikuusi
berguna, dalam kaitan peningkatan faktor keamaaankdselamatan

penerbangan.

1.5. Asumsi Penelitian

Untuk mencapal suatu kesepahaman yang sama mengamelitian ini,

dirasakan perlu bagi peneliti untuk merumuskansasumsi penelitian. Selain

sebagai pembatasan ruang lingkup penelitian, asummsiga merupakan pijakan

dasar peneliti dalam melakukan penelitian ini. Agdapsumsi penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1.

Bahwa dalam rangka menjamin ketaatan dan kepatobkumm (aw
and order) dalam melaksanakan peraturan penerbangan, badteh
manajemen operator penerbangan, regulator, awalkwpés awak
darat maupun operator pendukung di lapangan, hditeésapkan
kebijakan kriminal dalam perspektif keamanan darsel@anatan

penerbangan.

Pada prinsipnya penerapan kebijakan kriminal dalpenspektif
keamanan dan keselamatan penerbangan, dimaksudkéumk u
mencegah terjadinya kecelakaan maupun kejadiamussqrésawat
udara. Hal ini dalam rangka menjamin kepentinganegsngan,

individu, masyarakat, dan negara.
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1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari Tujuh Bab, dengemincian masing-masing

Bab sebagai berikut:

1.

Bab Satu Pendahuluan berisi latar belakang masgaiymusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitianyaspenelitian, serta

sistematika penulisan;

Bab Dua Tinjauan Pustaka berisi kajian pustakaargka teori dan

konsep, kajian yuridis, serta alur pikir penelitian

Bab Tiga Metode Penelitian berisi sifat, bentuk ¢g&ms penelitian,

pengumpulan data, tehnik pengumpulan data, dasuraizer;

Bab Empat Ketentuan Pidana dan Penyidikan dalanNdU1 Thn.
2009 yang berisi lahirnya UU No. 1 Thn. 2009 tegt&enerbangan,
pembahasan dan analisis pasal-pasal ketentuarapidanpenyidikan,

serta PPNS di bidang penerbangan;

Bab Lima prospek implementasi kebijakan krimindlada UU No. 1
Tahun 2009 yang berisi hasil kajian yuridis, hdalian teori dan

konsep, dan hasil wawancara;

Bab Enam berisi bentuk kebijakan perundang-undardjabidang
Penerbangan dalam konteks kebijakan kriminal diamgang akan

datang; dan

Bab Tujuh Penutup berisi kesimpulan dan saran.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

Dalam pembuatan tesis ini, peneliti melakukan pengbn kepustakaan

baik terhadap tulisan-tulisan, skripsi, tesis, mauplisertasi yang berkaitan

dengan topik pembahasan penelitian ini. Peneléghemukan 3 (tiga) tulisan

yang cukup relevan, yang dapat dijadikan referdaksim penelitian ini, yaitu:

1.

Tesis yang berjudul “Aspek-Aspek Hukum Pidana daksawelakaan
Pesawat Udara”, yang ditulis oleh Bambang Widat@0g), sebagai
tugas akhir menyelesaikan Program Pascasarjanaardstudi [Imu
Hukum, Universitas Indonesia. Dalam tesisnya i@mbang Widarto
mencoba memberikan suatu alternatif pemecahan amasdlam
kaitan upaya pendayagunaan hukum pidana di Indondaiam
penanggulangan kecelakaan pesawat udara. Selamjudidalam
kesimpulannya juga dikatakan bahwa fungsionalibagum pidana
pada kecelakaan pesawat udara sulit untuk dilakeanakarena
sesuatu dan lain hal. Penggambaran dan analisig ganangkan
dalam tesis ini, memberikan gambaran awal bagairsalizmya suatu
penerapan hukum pidana (kebijakan kriminal/dimemspresif)
terhadap dunia penerbangan. Disamping itu, perjalih mendapat
perspektif yang faktual menyangkut bagaimana Pojang
mempunyai kewenangan dalam penyidikan, kurang npimgalkan
fungsinya untuk melakukan penyelidikan dan penydikdalam
kecelakaan pesawat udara untuk kepentimpganustitia.

Tulisan Prof. Dr. H. K. Martono, SH., LLM. yang hadiul
“Menyikapi Lahirnya Undang-Undang Penerbangan” (@nuari
2009), yang diunduh dari situs:
http://[pamungkaswave.blogspot.com/2009/06/

Dalam tulisan ini, peneliti mendapatkan kerangkayabgan
bagaimana konstruksi UU Penerbangan yang barenniadma dalam
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hal penegakan hukum, sehingga melahirkan ide untekakukan
penelitian ini.

Tulisan dalam situsvww.tempointeraktif.com/opini/2008/12/19/911/
yang berjudul “Lubang dalam Undang-Undang Peneraihg

Hal yang sangat menarik perhatian peneliti dansam ini adalah,
bagaimana penulis melakukan analisis dan kritikeyaadap UU No.
1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang baru sajakdis. Dimana
dalam tulisannya itu dikatakanRevisi Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1992 tentang Penerbangan, yang baru disahkserupakan
kemajuan penting. Banyak pasal diubah dan ditamaahiBanyak
pula elemen yang sebelumnya tidak termasuk dalangkguan
undang-undang, kini sudah termaktub di dalamnyéinya, dengan
undang-undang versi baru ini diharapkan keselamatan keamanan
penerbangan bisa lebih dikontrol. Tapi semua ituublangkah awal.
Yang jauh lebih penting, bagaimana undang-undangsetmit
dijalankan. Sudah banyak contoh, aturan yang barkyata mandul
jika tak diiringi pengawasan dan penindakan memadtiéaka, tanpa
pengawasan yang benar, kita tak bisa berharap blipgowa jumlah
kecelakaan penerbangan akan menurun hanya Kkarerdirnya

undang-undang bafu

ketiga tulisan tersebut, masing-masing menkbeari kontribusi

tersendiri dalam penelitian ini. Pada tulisan pagamemberikan kontribusi pada

konstruksi pemikiran bahwa fungsionalisasi hukundapa pada kecelakaan

pesawat udara sulit untuk dilaksanakan, dimanasionglisasi hukum pidana ini

adalah arti lain atau persamaan pengertian kelnjakianinal. Atas dasar tulisan

tersebut, peneliti tertarik untuk menguji bagaimdmderlakuan implementasi
kebijakan kriminal dalam UU No. 1 Tahun 2009 tegtd®enerbangan. Tetapi

tentu saja menggunakan cara analisis yang berbadan& memang dasar

hukumnya pun berbeda.

Kontribusi dari tulisan kedua terhadap penelitian adalah memberikan

pemahaman tentang UU Penerbangan yang baru, mangiigratur yang
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membahas tentang UU No. 1 Tahun 2009 sangat terkatana berlakunya baru
memasuki tahun kedua. Terutama dalam hal penedakkarm yang didasarkan
pada Ketentuan Pidana, peneliti memperoleh gamdaasbwa seringkali terjadi
perbedaan persepsi antara otoritas penerbangdrdaipiaparat penegak hukum
dalam kontekgro justitiadi suatu negara (kepolisian). Otoritas penerbasgah
bersandar pada suatu keyakinan bahwa upaya pemedakaim di bidang
penerbangan dilakukan oleh PPNS, sedangkan dyasigj lain berdasarkan pada
sistem peradilan pidana bahwa apapun dalam konpekgegakan hukum
merupakan domain kepolisian. Inilah yang menjadh*rdari UU No. 1 Tahun

2009 tentang Penerbangan, yang selanjutnya ingaji d@nelalui penelitian ini.

Pada tulisan ketiga memberikan kontribusi pandanbahwa berlakunya
UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan masih mkekéndala. Bermodal
tulisan ini, kemudian peneliti mengurai satu-pergadsal-pasal ketentuan pidana
serta penyidikan untuk menemuk&mbang sebagaimana digambarkan dalam
tulisan ini. Dikatakan bahwa, aturan yang baik yata mandul jika tak diiringi
dengan pengawasan dan penindakan memadai, kamgpe pgngawasan yang
benar, tak bisa berharap banyak bahwa jumlah Kexatapenerbangan akan

menurun hanya karena hadirnya undang-undang baru.

2.2. Kerangka Teori dan Konsep

Dalam tesis ini digunakan teori-teori dan konsepdep yang relevan
dengan permasalahan, sebagai dasar acuan untuk emieamb landasan
pandangan yang sama, sehingga perlu dibahas k&nsepp yang berkaitan
dengan penelitian ini. Adapun beberapa konsep eam yang digunakan dalam

penelitian ini dapat dideskripsikan pada gambaikber
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Gambar. 2.1.
Teori dan Konsep

\ Kebijakan Kriminal /
\ Kebijakan Perundang-Undangan /
Kebijakan Perundang-undangan dim
KonteksPenegake hukum Pidan

\ Penyidikan & Penyidik /

Peraturan
Perundangan
Penerbang:

Penjelasan kelima konsep-konsep tersebut adalalyaieerikut:

a. Kebijakan Kriminal

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukpigdna
merupakan cara yang paling tua, dimana ada yangehatnya sebagaiofder
philosophy of crime controf? Untuk dapat menjalankan hukum pidana
(substantif), perlu hukum yang dapat menjalankaeritaan-ketentuan yang ada,
yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukudapa sendiri dalam arti

luas meliputi juga hukum subtantif/materiil dan bokformil.

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana, sasdrakum pidana tidak
hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada myaumetapi juga

mengatur perbuatan (kewenangan/kekuasaan) pengpasst/penegak hukdm

8 Muladi dan Barda Nawawi ArieTeori-Teori dan Kebijakan Pidan#&Bandung: Alumni,
1984), hal. 149.

° Barda Nawawi AriefOp. cit, hal. 29.
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Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tahap yang pastrgtegis dari upaya
pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalahtgieaia formulasi. Oleh
karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan ledislaterupakan kesalahan
strategis yang dapat menjadi penghambat upaya gainae dan penanggulangan

kejahatan pada tahap aplikasi dan eksékusi

Menurut Soedarto, kebijakan kriminal mempunyaii@alt arti, yaitu:
1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan raeyadg menjadi

dasar dari reaksi terhadap pelanggar hukum yangpagrdana;

2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparpenegak hukum

termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilanpddisi;

3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakang dilakukan
melalui perundang-undangan dan badan-badan reamg, lyertujuan

untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyaraka

Setelah lahir hukum atau undang-undang, maka hwtamundang-undang
tersebut harus ditegakkan bagi setiap warga negdauk menciptakan kepatuhan
dan ketertibanl@w and orde). Kemudian untuk menciptakan kepatuhan, maka
dilakukanlah yang dinamakan dengaotitik kriminal.

Politik kriminal adalah suatu kebijakan atau usalaag rasional untuk
menanggulangi kejahatan. Salah satu dalam melakasargolitik kriminal yaitu
melakukan penegakan hukum pidana dalam sistemifggrguidana yang diatur
dalam KUHAP. Politik kriminal lainnya diatur dalatmukum positif lain yang
tersebar dalam berbagai peraturan perundangan agakm Undang-Undang
Penerbangan). Tujuan akhir dari politik kriminalala perlindungan masyarakat
untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyaf@kerupakan tujuan

nasional yang terdapat dalam Alenia ke-4 Pembuki&#n 1945).

Namun, politik kriminal tersebut tidak akan membapengaruh apa-apa
dalam memberi perlindungan masyarakat untuk memncdpman utama
kesejahteraan masyarakat, bila tidak ada yang riggteg jawab dalam
melaksanakan politik kriminal tersebut. Disinilalgéds dan peran yang diberikan

'%pid., hal 35.
1 SpedartoKapita Selekta Hukum PidanéBandung: Alumni, 1986), hal. 113-114.

Universitas Indonesia

Implementasi kebijakan..., M. Fahrizal, Pascasarjana Ul, 2011.



17

oleh konstitusi negara kepada Kepolisian Negaras&iagai aparat penegak
hukum, sebagaimana termaktub dalam pasal 30 dyaiD11945.

Kebijakan kriminal atau politik kriminal juga merag kegiatan dari
pembentukan undang-undang dengan sanksi pidanaaldditas dari aparatur
penegak hukum, serta termasuk juga usaha-usaha ty@alg menggunakan
(hukum) pidan¥. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yay
merumuskan sebagdiThe Rational Organization of the Control of Crinigy

Society”.

Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlingan masyarakat untuk
mencapai tujuan utama yang disebut dengan berlstiggn, misalnya kebahagian
warga masyarakat/penduduk, kehidupan kultural yselgat dan menyegarkan,

kesejahteraan masyarakat atau untuk mencapai Kesegan’.

Kebijakan kriminal yang dinyatakan untuk kesejadwer masyarakat, dapat
dilakukan dengan melalui upaya secpemal dannon-penal Upayapenal yaitu,
upaya yang dilakukan dengan mempergunakan sardasnhpidana; sedangkan
usahanon-penal mencakup bidang yang sangat luas sekali di delgeaktor
kebijakan sosial yang bertujuan untuk memperbaikndisi-kondisi sosial
tertentu, namun secara tidak langsung mempunyaggoeh preventif terhadap
kejahatan. Sesuai dengan tema pembahasan penéliiarpeneliti hanya
membahas mengenai kebijakan kriminal yang dilakukeetalui upaya secara

penal(sarana hukum pidana) saja.

Menetapkan sistem pemidanaan dalam perundang-uanlasebagai salah
satu sarana untuk menanggulangi masalah kejalm@npakan salah satu bagian
dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Médsanakan politik kriminal
antara lain berarti membuat perencanaan untuk yasg akan datang, dalam
menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah lyargibungan dengan
kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini adalslamgding merumuskan

perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnyakdijadindak pidana, juga

2 Ibid., hal. 73.
'3 Muladi dan Barda Nawaw®p. cit, hal.17.
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menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana yaagiseya bisa diterapkan
kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hatefaéana.

Moeljatnd* mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbugtay
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan maretdisancaman (sanksi) yang
berupa pidana tertentu bagi barang siapa melariggargan tersebut. Larangan
ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atadi&ejgang ditimbulkan oleh
kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujlkeggada orang yang

menimbulkan kejadian itu.

Simon$® mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai stiatakan
melanggar hukum yang telah dilakukan dengan serg@jpun tidak sengaja
oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkaniadi@kannya oleh undang-

undang telah dinyatakan sebagai perbuatan ataakanddapat dihukum.

Van Hamméf menguraikan, perbuatan pidana sebagai perbuatansina
yang dirumuskan oleh undang-undang melawan hukatat(atau bernilai) untuk

dipidana dan dapat dicela karena kesalahan.

Semakin kompeksnya permasalahan yang dihadapi raktyarakat dan
aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejaftstanpelanggaran, maka
perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangustamshukum pidana
secara menyeluruh, yang meliputi pembangunan kudinoktur dan substansi
hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidépanal Policy)
menduduki posisi yang sangat strategis dalam pebgegan hukum pidana
moderrt’.

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bah Inggris'Policy" atau
dalam bahasa Belanddolitiek” yang secara umum dapat diartikan sebagai
prinsip- prinsip umum yang berfungsi untuk mengkeahpemerintah (dalam arti

luas) termasuk pula aparat penegak hukum dalam et@ag mengatur atau

4 Moeljatno,Asas-Asas Hukum Pidan@et. kedua, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hal. 54.

| eden MarpaungJnsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, (Del{akarta: Sinar
Grafika, 1991), hal. 4.

18 SoedartoQp. cit, hal. 41.

17 Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi ukdi Indonesia,
(Jakarta: The Habibie Center, 2002), hal. 256.
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menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masatsdyarakat atau bidang-
bidang penyusunan peraturan perundang-undangan pdangaplikasian
hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yanggarah pada upaya

mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masydveda negaraf.

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, makéals "kebijakan kriminal”
atau “kebijakan pidana” dapat pula disebut dengsitaih "politik kriminal".
Dalam kepustakaan asing istilah "politik kriminalii sering dikenal dengan
istilah, antara lain "penal policy”, ‘"criminal law policy" atau

"strafrechtspolitiek™®.

Berkaitan dengan itu dalam kamus besar Bahasa éstiomemberikan arti
terhadap istilah "politik" dalam 3 (tiga) batasangertian yaitu: 1) pengetahuan
mengenai  ketatanegaraan  (seperti  sistem  pemenmmtahdasar-dasar
pemerintahan), 2) segala urusan dan tindakan @einj siasat dan sebagainya),
3) cara bertindak (dalam menghadapi atau menasgaii masalah) kebijak&h

Mencermati pengertian tersebut, maka kebijakan ikaindapat diartikan
dengan cara bertindak atau kebijakan dari negaramégpgntah) untuk
menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuaentartterutama dalam
menanggulangi kejahatdn Memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun
usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (peat®e dalam menanggulangi

kejahatan ataupun pelanggaran.
Selanjutnya menurut Sudarto, kebijakan krinfihatialah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan ybatdx sesuai
dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yaegvenang untuk

menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendakj gigoerkirakan

'8 Barda Nawawi AriefOp.cit.,hal. 23-24.

9 Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidar@etakan kedua (edisi
Revisi), (Bandung: Alumni, 2002hal. 24.

20 Barda Nawawi AriefOp.cit.,hal. 27.

2l Departemen Pendidikan dan Kebudayaéamus Besar Bahasa Indonesi@akarta:
Balai Pustaka, 1997hal. 780.

2 Barda Nawawi AriefBunga Rampai, Op.cihal. 24.
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bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yangneuka dalam
masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicitaasitak

Dengan demikian kebijakan kriminal(penal policy/criminal law
policy/strafrechtspolitiek) dapat didefinisikan sebagai, "usaha mewujudkan
peraturan perundang-undangan pidana yang sesugamém®adaan dan situasi,
pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datdaga "sesuai” dalam
pengertian tersebut mengandung makna “"baik", daatin memenuhi syarat
keadilan dan daya guna. Perumusan ketentuan paiagalam KUHP maupun
diluar KUHP, pada prinsipnya merupakan suatu berkgkijakan kriminal
(criminal policy) dari negara guna menanggulangi kejahatan atsanggdran
yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini merupabagian integral dari upaya
perlindungan masyarakat, guna mencapai kesejahtaraayarakat. Sebagaimana
pendapat Barda Nawawi Afff yang menyatakan bahwa, “tujuan akhir atau
tujuan utama dari politik/’kebijakan kriminal ialgerlindungan masyarakat untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Lebih lanjut hal ini pernah pula dinyatakan dalatab satu laporan Kursus
Latihan ke-34 yang diselenggarakan UNAFEI (The éthiNations Asia and Far
East Institute for the Prevention of Crime and Theatment of Offenders) di
Tokyo tahun 1973 sebagai berikut:

Most of group members agreed some discussion tioéégtion of society

could be accepted as the final goal of criminalipgl although not the

ultimate aim society, which might perhaps be désci by terms like
happiness of citizens, a whole some and cultuvéhdi, social welfare or
equality’”.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa, kebijakaminal pada
hakikatnya juga merupakan bagian integral darijkkbn sosial (yaitu kebijakan
atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosiaaré&skematis hubungan itu
dapat digambarkan sebagai berikut:

%3 Barda Nawawi Arif Bunga Rampai, Op. cithal. 2.
% |bid.
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Gambar 2.2.
Skema Hubungan Kebijakan Kriminal dan Kebijakani&os
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Welfare
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Social Polic

Social
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A 4

PENAL
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Sehubungan dengan skema diata§. Peter Hoefnagels juga
mengemukakan:

“Criminal policy as science of policy is part of larger policy: the law

enforcement policy.... The legislative and enforeet policy is in turn of

social policy’®.

Dari uraian dan skema diatas terlihat, bahwa uppgaanggulangan

kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijalkdam arti:

1. ada keterpaduan (integralitas) antara politik kni@hi dan politik

sosial;

2. ada keterpaduan (integralitas) antara upaya peaadakkum dengan

penal dan non-penal.

Mengenai penegasan perlunya upaya penanggulangajahaten
diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sostiin perencanaan

pembangunan (nasional), terungkap dalam pernygiaanyataan sebagai berikut:

1. Soedarto pernah mengemukakan, bahwa apabila hukigiaingp

hendak dilibatkan dalam wusaha mengatasi segi-seggatif

% G.P. Hoefnagels, sebagaimana dikutip aslinya Blida Nawawilbid., hal. 3.
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perkembangan masyarakat/modernisasi (antara |laianggulangan
kejahatan dan pelanggaran), maka hendaknya ddddatm hubungan
keseluruhan politik kriminal atasocial defence planninglan ini pun
harus merupakan bagian integral dan rencana pembang
nasiona’.

2. W. Clifford®” pernah mengemukakan pada The“3mternational
Seminar Course on Reform in Criminal Justice padan 1973 di
Jepang, sebagai berikut:

“... On the hand there is the need for a wider vaéweriminal

policy as an integral part of geneal political asdcial policy of
a given country. It is a reflection of local morasd customs
and a by product of development. From this widewwpoint

criminal policy cannot be something a part from thwre

general social situation but must be developed fribnand

trough it”.

3. Kongres PBB ke-4 mengenai Prevention of Crime &edTreatment
of Offenders tahun 1970 yang tema sentralnya meardten masalah

crime and developmejuga pernah menegask&n

“Any dichotomy between a country’s policies foriabdefence
and it's planning for national development was airdoy
definitions”.

4. Kongres PBB ke-5 tahun 1975 juga menegaSkan

“The many aspects of criminal policy should be choated and
the whole should be ingrated into general socidlgyoof each
country”.

5. Dalam Deklarasi Caracas yang dihasilkan oleh Ka@8B ke-6

tahun 1980, antara lain ditegas&an

- Crime prevention and criminal justice should be sidered
in the context of economic development, politicgtem,
social and cultural values and social change, adl &g in

% bid., hal. 4.

27 W. Clifford, Reform in Criminal Justice in Asia @rthe Far EastResource Material
Series No. BUNAFEI, 1973, hal. 7, dalam Barda Nawalkid., hal. 4-5.

8 Fourth UN Congress, Report, 1971. Barda Nawtbid,, hal. 7.
29 Fifth UN Congress, Report, 1976id., hal. 5.
%0 Sixth UN Congress, Report, 198tid., hal. 3.
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the context of the new international economic order
(Deklarasi No. 2)

- It is a matter of great importance and priority tha
programmes for crime prevention and the treatmeht o
offenders should be based on social, cultural, tgunn a
climate of freedom and respect for human right. Ahd
member states should develop and affective capdoity
formulation and planning of criminal policy, coordited
with strategies for social, economic, political,caultural
development(Deklarasi No. 3)

Dari keseluruhan uraian diatas, dikaitkan dengahasisaha dari negara
untuk mengantisipasi kejahatan maupun pelanggaraaka dilahirkanlah
berbagai kebijakan-kebijakan hukum pidana. Kebijkabijakan hukum pidana

ini pada dasarnya merupakan bagian dari politikkral.

Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana tidak dapatadhkan dari sistem
hukum pidana. Dalam hal ifMarc Ancelmenyatakan bahwa setiap masyarakat
yang terorganisir memiliki sistem hukum yang tdrdiari peraturan-peraturan
hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedurnhugigdana dan suatu
mekanisme pelaksanaan piddn®alam hal iniA.Mulder mengemukakan bahwa

kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan um@nentukarf:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yamakb perlu dirubah
atau diperbaharui;

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah tewyadiindak pidana;

serta

3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peraditan pelaksanaan

pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitamgde proses
penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Obelbsei, kebijakan kriminal
diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/famgdisasi hukum pidana
material (substansial), hukum pidana formal (hukacara pidana) dan hukum

31 Barda Nawawilbid., hal. 28-29.
32 bid.
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pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan huku@mnpidiapat dikaitkan dengan

tindakan-tindakan:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulkajgihatan dengan
hukum pidana;

2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesagad kondisi
masyarakat;

3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatasyarakat dengan
hukum pidana;

4.  Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengssyarakat

dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukpigdna
merupakan cara yang paling tua, setua peradabansimaitu sendiff. Pidana
merupakan istilah yang lebih khusus dari hukumangymenurut Sudarto bahwa,
yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yangaja dibebankan kepada
orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syypaeat tertentif.

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan datidffbaarfeit, Moeljatno
memakai istilah “perbuatan pidana” oleh karena peran perbuatan lebih
abstrak sehingga lebih luas dari pengertian tinglakg hanya menyatakan
keadaan kongkrit, Tirtaamidjaja memakai istilah |§pggaran pidana” dan
Utrecht memakai istilah “peristiwa pidaria”Lebih lanjut dikatakan bahwa pada
umumnya tindak pidana disinonimkan dengan delikgyleerasal dari bahasa latin
yakni delictum Dalam kamus besar bahasa Indonesia, delik arfpeybuatan
yang dapat dikenakan hukuman karena merupakanguelean terhadap undang-

undang tindak pidana.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian diasats:y(1) ada suatu
perbuatan, (2) perbuatan itu dapat dikenakan hukurdan (3) perbuatan itu

melanggar undang-undang tindak pidana.

% Muladi dan Barda Nawawi Arie©p. cit.,hal. 149.
% Ibid., hal. 2.
% Leden Marpaungp.cit., hal. 4.

Universitas Indonesia

Implementasi kebijakan..., M. Fahrizal, Pascasarjana Ul, 2011.



25

Pengertian ini konsisten dengan asas legalitagiufn delictump seperti
yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undémtpng Hukum Pidana
bahwa “tiada suatu perbuatan boleh dihukum melairkas kekuatan pidana
dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari padbuatan itu”. Dalam
penjelasannya, Utrecht mengemukakan bahwa msihem delictumitu kurang
melindungi kepentingan-kepentingan kolektbl{ective belangendan untuk itu
hendaknya ditinggalkan untuk delik yang dilakukaerhtdap kolektivitas
(masyarakat), tetapi boleh dipertahankan mengesiéi yiang dilakukan terhadap
seorang individu (Soesilo, 1995, hal.27-28). Dendgamikian, asas retroaktif
boleh diberlakukan untuk delik yang dilakukan teldya masyarakat, sebagaimana
dalam pasal 28 ayat (2) UUD 1945 amandemen keduna, lyerbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiapgonajib tunduk

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undaaggidéngan maksud
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta pengtarmtas hak dan
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutag gdil sesuai degan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanam HKatertiban umum

dalam suatu masyarakat demokratis”.

Definisi hukum pidana menurut Sudikno Mertokusdfadalah hukum
yang menentukan perbuatan-perbuatan apa ataussigs@ah yang dapat dipidana
serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. milykdana dibagi menjadi
hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukypmana materil ini
membuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yasebwdi delik dan yang
diancam dengan sanksi. Hukum pidana formil atawhukcara pidana mengatur

bagaimana caranya negara menerapkan sanksi piddagpristiwva kongkrit.

Menurut Prodjohamidjof, bahwa hukum pidana ialah bagian dari
keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yegrggadakan dasar-dasar

dan aturan-aturan untuk:

% Sudikno Mertokusumdylengenal Hukum Sebab Pengant@fogyakarta: Liberti, 1999),
hal. 124.

37 ProdjohamidjoyoMemahami Dasar-Dasar Hukum Pidgn@dakarta: Pradnya Paramita,
1997), hal. 1.
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1. Menentukan perbutan-perbuatan mana yang tiaddéhbdilakukan,
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sgm#iana tertentu

bagi siapa saja yang melanggarnya.

2.  Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada merakg telah
melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan difatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan.

3.  Menentukan dengan cara bagaimana pengenaanapitia dapat
dilaksanakan apabila orang yang diduga telah mglmgetentuan

tersebut.

Perbuatan yang menyalahi apa yang telah diatumd&ketentuan pidana
tersebut adalah perbuatan yang melawan huk8ohaffmeiter et. alyang
diterjemahkan oleh JE.Sahet&fynembagi sifat melawan hukum menjadi empat
makna yaitu: a) sifat melawan hukum umum, b) siiatawan hukum khusus, c)
sifat melawan hukum formal, dan d) sifat melawakumy materil. Sifat melawan
hukum formal berarti, “semua bagian yang tertulesi dumusan delik telah
dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapgiiddina), sedangkan sifat
melawan hukum yang hendak dilindungi oleh pembenituttang-undang dalam

rumusan delik tertentu”.

Oleh karena itu, Mertokusuriioberpandangan bahwa pelaksanaan hukum
dapat berarti menjalankan hukum tanpa ada sengkista pelanggaran. Ini
meliputi pelaksanaan hukum oleh setiap warga negatiap hari yang tidak
disadarinya dan juga aparat negara, seperti msapolisi yang berdiri di
perempatan jalan mengatur lalu lintagw( enforcement Di samping itu
pelaksanaan hukum dapat terjadi kalau ada sengleta,yang dilaksanakan oleh

hakim. Ini sekaligus merupakan penegakan hukum.

Lebih lanjut Mertokusumo juga mengatakan bahwa ndataenegakkan

hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatigaiu: kepastian hukum

% J.E. Sahetapy{ukum Pidana(Yogyakarta: Liberty, 1995), hal. 39.
%9 Sudikno Mertokusumdp. cit.,hal. 36.
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(rechticherheil, kemanfaatan z(veckmassigkgitdan keadilan gerechtigkeif*.
Kepastian hukum merupakan perlindungamistisiabel terhadap tindakan
sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akai mhemperoleh sesuatu
yang diharapkan dalam keadaan terteRiat justitia et pereatmundugneskipun
dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Sebakkmasyarakat mengharapkan
manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukumikiBenjuga keadilan
adalah hal yang harus diperhatikan dalam peneghkom yang harus dapat

memberikan keadilan bagi masyarakat.

Pelaksanaan hukum dalam konteks kebijakan krimirsdlanjutnya
disandarkan pula pada faktor-faktor yang mempetgakepatuhan dan
keefektifan hukum. Dimana, keefektifan hukum adasifuasi dimana hukum
yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati dan berdaya sebagai alat kontrol
sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakafiékéifan hukurii":

1. Hukum/UU/peraturan; artinya kalau hukum itu baikaka ada
kejelasan penafsiran, sinkronisasi dan harmonidsesk vertikal

maupun horizontal;

2. Penegak hukum (pembentuk hukum maupun penerap hHukutinya
sejauhmana komitmen proses penegakan hukum sesgard tujuan

dibuatnya hukum tersebut;

3. Budaya hukum légal culturg; artinya keefektifan hukum juga
dipengaruhi oleh budaya hukum suatu masyarakagnkabanyak
masyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukumnggja kadang

hukum hanya berhenti sampai pengaturan saja.

Menurut E. Howard & R.S. Summer (1965)faktor yang mempengaruhi
keefektifan hukum adalah sebagai berikut:

“0bid., hal. 127.

“! Soerjono Soekantdsaktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan HukQet. ke-6,
(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 8.

2 bid.
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1. Mudah tidaknya ketidaktaatan atau pelanggaran hukim
dilihat/disidik. Makin mudah makin efektif (faktamtrinsik); dan

2. Siapakah yang bertanggung jawab menegakkan hukumg ya

bersangkutan (faktor ekstrinsik).

b.  Kebijakan Perundang-Undangan

Sebagaimana termaktub dalam Batang Tubuh Undang#dnDasar 1945
pasal 1 ayat (3) terlihat bahwa Negara Rl adalafareeyang “Negara Indonesia
adalah negara hukuniRéchtsstag)’. Hal ini senada dengan pendapat Immanuel

Kant, bahwa negara hukum merupakan salah satuntaggara, maksudnya:

Negara harus menjamin tata tertib dari perseorangang menjadi
rakyatnya. Ketertiban hukum perseorangan ialahasyaama dari tujuan
suatu negara. Tujuan negara ialah pembentukanetaeliparaan hukum di
samping dijamin daripada kebebasan dan hak-hakamgeg Rakyat harus
mentaati undang-undang yang dibuat dengan peraetwa sendiri. Lain
daripada itu perseorangan dilihat oleh Kant sebgmak yang sama
derajatnya dengan negara sendiri. Baik negara nmap@rseorangan adalah
subyek-subyek hukum, yang harus memandang satiaddaq sebagai
sesamanya, sebagai pihak-pihak yang memegang ka#dm kewajiban.
Hal ini berarti bahwa negara tidak dapat memangmsergeorangan sebagai

obyek yang tak bernyawa dan tak mempunyai hak ppéia

Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintataka tindakan
yang dilakukan baik oleh Pemerintah maupun wargayarakatnya harus
didasarkan pada hukum. Dasar hukum bagi Pemeridi&lhm melakukan
tindakannya ini dapat dilihat dari dua sisi yakradp satu sisi, memberikan
keabsahan bagi tindakan yang dilakukan pemeringalg gekaligus memberikan

perlindungan hukum jika terjadi gugatan yang dikd oleh warga masyarakat.

3 Didi Nazmi YunasKonsepsi Negara HukurfRadang: Angkasa Raya, 1992), hal. 26.
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Oleh karena itu, maka salah satu inti hakikat hukadministrasi adalah

melindungi administrasi negara itu sentfiri

Seperti diketahui, hukum tumbuh dan berkembangnuateasyarakat dan
keberadaannya bukan sebagai suatu lembaga yang kerdliri namun sebagai
lembaga yang bekerja sama dengan lembaga-lemhbagantak mencapai tujuan
yang telah ditetapkan dalam kebijakan publik.

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam ypkmggaraan
pemerintahan, maka hukum dapat dipergunakan sebag@ia mencapai tujuan

tersebut karena secara teknis hukum dapat melaktaral sebagai berikiit

1. Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamiraskiem dan
memberikan prediktabilitas di dalam kehidupan meesyzt;

2. Hukum merupakan sarana Pemerintah untuk mekesraganksi;

3. Hukum sering dipakai oleh Pemerintah sebagaansa untuk

melindungi melawan kritik; dan

4. Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk istehdsikan

sumber-sumber daya.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dikatakan édmkum dapat
digunakan sebagai sarana bagi kebijakan publikkumtewujudkan tujuan yang
telah ditetapkan melalui proses politik. Hasil usamhari sistem politik adalah
hukum. Dengan demikian, dasar bagi suatu pembuatbiakan publik oleh
Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahanngas hdidasarkan pada

hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak testul

Hukum tertulis sebagai hukum positif merupakan mukgang ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang. Sehubungan dengamhpésitif ini, dalam pasal
7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tent®embentukan
Peraturan Perundang-undangan ditentukan jenis idarkiiPeraturan Perundang-
undangan, adalah sebagai berikut:

4 Sjachran BasahPerlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Admingstrislegara
(Bandung: Alumni, 1992), hal. 6.

4> Bambang Sunggonéjukum dan Kebijaksanaan Publiklakarta: Sinar Grafika, 1994),
hal. 76-77.
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Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UAdadgng;
Peraturan Pemerintah;

Peraturan Presiden; dan

o bk 0N PR

Peraturan Daerah.

Disamping itu, dalam Pembukaan UUD 1945 dipahanhiwaa Negara
Indonesia sebagai Negara Penguisrforgingsstat Hal tersebut tertulis dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea empat lyarbunyi sebagai
berikut:

............. untuk membentuk suatu pemerintahan Negarariedia yang

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dladahesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehithapasa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkanrleksan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial...... ?

Berdasar uraian diatas, terlihat bahwa negara T@angat penting dalam
mengurus kesejahteraan rakyat baik dalam bidangurhuksosial, politik,
ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahadan keamanan yang
diselenggarakan dan dituangkan dengan atau dalatukoperaturan-peraturan
negara. Menurut Maria Indriati Soeprafito

“Fungsi pembentukan peraturan perundang-undangarseinakin terasa
kehadirannya karena di dalam negara yang berdasarhakum modern
(verzorgingstay, tujuan utama pembentukan undang-undang bukgin la
menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nitalai kehidupan yang
sudah mengendap dalam masyarakat, melainkan makeiptmodifikasi
atau perubahan dalam kehidupan masyarakat. Demiganya pengutamaan
pada pembentukan undang-undang melalui cara masifik maka
diharapkan bahwa suatu undang-undang itu tidak dagada di belakang
dan terkadang terasa ketinggalan, tetapi dapaiuseésmada di depan, dan

tetap berlaku sesuai dengan perkembangan masyarakat

4 Maria Indriati Soeprapto, llmu  Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan

PembentukannydYogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hal. 1-2.
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Burhardt Krem$', mendefinisikan Ilmu Pengetahuan Perundang-undenga
sebagai ilmu pengetahuan yang interdisipliner tent@embentukan hukum
negara dieinterdisziplinare Wissenschaft von der staa#ithRechtssetzuhg
Untuk mengetahui bagaimana cara menyusun kebij&@mindang-undangan
yang baik, terlebih dahulu harus mengetahui dan goesei llmu tentang
perundang-undangan Gézetzgebungswissenschafidan Teori Perundang-

undangan atauGezetgebungsthee).

lImu pengetahuan tentang Perundang-undangan yangakan terjemahan
dari Gezetzgebungswissenschaitjalah suatu cabang ilmu baru yang mulai
berkembang di Negara Eropa Barat terutama di negagara yang berbahasa
Jerman. Tokoh-tokoh utama yang mencetuskan ilmwamtara lain, Peter Noll
(1973), Jurgen Rodig (1975), Burkhardt Krems (19d9n Werner Maihover
(1981) sedangkan di Negara Belanda antara lainv&nCPoelje (1980) dan W.G.
van der Velden (1988). Menurut Burkhardt Krems,ulRengetahuan Perundang-
undanganGezetzgebungswissenschsasdicara garis besar dapat dibagi menjadi

dua bagian besar yaitu:

1. Teori Perundang-undangaezetgebungsthe@) yang beorientasi
pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atagepen-
pengertian yang bersifat kognitif;

2.  llmu Perundang—undangaBdsetzgebungstheoyjeyang berorientasi
pada mencari kejelasan dan kejernihan makna medakpkrbuatan
dalam hal pembentukan peraturan Perundang-undadganbersifat

normatif. Yang dibagi lagi ke dalam tiga bagianjwya

a. Proses Perundang-undang&@etetzgebungsverfahren);
b. Metode Perundang-undangdpezetzgebungsmethoddgn
c. Tehnik Perundang-undanga@dgzetzgebungstechnik).

Dalam proses pembentukan peraturan Perundang-usmaadagtunya tidak
bisa dipisahkan dari Asassas yang mendasari proses pembentukan peraturan

Perundang-undangan tersebut. Menurut 1.C van dies¥| membagi asas-asas

47 bid., hal. 3.
“8bid., hal. 8.
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dalam pembentukan peraturan-peraturan yang paégfinselen van behoorlijke
regelviving)ke dalam asas-asas yang formal dan yang matesals-Asas yang

formil meliputi:

Asas tujuan yang jelabéginsel van duidelijke doestelling
Asas organ / lembaga yang tedadinsel van het juiste orggn
Asas perlunya pengaturamet noodzakelijkheids beginkel

Asas dapat dilaksanakamet beginsel van uitvoerbaarhgidian

o kr 0N PE

Asas consensubé€t beginsel van consenjus
Asas asas yang matemieliputi:

1. Asas terminologi dan sistematika yang benhet (beginsel van
duidelijke terminologie en duidelijke systematiek)

2. Asas dapat dikenalhét beginsel van de kenbaarhgid
Asas perlakuan yang sama dalam hukum het (
rechtsgelijkheidsbegingel
Asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbegimizei)
Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadadividual het

beginsé.

Menurut pendapat Hamid Attamiffii pembentukan peraturan perundang-
undangan Indonesia yang patut asas-asas tersebataerurutan dapat disusun

sebagai berikut:
Asas- Asas Formiklengan perincian:

Asas tujuan yang jelas;

Asas perlunya pengaturan;
Asas organ/lembaga yang tepat;
Asas materi muatan yang tepat;

Asas dapatnya dilaksanakan; dan

o 00k w0 N PR

Asas dapatnya dikenali.

Asas-asas Materiil, dengan perincian:

*bid., hal. 256.
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1. Asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Nowmaafnental
Negara;
Asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara,

3. Asas sesuai dengan prinsip- prinsip Negara Berdass Hukum;
dan

4. Asas sesuai dengan prinsip- prinsip PemerintahanaBar Sistem

Konstitusi.

Dengan demikian asas-asas pembentukan peraturandgeg-undangan
Indonesia yang patut tersebut, diharapkan dapat ciptekan peraturan
perundang-undangan yang baik dan dapat mencap@intyiang optimal dalam

pembangunan hukum di Negara Republik Indonesia.

C. Kebijakan Perundang-undangan dalam Konteksdga&ae Hukum Pidana

Masalah kebijakan perundang-undangan pidana saedeit dan tidak
dapat dilepaskan dari Proses penegakan Hukum PRidarana perundang-
undangan pidana itu pada dasarnya merupakan spgapgakan hukum pidana
“in abstractd yang akan diwujudkan dalam penegakan huKimconcreto®.
Kebijakan perundang-undangan pidana tersebut dbeaipa hukum pidana
materiel (KUHP, UU di luar KUHP), hukum pidana farntKUHAP) serta

hukum pelaksanaan pidana.

Kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-ury#am secara fungsional
dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dgamsme penanggulangan
kejahatan, bahkan dikatakan sebagai langkah awan&amenurut Muladi,
berbicara mengenai bagaimana cara penanggulangahaten secara mutatis

mutandis terkait dengan masalah penegakan hukuanaid

Kurang baiknya kondisi undang-undang sebagai saahfaktor timbulnya
kejahatan antara lain dikemukakan oleh J.E. Sapgtapalaupun di samping itu

¥ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Op. bil, IX.
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dikemukakan pula adanya faktor lain, yaitu pelaksanundang-undang yang
tidak konsekuen dan sikap atau tindak-tanduk s penegak hukuth

Dalam salah satu laporan Kongres PBB ke VI mengéhaiPrevention of
Crime and the Treatment of Offendekbhususnya yang membicaraka@rime
Trends and Crime Prevention Strategieahtara lain dikemukakah

Often, lack of consistency between laws and realdg criminogenic; the
farther the law was removed from the feeling arel\thlues shared by the
community, the greater was the lack of confidenue taust in the efficacy
of the legal system.

Dengan demikian, menurut kongres, ketiadaan kamsstantara undang-
undang dan kenyataan merupakan faktor kriminogamakin jauh undang-
undang bergeser dari perasaan dan nilai- nilai yamgup di dalam masyarakat,
semakin besar ketidakpercayaan akan keefektivitaseatem hukum itu.
Ketidaksesuaian antara undang-undang dan kenyayaag, menurut Kongres
PBB itu dapat merupakan faktor kriminogen, dapaheag&up pengertian yang

sangat luas

d. Penyidikan dan Penyidik

Tahap “Penyidikan” adalah tahapan pertama dalama@maalisasi Sistem
Peradilan Pidana dan merupakan tahapan yang pakmgntukan karena tanpa
proses penyidikan tidak mungkin tahapan- tahapdanjsgnya dalam Sistem
Peradilan Pidana dapat dilaksanakan. Karena pdu tpenyidikanlah untuk
pertama kali dapat diketahui bahwa telah terjadisp@a kejahatan atau tindak
pidana, serta penentuan tersangka pelakunya umkidian menjalani proses-
proses selanjutnya, yaitu proses penuntutan, prpsemtuhan putusan pidana

serta proses pelaksanaan putusan pidana.

Penyidikan, adalah istilah yang dimaksudkan sejd@ngan pengertian

opsporing (Belanda) daninvestigation (Inggris) ataupenyiasatan atau siasat

®l J.E. SahetappySuatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mathakkp
Pembunuhan Berencan@akarta: C.V. Rajawali,1982), hal. 282.

%2 Barda Nawawi AriefBeberapa AspelQp. cit.,hal. 103.
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(Malaysia). Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukumrédaidana Indonesia

(KUHAP) memberi definisi penyidikan sebagai berikut

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal menuru& geang diatur dalam
undang- undang ini untuk mencari serta mengumpultkei yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjgdha menemukan
tersangkanya.” (pasal 1 ayat 2 KUHAP)

Menurut De Pintomenyidik ©psporing berarti “pemeriksaan permulaan

oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk olefdang-undang segera setelah

mereka dengan jalan apapun mendengar khabar y&adaseberalasan, bahwa

telah terjadi sesuatu pelanggaran hukdm.”

Pengetahuan dan pengertian tentang penyidikan pamatakan dengan

pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggd@n membatasi hak-hak

asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidara ry@myangkut penyidikan

adalah sebagai berikft

© 0 N o g~ W DhPRE

=
= O

Ketentuan tentang alat- alat penyidik;

Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;

Pemeriksaan di tempat kejadian;

Pemanggilan tersangka atau terdakwa;

Penahanan sementara;

Penggeledahan;

Pemeriksaan atau interogasi;

Berita Acara (penggeledahan, interogasi, dan pé&ssan di tempat);
Penyitaan;

Penyampingan Perkara;

Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan perdeantya
kepada penyidik untuk disempurnakan.

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik trefia atau pejabat

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenkigsus oleh undang- undang
untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 butir 1 KUHAP)

3R TresnaKomentar HIR (Jakarta: Pradnya Paramita, Tanpa Tahun Terbit)7Ba

> Andi Hamzah Hukum Acara Pidana Indonesi&disi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika,
2006), hal. 118-119.
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Selanjutnya yang dimaksud penyidik tersebut didalam pasal 6 KUHAP
yang berbunyi sebagai berikut:
1. Penyidik adalah:
a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; dan
b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang rdib@wenang
khusus oleh undang-undang.
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana diatamdayat 1 akan

diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pada dasarnya, penyidikan dilakukan oleh Penyidk R atau Penyidik
PNS tertentu sesuai dengan pasal 6 ayat (1) KUH&Buali terhadap penyidikan
berdasarkan pasal 284 ayat (2) KUHAP yang meneniulsetelah dua tahun
KUHAP diundangkan, diberlakukan terhadap semuagrarédengan catatan untuk
sementara terhadap tindak pidana khusus diberlakdkgentuan hukum acara

pidananya sampai ada perubahan”.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tgnielaksanaan
KUHAP, diatur lebih luas tentang penyidik tindakd@ha dalam peraturan—
peraturan pidana yang mempunyai acara khusus. dilearyi tersebut dilakukan

oleh:

1. Penyidik, jaksa dan pejabat penyidik berwenangnlan(pasal 17 PP
No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP). Ketententang
jaksa penyidik juga diatur di dalam pasal 21 dasapa23 UU No 26
tahun 2000 tentang Tindak Pidana Pelanggaran HalsiAsanusia
(HAM) Berat dan UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20ual001 jo
UU no 31 tahun 2001 tentang Pemberantasan TinadnRiKorupsi;

2.  Untuk tindak pidana dalam Perairan Indonesia Zormen@@ahan,
Landasan Kontinen dan Zone Ekonomi Eksklusif Indome
penyidikan dilakukan oleh perwira TNI-AL dan dandbat Penyidik
lainnya; dan

3. Semenjak diundangkannya Undang-Undang No. 30 TakQd2
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, aparat pegnglidndonesia
bertambah satu lagi yaitu Penyidik Pemberantasamdaki Pidana
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Korupsi (Pasal 6 huruf ¢ Undang-Undang No. 30 Ta2Q@2 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi).

Saat ini terdapat kecenderungan, bahwa setiapnsisfgemerintahan di
pusat maupun di daerah menghendaki memiliki PPN8ndkungan kerjanya
masing-masing. Berdasarkan data yang dikeluarkeh ®dabes Polri sampai
dengan Maret 2003, PPNS yang sudah diterbitkant 8e@utusan Penyidik oleh
Kementerian Hukum dan HAM adalah: PPNS kem@nrténstansi/badan pusat
berjumlah 1.942 orang dan PPNS kementerian/ingbatsn daerah berjumlah
14.058 orang. Jadi, seluruhnya adalah sebanyalb@@fang PPNS, dan jumlah

ini masih terus bertambah.

Dari tahun 2003 sampai dengan 2005, jumlah PPN&uwelindonesia
adalah 8.336 orang. Berdasarkan pendataan Mabeas NS di tingkat pusat
antara lain berada di Kementerian Dalam Negeri, &m@prian Kehutanan,
Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungé&®menterian
Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Minek@menterian
Kesehatan, Kementerian Perdagangan, KementeriandBstrian, Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sokementerian Kelautan dan
Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kayagh dan Pariwisata,
Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementeriangkungan Hidup, dan

Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Sedangkan di tingkat daerah, PPNS diantaranya #&erdid Dinas
Perdagangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum daMHDinas Kehutanan,
Kantor Wilayah Kementerian Keuangan, Dinas Pertafaternakan, Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikaniddag Dinas Pariwisata,
Pos dan Telekomunikasi, Dinas Perhubungan, DinasgkrDinas Sosial, Dinas
Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Dinas Kesehatsras DKoperasi, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, dzadan Informasi

Nasionat®.

* Biro Pembinaan Polsus dan PPNS SDEOPS Fedrinbinaan Kepolisian Khusus dan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Selayang PandangcRa&olri Mandiri), (Jakarta: Biro Binpolsus
PPNS, 2003), hal. 23-25.
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Mengingat PPNS berada di bawah koordinasi dan pesssn penyidik
Polri, maka sebagai konsekwensi logis terdapat igeou kerja yang harus selalu
dibina diantara keduanya. Hubungan kerja ini paasadhya bersifat fungsional
yang diwujudkan dalam bentuk hubungan kerja dirfmdaperasional penyidikan
dan di bidang pembinaan terhadap PPNS. Hubungdga dtebidang operasional
meliputi: koordinasi operasional penyidikan, pendoebantuan penyidikan, dan
pengawasan penyidikan. Adapun hubungan kerja dingiggembinaan, mencakup
pendidikan dan latihan fungsi teknis penyidikan gemingkatan kemampuan
PPNS®.

Hubungan kerja di bidang operasional ini secar&kikbdiimplementasikan
dalam bentuk mekanisme koordinasi dan pengawasaNSPHEi bidang
operasional. Mekanisme ini pada hakekatnya merupakplementasi dari pasal
6, 7, 107, dan 109 KUHAP yang menjadi dasar hukuebekadaan dan
mekanisme koordinasi dan pengawasan PPNS dalam grages penyidikan di

lapangan.

Secara berurutan, mekanisme tersebut adalah sdiait”:

1. Sejak awal menerima laporan pengaduan, PPNS wajib

memberitahukan kepada penyidik Polri (laporan damya
penyidikan) untuk diteruskan kepada JPU.

2. Penyidik Polri memberikan petunjuk yang meliputetymjuk teknis,
petunjuk taktis, dan petunjuk yuridis. Selain itliminta atau tidak
diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib merkéerbantuan
penyidikan, baik bantuan teknis, bantuan taktis) dantuan upaya

paksa.

3. Jika PPNS menemukan bukti yang kuat untuk diajltepada JPU,
maka PPNS wajib melaporkan kepada penyidik Polapdian

perkembangan penyidikan).

® Markas Besar PolriPeraturan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Kadoasi,
Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidia®ai Negeri SipiINomor 20 Tahun
2010, pasal 31 ayat (2).

" Markas Besar PolriPetunjuk Teknis Tentang Mekanisme Koordinasi damgBReasan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNSuknis No. Pol.: JUKNIS/16/V11/1991.
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4. Permintaan bantuan upaya paksa yang wewenangrsfa didiliki
PPNS harus disertai laporan perkembangan penyiditteertai
alasan-alasannya. Hal ini ditegaskan dalam Kepotuskenteri
Kehakiman Nomor: M.04 PW.07.03 Tahun 1¥84Namun, khusus
PPNS bidang kepabeanan dan cukai memiliki wewempamyidikan
keseluruhannya termasuk penangkapan dan penafianan

5. Penyidik Polri memberitahukan keputusan atas pdaam bantuan
upaya paksa tersebut kepada PPNS disertai pertgabaan alasan-

alasannya.

6. Dalam hal permintaan dikabulkan dan upaya paksaah tel
dilaksanakan, maka tanggung jawab yuridisnya beassama

(tanggung jawab berimbang).

7. Dalam hal PPNS akan melakukan penggeledahan, nek@oponan
ijin penggeledahan diatur sebagai berikut: a. JRNS memiliki
wewenang penggeledahan, maka surat ijin dialamatkagsung
kepada Kepala Pengadilan Negeri; b. Jika PPNS tiaakniliki
wewenang penggeledahan, maka surat permintaaginjimtakan dan
dibuat oleh penyidik Polri.

8. Demikian pula pengaturan permohonan ijin penyitaan.

9. Dalam hal penyidik Polri dan PPNS secara bersardatang di TKP,
berdasarkan prinsip mengedepankan fungsi PPNS,idileniolri
menyerahkan pelaksanaan penyidikan tindak pidarsaliet kepada
PPNS.

10. Apabila penyidikan tersebut diserahkan kepada p@nyPolri oleh
PPNS, maka penyidik Polri menerima dan melakukamyidéan,
sedangkan jika penyidikan tersebut telah dimultaksanaannya oleh
PPNS, maka penyerahannya harus dituangkan dalaia aeara.

8 Harun M. HuseinPenyidikan dan Penuntutan dalam Proses PidaPet. ke-1, (Jakarta:
Rineka Cipta, 1991), hal. 60.

% IndonesiajUndang-Undang Tentang Kepabean&i) No. 10, LN. No. 75 Tahun 1995,
TLN. No. 3612, pasal 112, dan Indonedimndang-Undang Tentang CukdlU No. 11, LN. No.
65 Tahun 1995, TLN. No. 3613, pasal 63.
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11. Jika penyidikan telah selesai, PPNS segara merkemalberkas
perkara hasil penyidikan (laporan dan berita agaeaneriksaan)
kepada JPU melalui penyidik Polri. Berkas perkaaagydiserahkan
rangkap tiga, yakni: satu berkas untuk penyidikriRtdn dua berkas
untuk JPU.

12. Dalam hal PPNS menghentikan penyidikan (setelalsldtasi dengan
penyidik Polsi), maka wajib segera memberitahukahitu kepada
penyidik Polri dan JPU. Alasan-alasan penghentiamyidikan
adalah: tidak cukup bukti; bukan tindak pidana;editikan demi
hukum karena tersangka meninggal dunia (kecuahati&p tindak
pidana tertentu seperti tindak pidana penyelundupadak pidana
ekonomi, dan tindak pidana korupsi), kadaluarsauperannya,
aduan dicabut, perkara pidana tersebut telah dpdémngan putusan
yang telah mempunyai kekuatan hukum teta@b{s in idem

penyelesaian diluar sidang pengadilan.

13. Dalam hal penyidikan tindak pidana tertentu dilakukoleh PPNS,
penyidik Polri dan Jaksa; maka koordinasi dan peagannya pada
prinsipnya dilakukan oleh penyidik Polri, kecuaklam ketentuan
khusus acara pidana dalam undang-undang tertemyatdkan secara

tegas menjadi wewenang Jaksa Agung.

14. Dalam melakukan penyidikan, PPNS berkoordinasi dengenyidik
Polri di kesatuan kepolisian yang membawahi temgahana
terjadinya tindak pidana tersebasés locus delicti

15. Dalam hal suatu peristiwa yang diduga sebagai kingadana
menyangkut lebih dari satu kewenangan PPNS, makgigkan
selanjutnya akan dilaksanakan oleh penyidik Pokhghn tetap
melibatkan PPNS yang terkait sebagai tenaga ahlbidangnya

masing-masing.

Sepanjang proses penyidikan suatu tindak pidang yhiliakukan PPNS
dengan koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Bellagaimana mekanisme
diatas, terdapat sekitar 92 berkas administrasyigigsan yang wajib dilengkapi
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oleh penyidik. Administrasi penyidikan merupakangikéan penatausahaan

penyidikan dalam rangka menjamin ketertiban, kemeran, dan kelancaran

penyidikan berupa kelengkapan administrasi, sebsgaa yang diatur dalam

pasal 42 Perkap No. 6 Tahun 28LGelanjutnya administrasi penyidikan tersebut

harus dicatat dalam register, yang terdiri Hari

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Laporan Kejadian (B-1);
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (B-2);

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDPa#la Penuntut
Umum (B-3);

Surat Panggilan (B-4);

Surat Perintah Penangkapan (B-5);

Surat Perintah Penggeledahan (B-6);

Surat Perintah Penyitaan (B-7);

Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah T(Br;
Penahanan (B-9);

Berkas Perkara (B-10);

Penerimaan dan Ekspedisi Berkas Perkara dari PBN.3)(

Ekspedisi Berkas Perkara, Penyerahan TersangkéBdeang Bukti
(B-12);

Barang Bukti (B-13);

Barang Temuan (B-14);

Pencarian Orang dan Barang (B-15);
Permintaan Visum et Repertum (B-16);

Permintaan/ijin pemeriksaan (B-17); dan

® Markas Besar PolriPeraturan Kapolri tentang Manajemen Penyidikan oRényidik
Pegawai Negeri SipilNomor: 6 tahun 2010.

®bid., pasal 43.
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18. Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyidikan (B-18).

Hal lain yang perlu mendapat perhatian PPNS, sef@njalankan proses
penyidikan dan melengkapi formulir administrasi yidikan adalah: setelah
mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga aelaglak pidana, baik
melalui laporan, tertangkap tangan, ataupun diketaimngsung oleh PPNS. Maka
kemungkinan PPNS menganggap perlu dilakukan petikati terlebih dahulu.
Untuk itu PPNS meminta bantuan kepada penyidikiPs#bab pada prinsipnya
PPNS tidak mempunyai kewenangan untuk melakukayetdrkan.

Bagi keperluan penandatanganan beberapa surattissypeat panggilan,
surat permintaan bantuan penahanan, surat pepetajpeledahan, surat perintah
penyitaan, surat pengantar penyerahan berkas pedan ketetapan penghentian
penyidikan, dilakukan pengaturan tersendiri. Dalbat atasan PPNS seorang
penyidik, yang menandatangani surat-surat tersebatah atasan PPNS yang
bersangkutan selaku penyidik. Apabila atasan PPIN@rbpenyidik, maka yang
menandatangani adalah PPNS yang bersangkutan deddg@tahui oleh

atasanny¥.

Disamping itu, konsultasi dengan penyidik Polridsasenantiasa dilakukan
oleh PPNS. Seandainya pun PPNS memiliki kewenangaok melakukan
penggeledahan sesuai undang-undang yang menjaali dakumnya, sebelum
surat permohonan ijin penggeledahan disampaikamdeepg<epala Pengadilan
Negeri, PPNS wajib berkonsultasi terlebih dahulogde penyidik Polri. Dalam

hal ini terutama membahas alasan-alasan yang memejgonbangannya.

Sebagaimana yang diuraikan terlebih dahulu, PPN plasarnya tidak
mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkaparatda penahanan.
Penangkapan hanya dapat dilakukan oleh PPNS apeaftdagkap tangan. Dalam
hal penangkapan dan penahanan telah dilakukan nldrayguan penyidik Polri,

dan apabila kemudian ternyata terjadi tuntutan gnagilan terhadap sah tidaknya

®2|bid.
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penangkapan atau penahanan, maka tanggung jawadbadkan secara
berimbang kepada penyidik Polri dan PPNS

Pada hakekatnya penyidik Polri bertanggung jawats aksistensi dan
kemampuan PPNS. Oleh karena itu, dalam rangka lgalbukerja di bidang
pembinaan, penyidik Polri melaksanakan kegiatanakeg pembinaan
kemampuan PPNS. Kegiatan ini meliputi koordinasi #ansultasi penyidikan,
melaksanakan latihan-latihan bagi PPNS yang telangikuti pendidikan,
melaksanakarcoaching clinickepada jajaran PPNS di kewilayahan, melayani
permintaan tenaga pengajar/ceramah dan lain-laianmdg@endidikan/penataran
PPNS/calon PPNS, gelar perkara, penelitian berkasama, dan kegiatan

bersama lainny4.

Untuk pembangunan kekuatan PPNS, penyidik Polri begikan saran
tentang urgensi keberadaan PPNS pada suatu keraphtestansi, serta rencana
formasi organik PPNS. Guna mewujudkan rencanaligtskementerian/instansi
membuat usulan pengangkatan PPNS kepada MenteanHdlan HAM, dengan
tembusan kepada Kapolri dan Jaksa Adtingtemudian PPNS vyang telah
diangkat, diinventarisir oleh penyidik Polri beseldkasi penempatannya.

Adapun yang menjadi syarat-syarat untuk dapat #@ngenjadi PPNS
adalah sebagai berikfit

Masa kerja sebagai PNS, paling sedikit 2 (dua)rtahu
Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat | (ogo 11/b);
Berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkasat
Bertugas di bidang teknis operasional penegakaormyuk

ok~ 0N RE

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus hiidang
penyidikan;

3 Ibid.
4 Markas Besar Polri, Juknis No. Pol.: JUKNIS/16/¥891,Loc. cit.

® Kementerian Hukum dan HAMPeraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi, dan Bemebntian Pejabat Penyidik Pegawai
Negeri Sipi) Nomor: M.04.PW.07.03 Tahun 2007.

% bid., pasal 3.
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6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dddtar penilaian
pelaksanaan pekerjaan (DP3) PNS paling sedikitlbelbaik dalam 2
(dua) tahun terakhir berturut-turut;

7. Sehat jasmani dan jiwa yang dibuktikan dengan skeatrangan
dokter dari RS. pemerintah atau swasta; dan

8. Mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kapolri.

Salah satu peranan Polri dalam sistem peradilaanpicadalah sebagai
penghimpun data kriminalitas nasional. Untuk italach hubungan kerja dengan
PPNS juga dilakukan pembinaan sistem laporan. yafinPPNS wajib
menyampaikan laporan secara berkala. Laporan imuae data dan informasi
perkara pidana yang ditanganinya dan disampaikgadee penyidik Polri pada
kesatuan kepolisian setempat dengan tembusan kepagalik Polri pengemban

fungsi koordinasi dan pengawasan di tingkat plisat

e. Perkembangan Peraturan Perundangan Penerbangan

1. Ordonansi Pengangkutan Udara (Staatsblad 193908Ip

Tonggak perkembangan sejarah peraturan penerbangaional,
adalah ditandai dengan lahirnya Ordonansi PengaagHkudara (Staatsblad
1939 No0.100) pada tanggal 9 Maret 1939, atau yahil Idikenal dengan
istilah OPU. Secara substansi, isi dari OPU hanyangatur tentang
kegiatan pengangkutan udara termasuk diantarangtantge hak dan
kewajiban pengangkut, sedangkan tentang materirip@ngan belum ada

dibahas satu pasalpun.

Pada era itu, dunia penerbangan sipil Internasicualah mulai
semakin maju seiring dengan perkembangan peradalaausia. Hal ini
ditandai dengan tumbuhnya industri pesawat terldingeberapa negara,
meskipun masih dalam kondisi era Perang Dunia keSzhingga pada
tanggal 7 Desember 1944, berdirilah ICAO (Inteimadil Civil Aviation
Organization) yaitu Organisasi Penerbangan Sipilenasional yang

7 Markas Besar Polri, Juknis No. Pol.: JUKNIS/16/¥891,Loc. cit.
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dideklarasikan oleh 54 negara melalui sebuah Kogiwamng dilaksanakan
di Chicago.

Adapun yang menjadi aspirasi dari lahirnya ICAO adialah, untuk
menciptakan penerbangan yang memperhatikan keantamakeselamatan
serta keteraturan dalam pelaksanaannya. Indonesia mmasuk sebagai
anggota ICAO pada tahun 1950. Semenjak itu, stardaran teknis
penerbangan Internasional yang dikeluarkan oleh QCAarus pula

diterapkan di Indonesia.

2. UU No. 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan.

Setelah 13 tahun kemerdekaan RI, barulah padadah@ggdoesember
1958, diterbitkan untuk yang pertama kalinya undandang penerbangan,
yaitu UU No. 83 Tahun 1958 tentang Penerbangamupain hanya berisi
28 pasal. Latar belakang lahirnya UU ini adalalieka sudah mulai timbul
soal-soal penerbangan yang tidak dapat lagi dikasaatas pengelolaan
penerbangan yang diselenggarakan oleh PemerintadiaHBelanda waktu
itu, sehingga sangat terasa kebutuhan akan Kkebijagengelolaan
penerbangan yang baru yang bersifat nasional. y&tigang berpangkalan
pada kepentingan nasional sesuai dengan suasanaerdekaan,
pertumbuhan, dan perkembangan Negara Republik ésiixala itu.

Politik penerbangan nasional RI pada saat itu,ktideengijinkan
pemisahan politik penerbangan sipil dan militer g/aberturut-turut
diselenggarakan oleh, Kementerian Perhubunganiawgatan Penerbangan
Sipil dan Kementerian Pertahanan c.q. Angkatan &&dr Namun selama
jaman kekuasaan pemerintah Hindia-Belanda, antmarpangan sipil dan

militer dipisahkan, dan itu terus berlangsung sarppsaca kemerdekaan.

Oleh karena itu, latar belakang dilahirkannya UU B® Tahun 1958
tentang Penerbangan, adalah salah satunya untulyatokan politik
penerbangan sipil dan politik penerbangan milidengan alasan keamanan
negara serta keselamatan bangsa Indonesia merujpiasan utamanya.
Disamping itu ada pula alasan ekonomisnya. Penaéririieranggapan
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bahwa keuangan penerbangan sipil maupun militeassama bersumber
dari keuangan negara, sehingga untuk melakukaiergismaka pengaturan

keduanya dijadikan satu.

Dalam UU ini, lebih banyak mengatur bagaimana pecan
kewenangan Menteri Perhubungan untuk mengatur lpangan sipil dan
Menteri Pertahanan mengatur penerbangan militemuxia terobosan dari
terbentuknya UU ini adalah sudah mulai diaturnyage®ai keamanan dan
keselamatan penerbangan sebagaimana yang dapsitlditasesuai pasal 7
UU No. 83 Tahun 1958, "Dilarang melakukan penerlaangsecara
demikian, sehingga dapat mengganggu atau membaayké&tertiban
umum atau keamanan”. Selanjutnya, mengatur puldarign Dewan
Penerbangan, sebagaimana yang tercantum pada Zfasalat (3) yang
berbunyi, “Dewan Penerbangan terdiri dari Perdamatsli sebagai Ketua
dan Menteri-Menteri dan penjabat-penjabat yang rigpa pekerjaannya

berhubungan dengan penerbangan sebagai anggota”.

Selain itu, UU ini juga mengatur tentang PengusuPamuntutan dan
Hukuman Pidana, sebagaimana yang dituangkan padavBaulai dari
pasal 17 — 25, dimana beberapa pelanggaran yaagukdn di bidang
penerbangan memiliki sanksi hukuman pidana. Nanamg yperlu digaris
bawahi sebagai logika hukum dalam asas legalitagatppdan hukuman
pidana dalam bidang penerbangan adalah, sebagayaagdertuang dalam
pasal 25 (1) bahwa: “Tindak pidana termaksud dapmwal 19 dan 20

tersebut diatas dianggap sebagai pelanggaran”.

Dari beberapa isi pasal yang terkandung dalam UU8Sorhn. 1958
dapatlah disimpulkan bahwa pemerintah menaruh poeeshatian yang
penting dalam pengelolaan penerbangan nasionallunaimergitas dan
kerjasama sesama instansi pemerintahan, sertaumpkherapan sanksi

hukuman pidana untuk menjamin keamanan dan keatdarpenerbangan.

3.  UU No. 4 Thn. 1976 tentang Perubahan dan PerfaanbBeberapa
Pasal dalam KUHP, bertalian dengan Perluasan Ben@kKetentuan
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Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangamadaer
Sarana/Prasarana Penerbangan.

Pasca lahirnya UU No. 83 Thn. 1958 tentang Pengebardan
masuknya Indonesia sebagai anggota ICAO, perkenabpamgrikutmya
dalam bidang hukum penerbangan adalah diterbitkatiy No. 2 Tahun
1976 tanggal 31 Maret 1976, tentang PengesahanadsnVokyo (tentang
pelanggaran-pelanggaran dan tindakan-tindakan ntartéainnya yang
dilakukan di dalam pesawat udara), Konvensi Theudafj970 (tentang
pemberantasan penguasaan pesawat udara secaraaméiakum), dan
Konvensi Montreal 1971 (tentang pemberantasan Kkangkdindakan
melawan hukum yang mengancam keamanan penerbapgarkenvensi-
konvensi tersebut adalah merupakan resolusi unemhghadapi kejahatan-
kejahatan dalam dunia penerbangan, dimana pada jgmaudah terjadi
beberapa kali kasus pembajakan udara, dengan lpiaidektek menyandera

penumpang yang tidak bersalah untuk tujuan politik.

Sebagai kelanjutan dari lahirnya UU No. 2 Tahun 6l9dan
pertimbangaff bahwa:

1. Hingga saat itu ketentuan-ketentuan perundang-waaan

pidana belum berlaku dalam pesawat udara Indonesia;

2. Penguasaan pesawat udara secara melawan hukuansesenia
perbuatan-perbuatan yang mengganggu keamanan pegarb
dan sarana/prasarana penerbangan sangat merugikimupan
penerbangan nasional, perekonomian negara, danapeuntan

nasional;

3. Dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan baik
penumpang, awak pesawat udara, barang-barang, maupu

sarana/prasarana penerbangan; dan

% Rancangan Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1976.
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4. Perundang-undangan Indonesia belum mengatur seéegas
mengenai ketentuan pidana tentang kejahatan pergambalan

kejahatan terhadap sarana/prasaran penerbangan.

Maka pada tanggal 29 Desember 1975 dengan suratbrber:
R.04/PU/XII/1975 yang bertempat di Jakarta, PresiBé pada waktu itu
(Soeharto) kepada Pimpinan DPR RI, mengajukan Résithhg Perubahan
dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertidiegan Perluasan
Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidanan&t@ja Penerbangan

terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

Atas usulan itu dan melalui mekanisme legislatitJUR tersebut
disetujui untuk dijadikan sebagai UU, sehingga padggal 27 April 1976,
Presiden Rl mengesahkan UU tersebut yaitu UU Nohd 1976 tentang
Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam b&jtdkan dengan
Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangana® Kejahatan

Penerbangan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

4.  UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan

Setelah berjalan selama 34 tahun, Pemerintah c.@ntévl
Perhubungan mengajukan draft revisi terhadap UU &&.Tahun 1958
tentang Penerbangan, karena dinilai sudah tidakiaselgi dengan
kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetatiaanteknologi.
Akhirnya pada tahun 1992 disahkan undang-undangrpangan yang baru
yakni UU No. 15 Tahun 1992.

Secara substansi, jiwa dari kedua undang-undangeripamgan
tersebut sangat berbeda. Perbedaannya itu ditatetajan pengaturan
penerbangan militer serta sinergitas dan kerjassesama instansi
pemerintahan sudah tidak diatur lagi. Akan tetppsal penerapan sanksi
pidana sudah semakin banyak, baik dari segi jeeibyatan maupun

ancaman hukumannya.

Salah satu hal yang mendasar dan perlu digaristhadalah, bahwa
semenjak lahirnya UU No. 15 Thn. 1992 tentang Rearegan, pengelolaan
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penerbangan nasional dikomandoi sepenuhnya oleheMdPerhubungan,
hanya dalam aspek penyidikan yang masih meliba@enyidik Polri selain
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Akan tetgmlitik hukum yang
mendasarkan pada perspektif penegakan hukum (gkdeniamal) guna
meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbaaggat gerlihat dari
banyaknya pasal pemidanaan yang diatur dan beraémasi pidana.

Pada era berlakunya UU No. 15 Thn. 1992 tentangeBangan
sampai dengan tahun 2008, ternyata masih tidakamenjkeamanan dan
keselamatan penerbangan di Indonesia. Hal ini di#iadengan berbagai
musibah kecelakaan pesawat udara yang terjadndntair. Sampai-sampai
pada bulan Juli 2007, Uni Eropa menjatuhkan samiesupa larangan
terbang bagi seluruh maskapai penerbangan Indomkesinegara-negara

yang tergabung dalam Uni Eropa.

Pada “Seminar Roadmap to Safety Uni Eropa — Dijernubungan
Udara Dephub RI” di Bandung pada tanggal 21 Jan2@@8, Roberto
Salvarari’ (Head Unit — Air Transport Aviation Safety, Ditgenafisport
and Energy E)J mengemukakan alasan mengapa Uni Eropa niem-*
Indonesia. la menjelaskan bahwa telah terjadi Hapgmyimpangan yang
serius dalam dunia penerbangan di Indonesia. Fakéona atau penyebab
yang dominan dari dijatuhkanny®dan’ oleh Uni Eropa adalah persoalan
kredibilitas lembaga regulator penerbangan nasjatiahmping beberapa
faktor lainnya yang berkait dengan manajemen mhas&eselamatan
terbang yang diselenggarakan oleh pihak operatdand hal ini maskapai
penerbangan. Roberto Salvarani menggarisbawatiwdapenekanan
menjurus kepada pihak regulator, dalam hal ini Depaen Perhubungan

(sekarang: Kementerian Perhubungan).

Hal ini diperkuat dengan hasil kajian Tim Nasionglvaluasi
Keselamatan dan Keamanan Transportasi (Timnas EKkhy dibentuk

oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tab0i@'% yang dalam

% Diakses pada http://m.kompasiana.com/post/

" Diakses pada http://www.jawapos.co.id/index.php
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laporan tertulisnya menyimpulkan bahwa tingkat kesatan transportasi
udara di Indonesia masuk dalam kategori rendah.

Salah satu penyebabnya adalah pelanggaran kodgagtikterjadi di
semua level, baik di tingkat manajemen operatoregengan, regulator,
awak pesawat, maupun operator di lapangan, dimdika e&eorang
profesional itu seharusnya mementingkan kepentingamum,
mendahulukan keselamatan dan keamanan umum dariEgzEntingan

sendiri maupun kelompoknya.

Sungguh tidak masuk akal dunia penerbangan di kslankarena di
tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teinp&sawat terbang
yang canggih, tingginya tingkat keamanan dan kesalan penerbangan
yang diterapkan oleh ICAO, serta keberlakuan pematupenerbangan
nasional yang ada, ternyata tidak dapat meningkatk@amanan dan

keselamatan penerbangan di Indonesia.

5.  UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Akhirnya di tengah-tengah berbagai permasalahanerpangan
nasional yang cukup pelik, pada tanggal 12 Jan2@09 DPR RI
menyetujui lahirnya undang-undang penerbangan babagai revisi atas
UU No. 15 Thn. 1992 yaitu UU No. 1 Thn. 2009 temtaPenerbangan.
Pemerintah berkeyakinan bahwa dengan adanya unoetagpg yang baru
ini, akan dapat dilakukan berbagai pembenahan ataganerbangan di

Indonesia.

Patut disadari, bahwa lahirnya UU No. 1 Thn. 20@htang
Penerbangan merupakan kemajuan penting. Banyakl piagaah dan
ditambahkan. Banyak pula elemen yang sebelumngk tiekmasuk dalam
jangkauan undang-undang kini sudah termaktub dindiaya (dapat dilihat
dalam matriks berikut). Intinya, dengan undang-mgdaersi baru ini

diharapkan keselamatan dan keamanan penerbangaeltits terjamin.

Berikut ini matriks sandingan Ketentuan Pidana Banyidikan yang
diatur dalam UU No. 15 Tahun 1992 dan UU No. 1 TaR009:

Universitas Indonesia

Implementasi kebijakan..., M. Fahrizal, Pascasarjana Ul, 2011.



51

UU NO. 15 THN. 1992

UU NO. 1 TAHUN 2009

Barangsiapa mengoperasikan
udara yang tidak mempunyai tan

pendaftaran sebagaimana dimaksud d3

NO- (Pasal 54-73) (Pasal 401-440)
Ketentuan Pidana
1. Pasal 54 Pasal 401
Barangsiapa mengoperasikan pesawigtiap orang yang mengoperasikan
udara melalui kawasan udara terlaramgsawat udara Indonesia atau pesgawat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 gydara asing yang memasuki kawasan
(2), dipidana dengan pidana penjanadara terlarang sebagaimana dimaksud
paling lama 6 (enam) tahun dan dendkalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan
setinggi-tingginya Rp. 72.000.000pidana penjara paling lama 8 (delapan)
(tujuh puluh dua juta rupiah). tahun dan denda patin banyak
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
Penjelasan: rupiah).
Proses penegakan hukumnya dilakukan
oleh TNI-AU sebagaimana Pasal 53 yaitu:
Penyidikan terhadap pelanggaran wilayah
udara termasuk kawasan udara terlarang
yang mengakibatkan tindakan pemaksaan
mendarat oleh pesawat udara Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia/Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan
Penyelesaian hukumnya di- lakukan
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukym
Acara Pidana.
2. Pasal 402
Setiap orang yang mengoperasikan
pesawat udara Indonesia atau pesawat
udara asing yang memasuki kawasan
udara terbatas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun atau denda paling bany
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
3. Tidak diatur Pasal 403
Setiap orang yang melakukan kegiatan
produksi dan/atau perakitan pesayat
udara, mesin pesawat udara, dan/atau
baling-baling pesawat terbang yahg
tidak memiliki sertifikat produks
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) dipidana dengan pidapa
penjara paling lama 3 (tiga) tahun
atau denda paling banyak
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
4, Pasal 55 Pasal 404

pesawsetiap orang yang mengoperasikan
dpesawat udara yang tidak mempunyai

|aamda

pendaftaran sebagaimana
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Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidadamaksud dalam Pasal 24 dipidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun
denda setinggi-tingginya Rp. 36.000.00

alengan pidana penjara paling lama 5

O(ma) tahun atau denda paling lyak

(tiga puluh enam juta rupiah). Rp. 1.000.000.000,00 (satu miligr
rupiah).
Pasal 56
Barangsiapa mengoperasikan pesawat
terbang dan helikopter yang tidak
mempunyai tanda kebangsaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal| 10
ayat (1), dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu)
tahun atau denda setinggigginya
Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta
rupiah).
Pasal 57 Pasal 405
Barangsiapa memberi atau mengub&getiap orang yang memberikan tangda-
tanda-tanda pada pesawat udara sifAhda atau mengubah identitas
sedemikian rupa sehingga menyeruppéndaftaran sedemikian rupa sehingga
pesawat udara negara sebagaimam&ngaburkan tanda  pendaftaran,
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (Lkebangsaan, dan bendera pada pesawat

dipidana dengan pidana kurungan pal
lama 6 (enam) bulan atau denda setin
tingginya Rp. 18.000.000,- (delapan be
juta rupiah).

am
ina
un

inglara sebagaimana dimaksud da
gflasal 28 dipidana dengan pidg
lazenjara paling lama 1 (satu) tah
atau e&nda paling banya
Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lin
puluh juta rupiah).

Pasal 63
Barangsiapa mengoperasikan pesa
udara yang tidak memiliki sertifika

kelaikan udara sebagaimana dimak
dalam Pasal 19 ayat (1), dipidana den
pidana kurungan paling lama 1 (sa
tahun atau denda setinggi-tinggin
Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam ju
rupiah).

Pasal 406
Wa) Setiap orang yang mengoperasil
itpesawat udara yang tidak memenuhi
swthndar  kelaikudaraan sebagaimana
gdimaksud dalam Pasal 34 dipidana
tlengan pidana penjara paling lama 3
yé&iga) tahun atau denda paling banyak
ItRp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima

ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimg
dimaksud pada ayat (1) menimbulk
kerugian harta benda dipidana deng
pidana penjara paling lama 4 (emp
tahun atau denda paling bany

an

Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).
(3) Jika perbuatan sebagaimgna

dimaksud pada ayat (1) mengakibath
kematian seseorang dan kerugian h
benda, dipidana dengan pidg
penjara paling lama 10 (sepuluh) tah
dan denda paling banya

an
arta
na

Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima
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ratus juta rupiah).

Pasal 407
Setiap orang yang mengoperasikan
pesawat udara yang tidak memiliki
sertifikat operator pesawat udgra
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (2) huruf a dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dya)
tahun atau denda paling bany
Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah).

Pasal 408
Setiap orang yang mengoperasikan
pesawat udara yang tidak memiliki
sertifikat pengoperasian pesawat udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (2) huruf b dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun atau dendapaling banyak
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Tidak Diatur

Pasal 409
Setiap orang selain yang ditentukan
dalam Pasal 47 ayat (1) yang
melakukan perawatan pesawat udara,
mesin pesawat udara, baling-baling
pesawat terbang dan komponenmnya
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).

10.

Pasal 59

Barangsiapa melakukan pendaratan at8etiap orang yang mengoperasik

tinggal landas dengan menggunal
pesawat udara tidak di atau dari ban
udara yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ayat (1), dipidana dengan
kurungan paling lama 1 (sat
tahun atau denda setinggigginya

Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam jutatau denda Rp. 500.000.000,00 (li

rupiah).

pidanedara yang

Pasal 410
an
(@esawat udara sipil Indonesia atau
dasing yang tiba di atau berangkat dari

untuk itundonesia dan melakukan pendaratan

dan/atau tinggal landas dari bandar
tidak sesuai dengan
uketentuan dalam Pasal 52 dipidana
dengan pidana penjara 1 (satu) tahun
ma
ratus juta rupiah).

11.

Pasal 60
Barangsiapa menerbangkan pesawat u

Pasal 411

d&etiap orang dengan  sengaja

yang dapat membahayakan Keselamatarenerbangkan atau mengoperasikan

pesawat udara, penumpang dan bar
dan/atau penduduk, atau menggan

apgsawat udara yang membahayakan
ggaselamatan pesawat udara,

keamanan dan ketertiban umum

tamenumpang dan barang, dan/atau

merugikan harta benda milik orang laipenduduk atau merugikan harta benda

sebagaimana dimaksud dalam Pasal| Iilik
dipidana dengan pidana penjara palitimaksud dalam Pasal 53 dipid
dan denddengan pidana penjara paling lama 2

lama 5 (lima) tahun

lain  sebagaimana

na

orang
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setinggi-tingginya Rp.
(enam puluh juta rupiah).

60.000.00(

,{dua) tahun dan denda paling
banyak Rp. 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

12.

Tidak Diatur

Pasal 412
(1) Setiap orang di dalam pesawat
udara selama penerbangan melakukan
perbuatan yang dapat membahayakan
keamanan dan keselamatan
penerbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 huruf a dipidaha
dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun atau denda paling
banyak  Rp. 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang di dalam pesawat
udara selama penerbangan melakukan
perbuatan yang melanggar tata teftib
dalam  penerbangan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 huruf|b
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus
juta rupiah).

(3) Setiap orang di dalam pesawat
udara selama penerbangan mengambil
atau merusak peralatan pesawat udara
yang membahayakan keselamatan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
huruf ¢ dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (du@)
tahun atau denda paling banya
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

(4) Setiap orang di dalam pesawat
udara selama penerbangan
mengganggu ketenteramgn,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf e dipidana dengan pidapa
penjara paling lama 1 (satu)
tahun atau denda paling bany
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

(5) Setiap orang di dalam pesawat

udara selama penerbangan
mengoperasikan peralatan elektronjka
yang mengganggu navigasi

penerbangan, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 huruf f dipidana
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dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun atau denda paling banyak
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

(6) Dalam hal tindak
sebagaimana dimaksud pada ayat
ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5)
mengakibatkan kerusakan atau
kecelakaan pesawat dan kerugian harta
benda dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp. 2.500.000.000,00
(dua miliar lima ratus juta rupiah).

(7) Dalam hal tindak
sebagaimana dimaksud pada ayat
ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat|(5)
mengakibatkan cacat tetap atau
matinya orang dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belgs)
tahun.

pidana

(1),

pidana

(1),

13.

Pasal 62
Barangsiapa melanggar ketenty
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ayat (1), dipidana dengan
kurungan paling lama 1 (satu) tahun
denda setinggi-tingginya Rp. 36.000.00
(tiga puluh enam juta rupiah).

pidz;paertifi kat

Pasal 413
gi) Setiap personel pesawat udara yang
ielakukan tugasnya tanpa memiljki
kompetensi atau lisensi
aebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
Oayat (1) dipidana dengan pidaha
penjara paling lama 1 (satu)
tahun atau denda paling banyak
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
matinya orang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belgs)

tahun dan denda paling bany
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miligr
rupiah).
14. Pasal 58 Pasal 414
Barangsiapa mengoperasikan pesawsgtiap orang yang mengoperasikan

udara asing dari, ke atau melalui wilay
Republik Indonesia dengan melang

apesawat udara asing di wilayah Negara
jddesatuan Republik Indonesia tanpa

ketentuan sebagaimana dimaksud dalann Menteri sebagaimana dimaksud

Pasal 13 ayat (2), dipidana dengan pid
penjara paling lama 5 (lima) tahun d
denda setinggi-tingginya Rp. 60.000.00
(enam puluh juta rupiah).

adalam Pasal 63 ayat (2) dipidapa
adengan pidana penjara paling lama 5
O(ima) tahun atau denda paling
banyak Rp. 2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah).

15.

Tidak Diatur

Pasal 415

Setiap orang yang mengoperasikan
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pesawat udara sipil asing vyal
dioperasikan di wilayah Nega
Kesatuan Republik Indonesia ya
tidak memenubhi

dalam Pasal 63 ayat (4) dipida

(lima) tahun atau denda paling bany

persyaratan
kelaikudaraan sebagaimana dimaksud

ng
a

ng

na

dengan pidana penjara paling lama 5

A

Rp. 2.000.000.000,00 (dua mili
rupiah).
16. Pasal 69 Pasal 416
Barangsiapa melakukan kegiataSetiap orang yang melakukan kegia

angkutan udara niaga atau bukan ni
tanpa izin sebagaimana dimaksud da
Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dipida
dengan pidana kurungan paling lama
(enam) bulan atau denda seting
tingginya Rp. 18.000.000.- (delapan be
juta rupiah).

agagkutan udara niaga dalam neg
aianpa izin usaha angkutan udara ni

dpidana dengan pidana penjara pal
giama 1 (satu) tahun atau denda pa
lasnyak Rp. 500.000.000,00 (lima rat
juta rupiah).

tan
eri
aga

rsebagaimana dimaksud dalam Pasal 84

ing
ing
us

17.

Pasal 417
Setiap orang yang melakukan kegia
angkutan udara niaga berjadwal dal

niaga berjadwal sebagaima
dimaksud dalam Pasal 85 ayat

dipidana dengan pidana penjara pal
lama 1 (satu) tahun atau denda pa
banyak
ratus juta rupiah).

tan
am

negeri tanpa izin usaha angkutan udara

na
1)

ing
ing

Rp. 500.000.000,00 (lima

18.

Pasal 418
Setiap orang yang melakukan kegia

dari Menteri sebagaimana dimaks
dalam Pasal 93 ayat (1) dipida
(satu) tahun atau denda paling ban

rupiah).

tan

angkutan udara niaga tidak berjadwal
luar negeri tanpa persetujuan terbang

ud
na

dengan pidana penjara paling lama 1

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

19.

Tidak Diatur

Pasal 419
(1) Setiap orang yang melakuk

keamanan penerbangan sebagaim
dimaksud dalam Pasal 136 ayat
dipidana dengan pidana penjara pal
lama 2 (dua) tahun atau denda pa
banyak Rp. 500.000.000,00 (lima rat
juta rupiah).

an

pengangkutan barang khusus dan
berbahaya yang tidak memenuhi
persyaratan keselamatan dan

ana
1)
ing
ing
us
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dimaksud pada ayat (1) mengakibath

penjara paling lama 15 (lima belg
tahun.

20.

Tidak Diatur

Pasal 420

Pemilik, agen ekspedisi muat

bandar udara, unit
bandar udara, badan usa
pergudangan, atau badan us
angkutan udara niaga yang melang
ketentuan pengangkutan barang khu
dan/atau  berbahaya sebagaim
dimaksud dalam Pasal 138 ayat
atau ayat (2) dipidana dengan pida
penjara paling lama 1 (sat
tahun atau denda paling bany
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus ju
rupiah).

penyelengga

21.

Tidak Diatur

Pasal 421
(1) Setiap orang berada di dael
tertentu  di  bandar udara, tan
memperoleh izin dari otoritas band
udara sebagaimana dimaksud da
Pasal 210 dipidana dengan pida
penjara paling lama 1 (satu) tah
atau denda paling banyz
Rp. 100.000.000,00 (seratus |y
rupiah).

(2) Setiap orang membuat halang
(obstacl8, dan/atau
kegiatan lain di kawasan keselama
operasi penerbangan ya
membahayakan  keselamatan ¢
keamanan penerbangan sebagaim
dimaksud dalam Pasal 210 dipidg
dengan pidana penjara paling lama
(tiga) tahun dan/atau denda pal
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (sd
miliar rupiah).

22.

Pasal 64

mengoperasikan
dan/atau peralatan penun;
penerbangan yang tidak memen
persyaratan keamanan dan keselam
penerbangan sebagaimana dimak
dalam Pasal 20, dipidana dengan pid

Barangsiapa

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atdama 3 (tiga) tahun dan

denda setinggi-tingginya Rp. 18.000.00

fasigrds) Setiap orang dengan seng

Pasal 422

nmengoperasikan Bandar udara tal
uimemenuhi ketentuan keselamatan
at@amanan penerbangan sebagain]
sdimaksud dalam Pasal 217 ayat
adgpidana dengan pidana penjara pal
der
Opaling banyak Rp. 1.000.000.000,

(delapan belas juta rupiah).

melakukan

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana

an

matinya orang, dipidana dengan pidana

S)

an

pesawat udara, pengirim, badan uspha

ara
ha
aha
gar
Sus
Ana
1)
Ana

)

Ita

ah
pa
ar
am
na
un
Ak
Ita

an

tan
g
lan
ana
na

L 3
ing
Atu

aja
npa
dan
ana
1)
ing

00

(satu miliar rupiah).
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(2) Dalam hal perbuatan sebagaim;Lna
dimaksud pada ayat (1) menimbulkan
kerugian harta benda seseorang,
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan den
paling banyak Rp. 2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
matinya orang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belgs)
tahun dan denda paling bany
Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).

23.

Tidak Diatur

Pasal 423
(1) Personel bandar udara yang
mengoperasikan dan/atau memelihara
fasilitas bandar udara tanpa memiljki
lisensi atau sertifikat kompetensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
222 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (saty)
tahun atau denda paling
banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
matinya orang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belgs)
tahun dan denda pafy banyak
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miligr
rupiah).

24,

Tidak Diatur

Pasal 424
(1) Setiap orang vyang tidak
bertanggung jawab terhadap kerugjan
yang diderita oleh pengguna jasa
bandar udara dan/atau pihak ketjga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
240 ayat (1) berupa kematian atau luka
fisik orang yang diakibatkan olgh
pengoperasian bandar udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
240 ayat (2) huruf a, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan denda paling banyak
Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).

(2) Setiap orang yang tidak
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bertanggung jawab terhadap kerugjan
yang diderita oleh pengguna jasa
bandar udara dan/atau pihak ketjga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
240 ayat (1) berupa:
a. musnah, hilang, atau rusak peralgtan
yang dioperasikan; dan/atau
b. dampak lingkungan di sekitar
bandar udara, yang diakibatkan oleh
pengoperasian bandar udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
240 ayat (2) huruf b dan huruf g,
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling banyak
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miligr
rupiah).

25.

Tidak Diatur

Pasal 425
Setiap orang yang melaksanakan
kegiatan di bandar udara yang tidak
bertanggung jawab untuk mengganti
kerugian atas setiap kerusakan pada
bangunan dan/atau fasilitas bandar
udara yang  diakibatkan  oleh
kegiatannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 241, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling banygk
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miligr
rupiah).

26.

Pasal 65
Barangsiapa membangun

mengoperasikan bandar udara khu
tanpa izin sebagaimana dimaksud da

Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pid ﬁé
kurungan paling lama 1 (satu) tahun aftegé

denda setinggi-tingginya
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 426

dan/até&etiap orang yang membangun bandar

sudara khusus tanpa izin dari Menteri
s$abagaimana dimaksud dalam Pagsal
7 ayat (1) dipidana dengan pidana
njara paling lama 3 (tiga) tahun dan
nda paling banyak
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miligr
rupiah).

D

27.

Pasal 427
Setiap orang yang mengoperasikan
bandar udara khusus dengan melayani
penerbangan langsung dari dan/atay ke
luar negeri tanpa izin dari Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
249, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun atau denda
paling banyak Rp. 3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah).

28.

Pasal 428
(1) Setiap orang yang mengoperasik
bandar udara khusus yang diguna

an
an

Implementasi kebijakan..., M. Fahrizal,

Universitas Indonesia

Pascasarjana Ul, 2011.



60

untuk kepentingan umum tanpa izin
dari Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 250 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun atau denda paling ban

Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat|(1)
mengakibatkan matinya orang
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 15 (lima belas) tahun
dan denda paling bany
Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah).

29.

Tidak Diatur

Pasal 429
Setiap orang yang menyelenggarakan
pelayanan navigasi penerbangan tigak
memiliki sertifikat pelayanan navigasi
penerbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 275 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling bany
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

30.

Tidak Diatur

Pasal 430
(1) Personel navigasi penerbangan
yang tidak memiliki lisensi atap
sertifikat kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 292 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
matinya orang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belgs)
tahun dan denda paling bany
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miligr
rupiah).

31.

Tidak Diatur

Pasal 431
(1) Setiap orang yang menggunakan
frekuensi radio penerbangan selain
untuk Kkegiatan penerbangan atau
menggunakan frekuensi radio
penerbangan yang secara langsung
atau tidak langsung mengganggu
keselamatan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 306 dipidana
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dengan pidana penjara paling lama
(lima) tahun dan denda paling bany
Rp. 100.000.000,00 (seratus ju
rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidan
sebagaimana dimaksud pada ayat
mengakibatkan matinya oran
dipidana dengan pidana penjara pal
lama 15 (lima belas) Tahun dan den
paling banyak Rp. 100.000.000,
(seratus juta rupiah).

ita

a
(1)
_g,
ing
da
DO

32.

Tidak Diatur

Pasal 432
Setiap orang yang akan memas
daerah keamanan terbatas ta
memiliki izin masuk daerah terbat
atau tiket pesawat udara sebagaim
dimaksud dalam Pasal 334 ayat
dipidana dengan pidana penjara pal
lama 1 (satu) tahun atau denda pa
banyak Rp. 500.000.000,
(lima ratus juta rupiah).

uki
npa
as
ana
1)
ing
ing
00

33.

Tidak Diatur

Pasal 433

Setiaqp orang Yyang menempatk
petugas keamanan dalam penerbar
pada pesawat udara niaga berjad
asing dari dan ke wilayah Repub
Indonesia tanpa adanya perjanj
bilateral sebagaimana dimaksud dal
Pasal 341, dipidana dengan pida
denda paling banya
Rp. 1.000.000.000,00 (satu mili
rupiah).

an
gan
wal

ik
jlan
am

34.

Tidak Diatur

Pasal 434

Setiap orang yang mengoperasik
pesawat udara kategori transpor tid
memenuhi  persyaratan keamar
penerbangan sebagaimana dimak
dalam Pasal 342 sehing
mengakibatkan kecelakaan pesa
udara dan Kkerugian harta ben
dipidana dengan pidana penjara
(lima) tahun dan denda paling bany
Rp. 1.000.000.000,00 (satu mili
rupiah).

an
ak
an
sud
ja
wat
Ha,

35.

Pasal 66
Barangsiapa tanpa hak berada di tem
tempat tertentu di bandar uda
mendirikan bangunan atau melakuk
kegiatan lain di dalam atau di sekit
bandar udara yang dapat membahayad
keamanan dan keselamatan penerbar

Pasal 435
p&etiap orang yang masuk ke dal
rggesawat udara, daerah keama
aerbatas bandar udara, atau wilay
diasilitas aeronautika secara tidak s
ksgbagaimana dimaksud dalam Pg

Am
nan
ah
sah
sal

n¢d huruf ¢ dipidana dengan pidana
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal
dipidana dengan pidana kurungan pal
lama 6 (enam) bulan atau denda setin
tingginya Rp. 18.000.000,- (delapan be|
juta rupiah).

2&njara paling lama 1 (satu) tahun &
irenda paling banya

gétp. 500.000.000,00 (lima ratus juta

laspiah).

36.

Tidak Diatur

Pasal 436

(1) Setiap orang yang membaya
senjata, barang dan peralatan
berbahaya, atau bom ke dalam pesawat

udara atau bandar udara tanpa

zin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal
344 huruf d, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Dalam hal tindak pidan
sebagaimana dimaksud pada ayat

a

(1)

mengakibatkan kerugian harta benda

dipidana dengan pidana penjara pal
lama 8 (delapan) tahun.

(3) Dalam hal tindak pidan
sebagaimana dimaksud pada ayat
mengakibatkan matinya oran
dipidana dengan pidana penjara pal
lama 15 (lima belas) tahun.

ing

a
(1)

g,

In

37.

Tidak Diatur

Pasal 437
(1) Setiap orang menyampaik

Aan

informasi palsu yang membahayakan
keselamatan penerbangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 344 huruf
dipidana dengan pidana penjara pal
lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam hal tindak pidan
sebagaimana dimaksud pada ayat
mengakibatkan kecelakaan at
kerugian harta benda, dipidana den
pidana penjara paling lama 8 (delap
tahun.

(3) Dalam hal tindak pidan
sebagaimana dimaksud pada ayat
mengakibatkan matinya oran
dipidana dengan pidana penjara pal
lama 15 (lima belas) tahun.

38.

Tidak Diatur

Pasal 438
(1) Kapten penerbang yang seda
bertugas yang mengalami keada
bahaya atau mengetahui adar
pesawat udara lain yang diindikasik
sedang menghadapi bahaya da

penerbangan, tidak memberitahuk
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kepada unit pelayanan lalu lintas
penerbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 354 sehingga berakipat
terjadinya kecelakaan pesawat udpra
dan kerugian harta benda, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 8
(delapan) tahun.

(2) Dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat|(1)
mengakibatkan matinya orang,

dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun.

39.

Tidak Diatur

Pasal 439
(1) Setiap personel pelayanan lalu
lintas penerbangan yang pada 9Saat
bertugas menerima pemberitahuan atau
mengetahui adanya pesawat udara
yang berada dalam keadaan bahaya
atau hilang dalam penerbangan tidak
segera  memberitahukan kepada
instansi yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang pencarian dan
pertolongan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 355 sehingga
mengakibatkan kecelakaan pesawat
udara dan Kkerugian harta benda,
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 8 (delapan) tahun.

(2) Dalam hal tindak
sebagaimana dimaksud pada ayat |(1)
mengakibatkan matinya orang,

dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun.

pidang

40.

Pasal 68
(1) Barangsiapa tanpa hak merusak &
menghilangkan bukti-bukti ata
mengubah letak pesawat udara, &
mengambil bagian pesawat udara g
barang lainnya yang tersisa akibat d
kecelakaan pesawat udara, sebe
dilakukan penelitian terhadap penyeh
kecelakaan tersebut sebagaim
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (|
dipidana dengan pidana kurungan pal
lama 6 (enam) bulan atau denda setin
tingginya Rp. 18.000.000,- (delapan be
juta rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimg

Pasal 440
t8etiap orang yang merusak atau
umenghilangkan bukti-bukti, mengubah
ittetak pesawat udara, mengampbil
thagian pesawat udara atau barang
ddinnya yang tersisa akibat dari
Umcelakaan atau kejadian serjus
ghesawat udara sebagaimana dimaksud
aidalam Pasal 360 ayat (1) dengan
Ppidana penjara paling lama 1 (satu)
ifghun atau denda paling bany
gétp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
laspiah).

na

dimaksud dalam ayat

(1) dilakukan
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dengan tujuan utk menghilangkan buk
bukti mengenai penyebab kecelakal
dipidana dengan pidana penjara pal
lama 5 (lima) tahun dan denda seting
tingginya Rp. 60.000.00
(enam puluh juta rupiah).

ti-
an,
ing
gi-
),_

42.

Pasal 61
Barangsiapa tanpa izin Pemerint
melakukan perekaman dari udara den
menggunakan pesawat udara sebagain
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (|
dipidana dengan pidana penjara pal
lama 5 (lima) tahun dan denda seting
tingginya Rp. 60.000.00
(enam puluh juta rupiah).

Tidak Diatur

ah

gan

nana

1),

ing

gi-

),_

43.

Pasal 67

tidak membantu
pencarian dan pertolongan terhac
pesawat udara yang  mengala
kecelakaan sebagaimana dimaksud dg

Barangsiapa usé

Tidak Diatur
ha

lap

mi

lam

ah

Pasal 33 ayat (1) walaupun tel

diberitahukan secara patut oleh pejabat
yang berwenang, dipidana dengan pic}na

kurungan paling lama 1 (satu) tahun
denda setinggi-tingginya Rp. 36.000.00
(tiga puluh enam juta rupiah).

au
0,-

44,

Pasal 70

Barangsiapa mengoperasikan pesa
udara dan tidak mengasuransik
tanggung jawabnya sebagaimg
dimaksud dalam Pasal 47, dipida
dengan pidana kurungan paling lamg
(satu) tahun atau denda setinggi-tinggir
Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam jy
rupiah).

Tidak Diatur

wat
an
ina
na

1
nya
Ita

45,

Pasal 71
Barangsiapa tidak mengasuransikan a
pesawat udara yang dipekerjakani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
terhadap resiko terjadinya kecelake
pesawat udara, dipidana dengan pid

kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau

denda setinggi-tingginya Rp. 36.000.00
(tiga puluh enam juta rupiah).

Tidak Diatur dalam Ketentuan Pidan
vak
ya

48
1an
ana

0,-

46.

Pasal 72

Barangsiapa mengoperasikan pesa

udara yang tidak memenuhi persyaratan

ambang batas tingkat kebising
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ayat (1), dipidana dengan

pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau
denda setinggi-tingginya Rp. 36.000.000,-

Tidak Diatur
wat

an
50

Implementasi kebijakan..., M. Fahrizal,

Universitas Indonesia

Pascasarjana Ul, 2011.

a



65

(tiga puluh enam juta rupiah).

47.

Pasal 73
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaks
dalam Pasal 54, Pasal 58, Pasal 60, H
61, dan Pasal 68 ayat (2) ada
kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaks
dalam Pasal 55, Pasal 56. Pasal 57, H
59, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasd
Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 ayat (1), H
69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal
adalah pelanggaran.

Tidak Diatur
sud
asal
ah

sud
asal
| 65,
asal
72

Penyidikan

Pasal 52

(1) Selain pejabat Polisi Negara Repuk
Indonesia, pejabat Pegawai Negeri S
tertentu di lingkungan departemen ya
lingkup tugas dan tanggung jawabnya
bidang penerbangan, dapat dib
wewenang khusus sebagai penyi

sebagaimana dimaksud dalam Undandalam Undang-Undang ini.

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentd
Hukum Acara Pidana, untuk melakuk
penyidikan tindak pidana di bidarn
penerbangan, kecuali tindak pidana y3
diancam hukuman sebagaimana dimak
dalam Pasal 54.

Pasal 399

lii) Pejabat pegawai negeri si
pgiértentu di lingkungan instansi yatr
nghgkup tugas dan tanggung jawabn
di bidang penerbangan  dibe
ewewenang khusus sebagai penyi
ditndak pidana sebagaimana dimaks

ng

a(?) Dalam pelaksanaan tugasn
gejabat pegawai negeri sipil terter
arsgbagaimana dimaksud pada ayat
shdrada dibawah koordinasi d
pengawasan penyidik polisi Negag
Republik Indonesia.

2.3. Kajian Yuridis

il
ng

ya
B
dik
sud

ya
tu
)
an
ra

Agar sejalan dengan metode penelitian ini yang mengkan metode

penelitian Sosio-legal, dimana pendekatan yangndik@an adalah secara yuridis

normatif, maka relevansi ketentuan pidana dalamN#&UJ 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan akan disandingkan pula dengan bedestgrduan hukum (yuridis)

yang berkaitan dengan UU Penerbangan ini, yaitu:

1.

Undangan.

UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perafeeanndang-

Berdasarkan bunyi Bab VIII pasal 44 ayat (1) dantéatang Teknik

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dikdiakara:
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(1) Penyusunan rancangan peraturan  perundang-gewdan
dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan
perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan peratpenndang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tencaiatiam
lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang

Oleh karena penelitian ini hanya menganalisis teptéietentuan
penyidikan dan ketentuan pidana, maka peneliti damencuplik
ketentuan yang berkaitan dengan obyek penelitibagsgmana diatur
dalam lampiran UU No. 10 Tahun 2004 tentang Penoikent
Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

- C.3. Ketentuan Pidana

85. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyataka
penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap kateryang
berisi norma larangan atau perintah.

86. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu dabigen asas-
asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Bekatu
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentlzaam
Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang ddjmadana
menurut Peraturan Perundang-undangan lain, kejpkialioleh
Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab UWigda
Undang Hukum Pidana).

87. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaleryda perlu
dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkaeh ol
tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesafaiaku.

88. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tensegditu bab
ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pglkok
diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jkakbtentuan
peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum babnke&n

penutup.
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89. Jika di dalam Peraturan Perandang-undangak tiiadakan
pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditkapa
dalam pasal yang terletak langsung sebelum pgsaddh yang
berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasalgyherisi
ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakk&elgm pasal
penutup.

90. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undangahigpddan
Peraturan Daerah.

91. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkasrasdéegas
norma larangan atau perintah yang dilanggar daryefernkan
pasal (-pasal) yang memuat norma tersebut. Dengamkahn,
perlu dihindari:

a. pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturandaeg-
undangan lain;

b.  pengacuan kepada Kitab Undang-Undang HukumnBjda
jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diaak
sama; atau

C. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda athak ti
terdapat di norma-norma yang diatur dalam pasalséf
sebelumnya, kecuali untuk Undang-Undang tindaknada
khusus.

92. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapumyek dari
ketentuan pidana dirumuskan dengan frase setiajg.ora

93. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi $ulgetentu,
subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, omsigg,
pegawai negeri, saksi.

94. Sehubungan adanya pembedaan antara tindakapkegahatan
dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undangang
Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus nedayat
secara tegas apakah perbuatan yang diancam derigara [itu
dikualifikasikan sebagai pelanggaran atau kejahatan
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95. Rumusan ketentaan pidana harus menyatakarraséegas
apakah pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatiferaatif,
atau kumulatif alternatif.

96. Hindari rumusan dalam ketentuan pidana yandakti
menunjukkan dengan jelas apakah unsur-unsur parbpadana
bersifat kumulatif atau alternatif.

97. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan yaeguat
ketentaan pidana akan diberlakusurutkan, ketenpidananya
harus dikecualikan, mengingat adanya asas umurmdassal 1
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ratkan

bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

- B. PENYIDIKAN

179. Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat dardaUndang-
Undang dan Peraturan Daerah.

180. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewerarkgpada
Penyidik Pegawai Negeri Sipil departemen atau nsstertentu
untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Umpdan
Undang atau Peraturan Daerah.

181. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk aejitentu
sebagai penyidik hendaknya diusahakan agar tidalgumangi
kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan bunyi Bab IV pasal 7 ayat (1) tentareyvéhangan

Daerah, dikatakan bahwa:

(1) Kewenangan daerah mencakup kewenangan daldnnulse
bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam gigatitik
luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, mongdn
fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

a. Pasal 359
Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) tedrkan
orang lain mati, diancam dengan pidana penjaraagdiima 5

tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.

Bab XIX A: Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan dadah
Sarana/Prasarana Penerbangan.
b. Pasal 479a.

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum
menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau
merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara
atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan
tersebut, dipidana dengan pidana selama-lamargiaué t

(2) Dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, jika
karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanian la
lintas udara,;

(3) Dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun, jika
karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

c. Pasal 479b.

(1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan haagcurny
tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk
pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usatioi& u
pengamanan bangunan tersebut, dipidana denganapidan
selama-lamanya 3 tahun;

(2) Dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, jika
karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanian la
lintas udara;

(3) Dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun jika
karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.
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d. Pasal 479c.

(1) Barangsiapa sengaja dan melawan hukum
menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan
tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau
menggagalkan bekerjanya tanda atau alat yang keliru
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanyau6;tah

(2) Dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, jika
karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan
penerbangan;

(3) Dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun, jika
karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan
penerbangan dan mengakibatkan celakanya pesawat
udara;

(4) Dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun, jika
karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan

penerbangan dan mengakibatkan matinya orang.

e. Pasal 479d.

Barangsiapa karena kealpaan menyebabkan tanda addfu

pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambilpatdah

atau menyebabkan tidak dapat bekerja atau menyababk
terpasangnya tanda atau alat untuk pengamananbpegan
yang keliru, dipidana:

(@) dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, jika
karena perbuatan itu menyebabkan penerbangan tidak
aman;

(b) dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, jika
karena perbuatan itu mengakibatkan celakanya pésawa
udara;

(c) dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, jika

karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.
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f. Pasal 479e.
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum,
menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakaiegavyat
udara seluruhnya atau sebagian kepunyaan orangdipidana

dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun.

g. Pasal 479f.
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum
mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapalkali
atau merusak pesawat udara, dipidana:
(@) dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun, jika
karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa ol@ng
(b) dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, jika

karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

h. Pasal 479g.
Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan pesaast
celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusakdalia:
(@) dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, jika
karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa ol@ng
(b) dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, jika
karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

I Pasal 479h.

(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas
kerugian penanggung asuransi menimbulkan kebakaran
atau ledakan, kecelakaan, kehancuran, kerusakan ata
membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara, yang
dipertanggungkan terhadap bahaya tersebut diatas at

yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya,
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ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telahirda

uang tanggungan, dipidana dengan pidana penjamael

lamanya 9 tahun;

(2) Apabila yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini ddala
pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan
pidana penjara selama-lamanya 15 tahun;

(3) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain dengan melawan hukum atas
kerugian penanggung asuransi, menyebabkan penumpang
pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bhahaya
mendapat kecelakaan, dipidana:

(@ dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun,
jika karena perbuatan itu menyebabkan luka berat;

(b) dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun,
jilka karena perbuatan itu mengakibatkan matinya
orang.

J- Pasal 479i.

Barangsiapa dalam pesawat udara dengan perbuatagp ya

melawan hukum, merampas atau mempertahankan pesampa

atau menguasai pesawat udara dalam penerbangadandip
dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun.

k. Pasal 479j.
Barangsiapa dalam pesawat udara dengan kekerasan at
ancaman kekerasan dalam bentuk lainnya, merampas at
mempertahankan perampasan atau menguasai pengendali
pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengkmapi

penjara selama-lamanya 15 tahun.
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Pasal 479k.

(1) Dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana
penjara selama-lamanya 20 tahun, apabila perbuatan
dimaksud pasal 479 huruf i dan pasal 479 hurufj it
(a) dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
(b) sebagai kelanjutan permufakatan jahat;

(c) dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu;

(d) mengakibatkan luka berat seseorang;

(e) mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara
tersebut, sehingga dapat membahayakan
penerbangannya;

(H dilakukan dengan maksud untuk merampas
kemerdekaan seseorang.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseastag
hancurnya pesawat udara, dipidana dengan pidana mat
atau pidana penjara seumur hidup atau pidana enjar

selama-lamanya 20 tahun.

m. Pasal 479l.
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum rkafaku
perbuatan kekerasan terhadap seseorang didalanvgtesdara
dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membkha
keselamatan pesawat udara tersebut, dipidana degpmdana

penjara selama-lamanya 15 tahun.

n. Pasal 479m.
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum rkerusa
pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kenusdks
pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak tebaing
atau membahayakan keamanan penerbangan, dipidagande

pidana penjara selama-lamanya 15 tahun.
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0. Pasal 479n.
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum matiemp
atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawataud
dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahmen dagpat
menghancurkan pesawat udara atau menyebabkan kanusa
pesawat udara tersebut yang membuatnya tidak depzng
atau menyebabkan kerusakan pesawat udara terseimtdgpat
membahayakan keamanan dalam penerbangan, dipidagard

pidana penjara selama-lamanya 15 tahun.

p. Pasal 4790.

(1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atmanai
penjara selama-lamanya 20 tahun, apabila perbuatan
dimaksud pasal 479 huruf |, pasal 479 huruf m, piasal
479 huruf n itu:

(@) dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
(b) sebagai kelanjutan permufakatan jahat;

(c) dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu;

(d) mengakibatkan luka berat seseorang.

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya sesecatag
hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pichartia
atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjar
selama-lamanya 20 tahun.

g. Pasal 479p.
Barangsiapa memberi keterangan yang diketahuinyaalad
palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamana
pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengkamapi

penjara selama-lamanya 15 tahun.
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r. Pasal 479q.
Barangsiapa didalam pesawat udara, melakukan garbyang
dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udama dal
penerbangan, dipidana dengan pidana penjara sédamaaya 5

tahun.

s. Pasal 479r.
Barangsiapa didalam pesawat udara melakukan parbuat
perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban darnetdia di
dalam pesawat udara dalam penerbangan, dipidanganien

pidana penjara selama-lamanya 1 tahun.
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2.4. Alur Pikir Penelitian.

Gambar: 2.3
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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Sifat, Bentuk dan Jenis Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan dan tujuan sebmgaa diuraikan
sebelumnya, penelitian ini bersifat deskriptif @mglkarena hendak melihat lebih
mendalam tentang bagaimana prospeksi implemengédgiakan kriminal dalam
UU No. 1 Thn. 2009 tentang Penerbangan.

Sasaran penelitian ini adalah penelitian yang uk@n terhadap masalah
UU No. 1 Thn. 2009 tentang Penerbangan, peneraptentkan pidana yang
minim penerapan, maka pendekatannya menggunakanleksgan yuridis
normatif. Pendekatan yuridis normatif yang digumakgada awalnya
menggunakan penelitian inventarisasi hukum poggig merupakan kegiatan
pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakyerelitian sosiolegal.
Selain itu juga menggunakan penelitian terhadaereatik hukum yang dipakai
untuk menemukan pengertian-pengertian dasar daletenms hukum serta
penelitian terhadap asas-asas hukum yang akan akgonuntuk meneliti
penerapan asas-asas hukum pidana.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Sbsigal yang merupakan
penelitian interdisipliner terhadap hukum, dengaendekatan Kualitatif —
Deskriptif.

Penelitian sosiolegal adalah dengan melakukan dgiekbtual terhadap
peraturan perundang-undangan dan kebijakan secdi® Untuk menjelaskan
problematika filosofis, sosiologis dan yuridis ddrukum tertulis. Studi ini
menggunakan perkawinan antara metode penelitianrhwan metode penelitian
iImu sosial, oleh karena itu metode yang dikembangsecara interdisipliner ini

dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas.

Studi tekstual dari suatu peraturan perundanganalisdss dengan cara

mengajukan berbagai pertanyaan kritikal, sehingg@tahui spirit dari suatu
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peraturan perundangan, kepentingan dan relasi kymsg tarik menarik yang
menjadi latar belakang proses perumusannya. Haksuai pula dengan apa yang

dikatakan Sulistyowati Irianto sebagai berikut

Hukum dapat dipelajari baik dari perspektif ilmukbm atau ilmu sosial,
maupun kombinasi diantara keduanya. Studi sosiblegaupakan kajian
terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan itkumh maupun

ilmu-ilmu sosial.

Pendekatan dan analisis ilmu hukum diperlukan umtgkgetahui isi dari
legislasi, namun pendekatan ini tidak menolong neEmipemahaman
tentang bagaimana hukum bekerja dalam kenyataanigedri.

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan interdisgsli yaitu konsep dan
teori dari berbagai disiplin ilmu, dikombinasika@anddigabungkan untuk
mengkaji fenomena hukum, yang tidak terisolasi daynteks-konteks

sosial, politik, ekonomi, maupun budaya, dimanaumuktu berada.

3.2. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukangdencara penelitian

perpustakaan dan penelitian lapangan, sebagainieraukakan dibawah ini:
1. Penelitian Kepustakaan.

Penelitian kepustakaan dalam penelitian ini dimdkao untuk
memperoleh data sekunder dari berbagai literatog yala kaitannya
dengan penelitian ini. Sehubungan dengan hal #ta #epustakaan

yang diperoleh (data sekunder) terdiri dari:

l.a. Bahan hukum atau data primer. Ketetapan MPR, Undang
Undang, Ordonansi, Peraturan Pemerintah, Peratasiden,

" Sulistyowati Irianto dan Shidart&jetode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi,
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal. 174.
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Peraturan Menteri, Konvensi-konvensi Internasioffabtokol,

Perjanjian Internasional, dan Jurisprudensi.

1.b. Bahan hukum atau data sekunder: buku-buku, jurkatya

ilmiah, majalah, surat kabar, dan internet.

1l.c. Bahan hukum atau data tersier berupa kamus hukamuk
penerbangan, kamus-kamus bahasa, dan ensiklopedia.

Penelitian Lapangan

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitiarsefain
studi dokumen (kepustakaan) atau literatur, judakdkan penelitian
lapangan dengan wawancara kepada pejabat damsngtamenterian
Perhubungan c.q. Bagian Hukum dan Polri c.q. Bimwas PPNS

Bareskrim.

Selain menelaah bahan hukum primer maupun bahaonhuk
sekunder yang berkaitan dengan kebijakan krimig®lanjutnya
dilakukan wawancara untuk memperoleh tanggapan pémdapat
para narasumbetari ahli hukum penerbangan, pemerhati kebijakan
publik  dan perlindungan konsumen, praktisi dan pemaf

penerbangan termasuk wartawan.

Wawancara yang dilakukan adalah bersifat tidaktrigsr,
dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaamdslatu suasana
diskusi dengan narasumber, dan selama pembicaressabtit direkam
dengan suatu alat rekam. Penggunaan alat rekatentu saja telah
melalui persetujuan dan sepengetahuan para narasuSdianjutnya
inti dari wawancara (diskusi) tersebut, akan pénelangkan dalam
suatu bagian pada tulisan ini dengan bahasa ydaly tesesuaikan
dengan bahasa tulisan, namun tetap tidak mengumaggghilangkan

arti/makna asli dari perkataan narasumber.
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3.3. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dawamcara, diproses
secara identifikasi, klasifikasi, sistematis daralemms. Sesuai dengan metode
pendekatan yuridis normatif yang menekankan pati skkunder, maka strategi
atau pendekatan yang digunakan dalam menganaligaadalah metode analisa
kualitatif. Analisa kualitatif digunakan bersifaeskriptif dan perspektif, yaitu
akan berusaha memberikan data yang ada dan mgailkémudian menganalisa
masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengamr-faktor kesulitan
penerapan kebijakan kriminal dalam UU No. 1 Tah082tentang Penerbangan,
serta memberikan kontribusi berupa solusi untuk gagsi masalah-masalah

tersebut dimasa yang akan datang.

Analisis data kualitatif digunakan untuk mengansldata yang mengarah
pada kajian-kajian yang bersifat teoritis, sepedas-asas, konsepsi-konsepsi,
pandangan, doktrin hukum, dan isi kaidah hukum lmElkam konteks hukum

pidana, hukum penerbangan, maupun hukum kepolisian.

3.4. Narasumber

Agar lebih mendapat perspektif yang seobyektif nkimdgerhadap hasil
penelitian ini, dianggap perlu mengutarakan bagaartaubungan peneliti dengan
para ahli yang dijadikan sebagai narasumber. Adgpana narasumber yang

dijadikan referensi adalah sebagai berikut:

1. Mantan Kasubbag Peratun Bagian Hukum Perhubungamalghng
saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Perigan Darat
dan Perkereta-apian Kementerian Perhubungan Rl {awfulhayat,
S.H. Beliau merupakan anggota tim perumus penyusuii No. 1
Tahun 2009 tentang Penerbangan. Terhadap yangngkrgan,
peneliti mendapatkan masukan yang cukup banyak emanguuU
Penerbangan, karena beliau terlibat langsung dalproses

penyusunannya. Hubungan peneliti dengan narasusuaih cukup
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lama, sehingga narasumber sudah mengetahui bahveditpadalah
merupakan anggota Polri yang berdinas di Direktdfapolisian
Udara sebagai pilot. Namun pada setiap peneliti akuglan

wawancara, tidak menggunakan atribut seragam respalisian.

Pjs. Kabag Wassidik Biro Korwas PPNS Bareskrim iBalitu AKBP
Siti Komalasari. Beliau merupakan narasumber yarkgig kompeten
dalam memberikan masukan mengenai kegiatan koaididan
pengawasan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri #epasur PPNS
seluruh instansi pemerintahan. Peneliti mendapakayak masukan
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kegiatam dkdam perannya

sebagai korwas PPNS dalam Sistim Peradilan Pidandahesia.

Ahli Hukum Penerbangan, Mantan Kepala Bagian HukDit)en

Perhubungan Kementerian Perhubungan RI, yaitu FDof. H.K.

Martono, S.H., LLM. Beliau juga merupakan narasundigi hukum
penerbangan dalam penyusunan UU No. 1 Tahun 200&ntg
Penerbangan.  Terhadap yang bersangkutan, penelidapatkan
masukan berupa pandangan yang cukup komprehemsindadetall
mengenai UU Penerbangan. Hubungan peneliti dengaamsumber
hanya terbatas pada saat penelitian ini, sehinggasamber tidak
mengetahui bahwa peneliti adalah merupakan andggoita Namun
pada saat di tengah diskusi, narasumber akhirnga juengetahui
bahwa peneliti merupakan anggota Polri.

Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsuynie Agus
Pambagio, MEM. Sesuai bidangnya, beliau selalu u®ad
perkembangan dunia penerbangan di Indonesia. Ledaras aktif
membuat berbagai tulisan di beberapa media cetalodine tentang
berbagai kebijakan publik yang ada di Indonesialabakonteks
penerbangan, beliau amat aktif dalam mengamatiadpenerbangan
di Indonesia, sehingga kontribusi beliau sebami society cukup
diakui baik itu oleh ICAO maupun praktisi penerbandainnya di
Indonesia. Hubungan peneliti dengan narasumberahtanpatas pada
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saat penelitian ini, sehingga narasumber tidak emhgi bahwa

peneliti adalah merupakan anggota Polri.

Praktisi Penerbangan, Mantan Direktur Utama P.Tgk&sa Pura Il,
yaitu Edie Haryoto SE., MBA. Selaku mantan pejatigberusahaan
yang berkaitan langsung dengan penerbangan, pemeligharapkan
narasumber dapat memberikan pandangan yang mendalarkritis
tentang upaya penegakan hukum vyang selama ini lderja
Narasumber memberikan pandangan berdasarkan peragala
kariernya selama berkecimpung dalam industri pemggén, serta
perspektif kritis terhadap implementasi kebijakaiminal UU No. 1
Tahun 2009 tentang Penerbangan. Hubungan peneditigah
narasumber hanya terbatas pada saat penelitian sghjngga
narasumber tidak mengetahui bahwa peneliti adalarupakan
anggota Polri.

Praktisi Penerbangan, Mantan Investigator Komite sidizl
Keselamatan Transportasi (KNKT), vyaitu Dr. Ruth Han
Simatupang, S.H., M.H. Selaku mantan penyelidik eld@an
transportasi udara serta berlatar belakang peratidiukum pidana
dan keselamatan penerbangan, peneliti mengharapi&easumber
dapat memberikan pandangan yang mendalam dan keiitng
upaya penegakan hukum di bidang penerbangan ydagaeni
berjalan. Narasumber  memberikan pandangannya tgvhad
implementasi kebijakan kriminal dalam UU No. 1 Tal2009 tentang
Penerbangan yang dikaitkan dengan teori hukum pidam budaya
keselamatansgfety culture). Hubungan peneliti dengan narasumber
hanya terbatas pada saat penelitian ini, sehinggasamber tidak
mengetahui bahwa peneliti adalah merupakan andggoita Namun
pada saat di tengah diskusi, narasumber akhirnga juengetahui
bahwa peneliti merupakan anggota Polri. Kredilslitlan kompetensi
narasumber didapatkan peneliti melalui dosen peimibign Prof.
Adrianus Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D.
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7. Pengamat Penerbangan, Senior Editor (wartawan)&majangkasa
dan Kompas, yaitu Dudi Sudibyo. Sebagai wartawamoseyang
khusus mengupas masalah penerbangan, narasumbep eukkif
terlibat dalam berbagai peliputan kecelakaan pesawtara di
Indonesia, serta mengikuti perkembangan secara atendindustri
penerbangan, operator penerbangan dan juga reguN#oasumber
juga sering diundang dalam kegiatan-kegiatan iat@amal di luar
negeri, baik oleh Boeing, Airbus, ICAO maupun FAKe(eral
Aviation Association). Peneliti mengharapkan nanalser dapat
memberikan pandangan yang mendalam dan kritis rigntgpaya
penegakan hukum di bidang penerbangan yang selaintzerjalan.
Sebagai seorang pengamat penerbangan yang tidaklikneatar
belakang pendidikan formil khusus di bidang hukunmaupun
penerbangan, peneliti hanya ingin mendapatkampektis yang lain
terhadap kebijakan kriminal dalam UU No. 1 Tahurd2Q@entang
Penerbangan, yang juga dikaitkan dengan pengetahaic@sumber
tentang peraturan penerbangan di negara lain. Haourpeneliti
dengan narasumber hanya terbatas pada saat @emnehti Pada
awalnya narasumber tidak mengetahui bahwa penelitalah
merupakan anggota Polri, namun karena suatu digkngy mendalam
akhirnya narasumber mengetahui bahwa peneliti nadarp anggota
Polri.

Dari ketujuh narasumber ini, peneliti mencoba meynbha kedalam 2
(dua) kategori, yaitu: narasumber terikat untukasamber dari Kementerian
Perhubungan RI dan Polri; sedangkan narasumbek tatikat (bebas) adalah
narasumber diluar institusi pemerintahan, yang ketemp memberikan pandangan
profesionalnya (narasumber 3 s/d 7).
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BAB 4

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
DALAM UU NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Dalam menguraikan isi Bab IV ini, peneliti akan majkan hasil
penelurusan kepustakaan (studi dokumen) serta hasiancara yang didapat
peneliti melalui narasumber terikat (Israfulhay@t.), sehingga keseluruhan isi
bab IV ini dapat dikategorikan sebagai sebuah saj&ta yang selanjutnya akan

dianalisis.

4.1. Lahirnya UU No. 1 Thn. 2009 tentang Penerbanga

Sesuai Keputusan Rapat Kerja Komisi V DPR-RI denddanteri
Perhubungan RI pada tanggal 4 Juni 2008, telah metmk Panitia Kerja
(PANJA) yang membahas RUU tentang Penerbangan, yaegadi usulan
pemerintah. Tim Panja ini beranggotakan 29 orammgyterdiri dari 5 orang

pimpinan dan 24 orang anggota komisi, yaitu:

1. DRS. H. AKHMAD MUQOWAM/ KETUA FPP

2.  H. HARDISOESILO/ WK. KETUA FPG

3. DRS. YOSEPH UMAR HADI, MSI/ WK. KETUA FPDIP

4. IR. TAUFIK KURNIAWAN, MM/ WK. KETUA FPAN

5.  DR. H. TAUFIKURRAHMAN SALEH, MSI/ WK. FKB

KETUA

6. DRS. H. DARUL SISKA FPG

7. DRS. H. RISWAN TONY DK FPG

8. JOSEF A. NAE SOl FPG

9. DRS. ELDIE SUWANDIE FPG

10. DRS. EC. H. SOEKOTJO SAID FPG

11. NUSYIRWAN SOEJONO FPDIP
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12. ENDANG KARMAN SASTRAPRAWIRA FPDIP
13. IR. H. RENDHI A. LAMADJIDO, MBA FPDIP
14. H. ANWAR FATTA FPDIP
15. H. MUDAHIR FPDIP
16. H. SYAHRIAL AGAMAS, SH FPP
17. KH. ISMAIL MUZAKKI FPP
18. IR. H. HUSEIN ABDUL AZIZ, MT FPD
19. IR. H. ROESTANTO WAHIDI D, MM FPD
20. NY.ETHA BULO FPD
21. IR. AFNI AHMAD FPAN
22. IR. ABDUL HADI DJAMAL FPAN
23. H. ALI MUBARAK, AMD. PAR FKB
24. M. HASYIM KARIM, SH FKB
25. IR. ABDUL HAKIM, MM FPKS
26. H. AHMAD CHUDORI, ST FPKS
27. IR. EDDY WAHYUDIN, MBA FBPD
28. BURSAH ZARNUBI, SE FPBR
29. JEFFEREY JOHANES MASSIE FPDS

Dalam laporan Tim Panja kepada Panitia Khusus KioMisDPR-RI
mengenai pembahasan RUU Penerbangan yang disampaiida Ketua Panja
Drs. Yoseph Umar Hadi, M.Si. pada tanggal 16 Des#8b08. Dikatakan bahwa
Tim Panja Rancangan Undang-undang tentang Penenbatgigugaskan untuk
membahas secara mendalam terhadap materi muatantétitithg Penerbangan
yang belum disepakati oleh RAKER. Namun dalam peb@gannya, proses
pembahasan atas 294 DIM (Daftar Inventarisasi Ma3alang disampaikan oleh
fraksi-fraksi, dan pembahasan yang telah dilakykata RUU Penerbangan ini,
telah menghasilkan perbaikan dan penyempurnaan padkah awal RUU
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Penerbangan, dari 14 Bab dan 102 pasal menjadia®4 &an 466 pasal. Panja
dalam melaksanakan tugasnya, selama kurun wakinisd 16 Desember 2008
atau selama kurang lebih 6 (enam) bulan telah rokéak rapat sebanyak 11

(sebelas) kali.

Hal yang menarik dari kegiatan penyusunan rancabigami adalah kurun
waktu yang terbilang cukup singkat. Hanya dibutuhkeaktu lebih kurang 6
(enam) bulan bagi sebuah undang-undang yang BdriBab dan 466 Pasal untuk
diselesaikan. Padahal berdasarkan teori keberlakihisecara sosiologis, suatu
undang-undang dianggap berlaku didasarkan padari&rityaitu: (i) kriteria
pengakuan; (i) kriteria_penerimaan; dan (iii) &ria faktisitas hukuff, dan hal

ini tentu membutuhkan waktu yang cukup panjangrdat@erumuskan suatu UU.

Kriteria pengakuan adalah menyangkut sejauh mabgekuhukum yang
diatur memang mengakui keberadaan dan daya ik&a &ewajibannya untuk
menundukan diri terhadap norma hukum yang bersaagku

Kriteria penerimaan pada pokoknya berkenaan dengasadaran
masyarakat yang bersangkutan untuk menerima dayaestya-pikat, dan daya-
paksa norma hukum tersebut baginya. Sedangkarri&rketiga yaitu faktisitas
hukum menekankan pada kenyataan faktual, yaitwlisejana norma hukum itu
sendiri memang sungguh-sungguh berlaku efektif ndalkehidupan nyata
masyarakat. Meskipun suatu norma hukum secaraguadnal memang berlaku,
diakui dan diterima masyarakat sebagai sesuatu yamang adaekist) dan
berlaku yalid), tetapi dalam kenyataan prakteknya sama sekddik tiefektif,
berarti dalam faktanya norma hukum itu tidak barlak

4.2. Pembahasan dan Analisis Pasal-Pasal KeteRidana dan Penyidikan
Sebelum membahas tentang pasal-pasal ketentuanapt#an penyidikan,

ada baiknya peneliti menjabarkan prinsip-prinsipng/adigunakan dalam

penyusunan pasal-pasal ketentuan pidana ini sebagai yang diutarakan

Israfulhayat, yaitu:

2 Jimly Asshiddigie Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006), hal. 243-
244,
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pidana akan disusun menkasudengan

Sanksi pidana bersifat alternatif atau kumulatiftefaatif adalah

kumulatif adalah kejahatan);

nimal 3 (tiga) bulan daanatkiekuivalenkan

Prinsip pidana maksimum (merupakan kejahatan);

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian dibudnagbentuk

Tindak pidana karena kelalaian yang mengakibatlesndakan dibuat

na penjara maksimum 1Giahu

kelalaian mengakibatkan kematatau

kerugian dengan pidana penjara maksimum 10 tahun;

1. Bab mengenai ketentuan
batang tubuh;
2.
pelanggaran, sedangkan
3.  Sanksi pidana penjara mi
dengan 50 juta;
4.
5.
sanksi pidana penjara maksimum 15 tahun;
6.
dalam bentuk sanksi pida
7. Tindak pidana karena
8. Pidana bersifat pembulatan.

Berikut pembahasan pasal-pasal ketentuan pidanpefgimdikan UU No. 1

Tahun 2009 tentang Penerbangan yang diuraikan dagamok tabel:

NO. |PASAL URAIAN PASAL PEMBAHASAN
KETENTUAN PIDANA
1. | 401 | Setiap orang yang Norma hukum yang dilanggar adalah:
mengoperasikan pesawat udara

Indonesia atau pesawat ud:
asing yang memasuki kawas
udara terlarang sebagaima
dimaksud dalam Pasal 7 ay
(2) dipidana dengan pidar
penjara paling lama 8 (delapa
tahundan denda paling banya
Rp. 500.000.000,00 (lima ratt
juta rupiah).

ara Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:
aResawat udara Indonesia atau pesawat U
nasing dilarang terbang melalui kawasan ud
aerlarang.
na

nPenjelasan:

dari setiap negara berdaulat untuk meng
penggunaan wilayah udaranya, dalam ran
keselamatan masyarakat luas, keselam

penerbangan, perekonomian nasio
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lingkungan hidup, an
keamanan.

Yang dimaksud dengan ‘“kawasan udara
terlarang (prohibited area)” adalah kawasan
udara dengan pembatasan yang bersifat
permanen dan menyeluruh bagi semua
pesawat udara.

Pembatasan hanya dapat ditetapkan di dalam
wilayah udara Indonesia, sebagai contoh

instalasi nuklir atau istana Presiden.

serta pertahanan

Sanksi pidana dalam pasal 401 bersifat
kumulatif, sehingga perbuatan ini
dikategorikan sebagai tindak kejahatan.

untuk

ni

402 | Setiap orang yang Norma hukum yang dilanggar adalah:

mengoperasikan pesawat udara

Indonesia atau pesawat udara Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi:

asing yang memasuki kawasgidawasan udara terbatas sebagaimana

udara terbatas sebagaimamimaksud pada ayat (1) hanya dapat

dimaksud dalam Pasal 7 ayatigunakan untuk penerbangan pesawat ugdara

(4) dipidana dengan pidanaegara.

penjara paling lama 3 (tiga)

tahun atau denda paling Penjelasan:

banyak Rp. 500.000.000,00ang dimaksud dengan “kawasan udgara

(lima ratus juta rupiah). terbatas (restricted area)” adalah kawasan
udara dengan pembatasan bersifat tidak tetap
dan hanya dapat digunakan untuk operasi
penerbangan tertentu (pesawat udara TNI).
Pada waktu tidak digunakan (tidak akitif),
kawasan ini dapat digunakan
penerbangan sipil. Pembatasan dapat berupa
pembatasan ketinggian dan hanya dapat
ditetapkan di dalam wilayah udara Indonesia,
misalnya instalasi atau kawasan militer.
Sanksi pidana dalam pasal 402 bersifat
alternatif, sehingga perbuatan [
dikategorikan sebagai tindak pelanggaran.

403 | Setiap orang yang melakukan Norma hukum yang dilanggar adalah:

kegiatan produksi dan/atg
perakitan pesawat udara, me
pesawat udara, dan/atau balir
baling pesawat terbang vyat
tidak memiliki sertifikat
produksi sebagaiman
dimaksud dalam Pasal 19 ay
(1) dipidana dengan pidar
penjara paling lama 3 (tiga

AU
5iNn Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi:
igetiap  badan hukum Indonesia yang
ngnelakukan  kegiatan  produksi  dan/atau
perakitan pesawat udara, mesin pesgwat
audara, dan/atau baling-baling pesawat terbang
atajib memiliki sertifikat produksi.
na

)Sanksi

pidana dalam pasal 403 bersifat
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tahun atau denda paling
banyak Rp. 500.000.000,
(lima ratus juta rupiah).

alternatif, sehingga perbuatan
Ddikategorikan sebagai tindak pelanggaran.

ni

404 | Setiap orang yang Norma hukum yang dilanggar adalah:
mengoperasikan pesawat udara
yang tidak mempunyai tanda Pasal 24 yang berbunyi:
pendaftaran sebagaimap8etiap pesawat udara yang dioperasikan di
dimaksud dalam Pasal 24ndonesia  wajib mempunyai tanda
dipidana dengan pidangendaftaran.
penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau denda paling Penjelasan:
banyak Rp. 1.000.000.000,00anda pendaftaran dapat berupa tanda
(satu miliar rupiah). pendaftaran Indonesia atau tanda pendaftaran
asing.
Sanksi pidana dalam pasal 404 bersifat
alternatif, sehingga perbuatan ni
dikategorikan sebagai tindak pelanggaran.
405 | Setiap orang yang memberikan Norma hukum yang dilanggar adalah:
tanda-tanda atau mengubah
identitas pendaftaran Pasal 28 yang berbunyi:
sedemikian rupa sehinggdl) Setiap orang dilarang memberikan tanda-
mengaburkan tandatanda atau mengubah identitas pendaftaran
pendaftaran, kebangsaan, daedemikian rupa sehingga mengaburkan tanda
bendera pada pesawat udapendaftaran, kebangsaan, dan bendera pada
sebagaimana dimaksud dalampesawat udara.
Pasal 28 dipidana dengan
pidana penjara paling lam#2) Setiap orang yang mengaburkan identitas
1 (satu) tahun atau | tanda pendaftaran dan kebangsaan
denda paling banyaksebagaimana dimaksud pada ayat |(1)
Rp. 250.000.000,00 (dua ratudikenakan sanksi administratif berupa:
lima puluh juta rupiah). a. peringatan; dan/atau
b. pencabutan sertifikat.
Sanksi pidana dalam pasal 405 bersifat
alternatif, sehingga perbuatan ni
dikategorikan sebagai tindak pelanggaran.
406 | (1) Setiap orang vyang Norma hukum yang dilanggar adalah:
mengoperasikan pesawat udara
yang tidak memenuhi standar Pasal 34 yang berbunyi:
kelaikudaraan sebagaimapél) Setiap pesawat udara yang dioperasikan
dimaksud dalam Pasal 34vajib memenuhi standar kelaikudaraan.
dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga2) Pesawat udara yang telah memenuhi
tahun atau denda paling standar kelaikudaraan sebagaimana dimaksud
banyak Rp. 1.500.000.000,0@ada ayat (1) diberi sertifikat kelaikudargan
(satu miliar lima ratus jutasetelah lulus pemeriksaan dan pengujian

rupiah).

kelaikudaraan.
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Sanksi pidana dalam pasal 406 (1) bersifat
alternatif, sehingga perbuatan ni
dikategorikan sebagai tindak pelanggaran.

(2) Jika perbuatan sebagaimartsanksi pidana dalam pasal 406 (2) bersifat

dimaksud pada ayat (1lalternatif, sehingga perbuatan ni

menimbulkan kerugian hartadikategorikan sebagai tindak pelanggaran.

benda dipidana dengan pidana

penjara paling lama 4 (empat)

tahun atau denda palin

banyak Rp. 2.000.000.000,00

(dua miliar rupiah).

(3) Jika perbuatan sebagaimartdanksi pidana dalam pasal 406 (3) bersifat

dimaksud pada ayat (1kumulatif, sehingga perbuatan ini

mengakibatkan kematiardikategorikan sebagai tindak kejahatan.

seseorang dan kerugian harta

benda, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan  denda

paling banyak

Rp. 2.500.000.000,00 (dua

miliar lima ratus juta rupiah).

407 | Setiap orang yang Norma hukum yang dilanggar adalah:

mengoperasikan pesawat udara

yang tidak memiliki sertifikal Pasal 41 ayat (2) yang berbunyi:

operator pesawat udaré&ertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat

sebagaimana dimaksud dalaifl) terdiri atas:

Pasal 41 ayat (2) huruf [&a. sertifikat operator pesawat udafair

dipidana dengan pidanaoperator certificate), yang diberikan kepada

penjara paling lama 2 (duapadan hukum Indonesia yang mengoperasjkan

tahun atau denda paling pesawat udara sipil untuk angkutan udara

banyak Rp. 2.500.000.000,0@iaga.

(dua miliar lima ratus juta

rupiah). Sanksi pidana dalam pasal 407 bersifat
alternatif, sehingga perbuatan ni
dikategorikan sebagai tindak pelanggaran.

408 | Setiap orang yang Norma hukum yang dilanggar adalah:

mengoperasikan pesawat ud
yang tidak memiliki sertifikat
pengoperasian pesawat ud
sebagaimana dimaksud dala
Pasal 41 ayat (2) huruf
dipidana dengan pidarn
penjara paling lama 1 (sat
tahun atau denda paling
banyak Rp. 500.000.000,

ara
Pasal 41 ayat (2) yang berbunyi:

arfl) terdiri atas:

doperating certificate), yang diberikan kepad
uprang atau badan hukum Indonesia y

afpertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat

b. sertifikat pengoperasian pesawat udara

a
ang

mengoperasikan pesawat udara sipil untuk

D@ngkutan udara bukan niaga.
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(lima ratus juta rupiah).

Sanksi pidana dalam pasal 408 bersifat
alternatif, sehingga perbuatan ni
dikategorikan sebagai tindak pelanggaran.

9.| 409 | Setiap orang selain yang Norma hukum yang dilanggar adalah:
ditentukan dalam Pasal 47 ayat

(1) yang melakukan perawatan 47 ayat (1) yang berbunyi:

pesawat udara, mesin pesayw&erawatan pesawat udara, mesin pesawat

udara, baling-baling pesawautidara, baling-baling pesawat terbang dan

terbang dan komponenny&omponennya sebagaimana dimaksud dalam
dipidana dengan pidan&Pasal 46 hanya dapat dilakukan oleh:

penjara paling lama 1 (satup. perusahaan angkutan udara yang telah

tahun atau denda paling memiliki

banyak Rp. 200.000.000,08ertifikat operator pesawat udara;

(dua ratus juta rupiah). b. badan hukum organisasi perawatan pesawat
udara yang telah memiliki sertifikat organisasi
perawatan  pesawat udara apjfroved
mai ntenance organization); atau
c. personel ahli perawatan pesawat udara yang
telah memiliki lisensi ahli perawatan pesawat
udara(aircraft maintenance engineer license).
Penjelasan:

Perseorangan pemegang sertifikat  ahli
perawatan pesawat udara yang dimaksud
dalam ketentuan ini hanya dapat melakukan
perawatan pesawat udara untuk perusahaan
angkutan udara bukan niaga yang
berkapasitas penumpang kurang dari| 9
(sembilan) orang.
Sanksi pidana dalam pasal 409 bersifat
alternatif, sehingga perbuatan ni
dikategorikan sebagai tindak pelanggaran.

10.| 410 | Setiap orang yang Norma hukum yang dilanggar adalah:

mengoperasikan pesawat ud
sipil Indonesia atau asing yat
tiba di atau berangkat da
Indonesia dan  melakuka
pendaratan dan/atau tingg

ara
ng Pasal 52 yang berbunyi:
r(1) Setiap pesawat udara sipil Indonesia atau
rasing yang tiba di atau berangkat dari

dhdonesia hanya dapat mendarat atau lepas

landas dari bandar udara yangndas dari bandar udara yang ditetapkan

tidak sesuai dengan ketentu
dalam Pasal 52 dipidan

amntuk itu.
a

dengan pidana penjara 1 (sat?) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada

tahun atau denda
Rp. 500.000.000,00 (lima ratt
juta rupiah).

ayat (1) tidak berlaku dalam keadaan darurat.
IS
(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat |[(1)
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dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan;

b. pembekuan sertifikat; dan/atau

C. pencabutan sertifikat.

Penjelasan:
Yang dimaksud dengan “keadaan darur

at

adalah suatu keadaan yang memaksa sehingga
harus dilakukan pendaratan di luar bandar
udara yang telah ditetapkan, misalnya karena
terjadi kerusakan mesin, kehabisan bahan

bakar,
pembajakan, teroris yang
membahayakan keselamatan
apabila penerbangan tetap dilanjutkan.

dag

Sanksi pidana dalam pasal 410 bers
alternatif, sehingga perbuatan
dikategorikan sebagai tindak pelanggaran.

11.

411

Setiap orangdengan sengaja
menerbangkan

atal
mengoperasikan pesawat udara

Norma hukum yvang dilanggar adalah:

u
Pasal 53 yang berbunyi:

cuaca buruk, ancaman bom, atau

at

penerbamngan

ifat
ni

yang membahayakan(1l) Setiap orang dilarang menerbangkan atau
keselamatan pesawat udarajengoperasikan pesawat udara yang
penumpang dan barangdapat membahayakan keselamatan pesawat
dan/atau penduduk atawdara, penumpang dan barang, dan/atau
merugikan harta benda miljkpenduduk atau mengganggu keamanan |dan
orang lain sebagaiman&etertiban umum atau merugikan harta benda
dimaksud dalam Pasal 53nilik orang lain.

dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua)2) Setiap orang yang melanggar ketentuan
tahun dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat |(1)
paling banyak dikenakan sanksi administratif berupa:

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus. pembekuan sertifikat; dan/atau

juta rupiah).

b. pencabutan sertifikat.

Penjelasan:

Kegiatan yang membahayakan keselamatan

pesawat udara tersebut antara lain terban

g di

luar jalur yang ditentukan, terbang tidak
membawa peralatan keselamatan, dan terlbang

di atas kawasan udara terlarang.

Sanksi pidana dalam pasal 411 bers
kumulatif, sehingga perbuatan [
dikategorikan sebagai tindak kejahatan. Se
itu, adanya unsurdengan sengaja juga

ifat
Il
lain

mencirikan bahwa pasal ini dikualifikasikan
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sebagai tindak kejahatan.

12.

412

dala
selan

(1) Setiap orang di
pesawat udara
penerbangan melakuke
perbuatan yang dap
membahayakan keamanan d
keselamatan
sebagaimana dimaksud dalz
Pasal 54 huruf a dipidan
dengan pidana penjara pali
lama 2 (dua) tahunatau
denda paling banyak
Rp. 500.000.000,00 (lima raty
juta rupiah).

(2) Setiap orang di dalatf
pesawat udara selan
penerbangan melakukg
perbuatan yang melanggar ta
tertib  dalam
sebagaimana dimaksud dalg
Pasal 54 huruf b dipidan
dengan pidana penjara pali
lama 1 (satu) tahuatau dendal
paling banyak
Rp. 100.000.000,00 (serat
juta rupiah).

(3) Setiap orang di dalatf
pesawat udara selan
penerbangan mengambil at
merusak peralatan pesaw
udara yang membahayak
keselamatan, sebagaima
dimaksud dalam Pasal 54 hut
c dipidana dengan pidar
penjara paling lama 2 (du
tahun atau denda
paling banyak
Rp. 200.000.000,00 (dua rat
juta rupiah).

(4) Setiap orang di dalatf
pesawat udara selan
penerbangan menggang
ketenteraman, sebagaima
dimaksud dalam Pasal 54 hut

m  Norma hukum yang dilanggar adalah:
na

AN Pasal 54 yang berbunyi:

aSetiap orang di dalam pesawat udara sel
grenerbangan dilarang melakukan:

akeamanan dan keselamatan penerbangan;
a

alternatif, sehingga perbuatan
dikategorikan sebagai tindak pelanggaran.
IS

na

@l ternatif, sehingga perbuatan

penerbangandikategorikan sebagai tindak pelanggaran.

Am
a

ng

mc. pengambilan atau pengrusakan peral

me. perbuatan yang mengganggu ketenteran
na

g8anksi pidana dalam pasal 412 (4) bers
naternatif, sehingga perbuatan
ufikategorikan sebagai tindak pelanggaran.

e dipidana dengan pidai

na

ama

penerbangaa. perbuatan yang dapat membahayakan

nanksi pidana dalam pasal 412 (1) bersifat

ni

mb. pelanggaran tata tertib dalam penerbangan;

wrSanksi pidana dalam pasal 412 (2) bersifat

ni

atan

ifat
ni

\pesawat udara yang dapat membahayakan
akeselamatan;

at

aganksi pidana dalam pasal 412 (3) bers
naternatif, sehingga perbuatan
ufikategorikan sebagai tindak pelanggaran.

na

)

nan;

ifat
ni
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penjara paling lama 1 (sat
tahun atau denda]
paling banyak
Rp. 100.000.000,00 (serat
juta rupiah).

(5) Setiap orang di dalat
pesawat udara selan
penerbangan mengoperasik
peralatan elektronika yan
mengganggu naviga
penerbangan, sebagaima
dimaksud dalam Pasal 54 hui
f dipidana dengan pidan
penjara paling lama 2 (du
tahun atau denda
paling banyak
Rp. 200.000.000,00 (dua rat
juta rupiah).

(6) Dalam hal tindak pidan

sebagaimana dimaksud padeumulatif,

ayat (1), ayat (2), ayat (3), ay
(4) atau ayat 5
mengakibatkan kerusakan at
kecelakaan pesawat  ds
kerugian harta benda dipida
dengan pidana penjara pali
lama 5 (lima) tahun dan

denda paling
Rp. 2.500.000.000,00 (du
miliar lima ratus juta rupiah).

(7) Dalam hal tindak pidan

banyal

mf. pengoperasian peralatan elektronika vy
nanengganggu navigasi penerbangan.

an

dSanksi pidana dalam pasal 412 (5) bers
sialternatif, sehingga perbuatan
ndikategorikan sebagai tindak pelanggaran.
uf

a

)

aSanksi pidana dalam pasal 412 (6) bers
sehingga perbuatan i
atlikategorikan sebagai tindak kejahatan.

5

a

aSanksi pidana dalam pasal 412 (7) bers

sebagaimana dimaksud padeumulatif maksimal, sehingga perbuatan

ayat (1), ayat (2), ayat (3), ay|
4), atau ayat (5
mengakibatkan cacat tetap at
matinya orang dipidana deng
pidana penjara paling lanb
(lima belas) tahun.

atlikategorikan sebagai tindak kejahatan.

au
AN

Ang

ifat
ni

ifat

ifat
ini

13.

413

(1) Setiap personel pesav
udara yang melakuka
tugasnya tanpa  memilik
sertifikat  kompetensi
lisensi sebagaimana dimaks
dalam Pasal 58 ayat (
dipidana dengan pidan

vat Norma hukum yang dilanggar adalah:
n

i Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi:

atauSetiap personel pesawat udara wajib mem

ulisensi atau sertifikat kompetensi.

L)

liki

&Penjelasan:
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penjara paling lama 1 (sat
tahun atau denda paling
banyak Rp. 200.000.000,(
(dua ratus juta rupiah).

uPersonel pesawat udara meliputi persc

nel

operasi pesawat udara, personel penunjang

perasi pesawat udara, dan persq
perawatan pesawat udara.

Personel operasi pesawat udara meliputi:
a. penerbang; dan

b. juru mesin pesawat udara.

Personel penunjang operasi pesawat u

meliputi:

nel

dara

a. personel penunjang operasi penerbangan;

dan
b. personel kabin.
Personel perawatan pesawat udara,

personel yang telah memiliki lisensi a
perawatan pesawat udara.

Sanksi pidana dalam pasal 413 (1) bers
alternatif, sehingga perbuatan
dikategorikan sebagai tindak pelanggaran.

aitu
alll

ifat
ni

(2) Dalam hal perbuatanSanksi pidana dalam pasal 413 (2) bersifat
sebagaimana dimaksud padeumulatif, sehingga perbuatan ini
ayat Q) mengakibatkandikategorikan sebagai tindak kejahatan.
matinya  orang, dipidan
dengan pidana penjara paling
lama 15 (lima belas) tahutan
denda paling banyak
Rp. 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

14.| 414 | Setiap orang yang  Norma hukum yang dilanggar adalah:
mengoperasikan pesawat udara
asing di wilayah Negarg Pasal 63 ayat (2) yang berbunyi:
Kesatuan Republik Indonesjdalam keadaan tertentu dan dalam waktu
tanpa izin Menter| terbatas pesawat udara asing dapat
sebagaimana dimaksud dalamioperasikan setelah mendapat izin dari

Pasal 63 ayat (2) dipidarn
dengan pidana penjara pali

dVenteri.
g

lama 5 (lima) tahun atau | Penjelasan:
denda paling banyakYang dimaksud dengan “keadaan tertentu”
Rp. 2.000.000.000,00 (duaadalah:

miliar rupiah).

a. tidak tersedianya kapasitas pesawat u
di Indonesia;

b. tidak tersedianya jenis atau kemamp
pesawat udara Indonesia untuk melaku
kegiatan angkutan udara;

c. bencana alam; dan/atau

d. bantuan kemanusiaan.

dara

uan
kan
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terbatas” adalah  waktu
pesawat udara asing dibatasi sampai d
ditanggulanginya keadaan tertentu o
pesawat udara Indonesia.

Sanksi pidana dalam pasal
alternatif, sehingga perbuatan
dikategorikan sebagai tindak pelanggaran.

Yang dimaksud dengan “dalam waktu yang
pengoperasian

apat
eh

414 Dbersifat

ni

15.| 415 | Setiap orang yang Norma hukum yang dilanggar adalah:
mengoperasikan pesawat udara
sipil asing yang dioperasikan (i Pasal 63 ayat (4) yang berbunyi:
wilayah  Negara KesatugrPesawat udara sipil asing yang akan
Republik Indonesia yang tidakdioperasikan sebagaimana dimaksud pada
memenuhi persyaratgrayat (1) dan ayat (2) harus memenphi
kelaikudaraan sebagaimappersyaratan kelaikudaraan.
dimaksud dalam Pasal 63 ayat
(4) dipidana dengan pidand&enjelasan:
penjara paling lama 5 (lima)Yang dimaksud “persyaratan kelaikudaraan”
tahun atau denda paling adalah sesuai dengan ketentuan nasional dan
banyak Rp. 2.000.000.000,0@ternasional.
(dua miliar rupiah).
Sanksi pidana dalam pasal 415 bersifat
alternatif, sehingga perbuatan ni
dikategorikan sebagai tindak pelanggaran.
16.| 416 | Setiap orang yang melakukan Norma hukum yang dilanggar adalah:
kegiatan angkutan udara niaga
dalam negeri tanpa izin usaha Pasal 84 yang berbunyi:
angkutan udara niagaAngkutan udara niaga dalam negeri hanya
sebagaimana dimaksud dalamiapat dilakukan oleh badan usaha angkutan
Pasal 84 dipidana dengamdara nasional yang telah mendapat |zin
pidana penjara paling lama |lisaha angkutan udara niaga.
(satu) tahuratau denda paling
banyak Rp. 500.000.000,0Banksi pidana dalam pasal 416 bergifat
(lima ratus juta rupiah). alternatif, sehingga perbuatan ni
dikategorikan sebagai tindak pelanggaran.
17.| 417 | Setiap orang yang melakukan Norma hukum yang dilanggar adalah:
kegiatan angkutan udara niaga
berjadwal dalam negeri tanpa Pasal 85 ayat (1) yang berbunyi:
izin usaha angkutan udar&ngkutan udara niaga berjadwal dalam negeri
niaga berjadwal sebagaimanhanya dapat dilakukan oleh badan usgha
dimaksud dalam Pasal 85 ayatngkutan udara nasional yang telah mendgapat
(1) dipidana dengan pidanazin usaha angkutan udara niaga berjadwal,
penjara paling lama 1 (satu)
tahun atau denda paling Sanksi pidana dalam pasal 417 bersifat
banyak Rp. 500.000.000,0@lternatif, sehingga perbuatan ni
(lima ratus juta rupiah). dikategorikan sebagai tindak pelanggaran.
18.| 418 | Setiap orang yang melakukan Norma hukum ydaggtjar adalah:
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kegiatan angkutan udara niaga

tidak berjadwal luar nege
tanpa persetujuan terbang d
Menteri sebagaiman
dimaksud dalam Pasal 93 ay
(1) dipidana dengan pidar
penjara paling lama 1 (sat
tahun atau denda paling
banyak Rp. 200.000.000,(
(dua ratus juta rupiah).

ri Pasal 93 ayat (1) yang berbunyi:
aKegiatan angkutan udara niaga tid
diadan usaha angkutan udara niaga nas
1@vajib mendapatkan persetujuan terbang

UMenteri.

Banksi pidana dalam pasal 418 bers
alternatif, sehingga perbuatan
dikategorikan sebagai tindak pelanggaran.

19.

419

(1) Setiap orang vyarn
melakukan pengangkuta
barang khusus dan berbaha
yang tidak memenul
persyaratan keselamatan d
keamanan penerbang
sebagaimana dimaksud dalg
Pasal 136 ayat (1) dipidar
dengan pidana penjara pali
lama 2 (dua) tahunatau
denda paling

juta rupiah).

banyak
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus

g  Norma hukum yang dilanggar adalah:
1

\ya  Pasal 136 ayat (1) yang berbunyi:
iPengangkutan barang khusus dan berba
amajib memenuhi persyaratan keselamatan
akeamanan penerbangan.

Am

1&anksi pidana dalam pasal 419 (1) bers
hglternatif, sehingga perbuatan
dikategorikan sebagai tindak pelanggaran.

Dalam hal

(2)

perbuat

sebagaimana dimaksud padeumulatif maksimal, sehingga perbuatan
mengakibatkandikategorikan sebagai tindak kejahatan.

ayat (@8]

matinya  orang, dipidan
dengan pidana penjara pali
lamal5 (lima belas) tahun.

nSanksi pidana dalam pasal 419 (2) bers

ng

ak

aberjadwal luar negeri yang dilakukan oleh

onal
dari

ifat
ni
haya

dan

ifat
ni

ifat
ini

20.

420

Pemilik, agen ekspedisi muatan Norma hukum yang dilanggar adalah:
pengirim,
badan usaha bandar udara, unit

pesawat udara,
penyelenggara bandar ud
badan usaha pergudangan,

niaga
ketentuan
barang
berbahaya

yang

khusus

melanggamenyampaikan
pengangkutarpengelola pergudangan dan/atau badan u
dan/ataangkutan udara sebelum dimuat ke da
sebagaimappesawat udara.
dimaksud dalam Pasal 138 ayat

Pasal 138 ayat (1) yang berbunyi:
r&emilik, agen ekspedisi muatan pesa

wat

tadara, atau pengirim yang menyerahkan
badan usaha angkutan udatzarang khusus dan/atau berbahaya wajib

pemberitahuan

kepada

saha
am

(1) atau ayat (2) dipidanaSanksi pidana dalam pasal 420 bersifat

dengan pidana penjara palinglternatif,

tahunatau | dikategorikan sebagai tindak pelanggaran.
banyak

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus

lama 1 (satu)
denda paling

juta rupiah).

sehingga perbuatan

ni
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21.

421

(1) Setiap orang berada
daerah tertentu di
udara, tanpa memperoleh iz
dari otoritas bandar

Pasal
pidana penjara paling lama
(satu) tahuratau denda paling
banyak Rp. 100.000.000,(
(seratus juta rupiah).

bandar

udaréBetiap orang dilarang berada di
sebagaimana dimaksud dalatertentu di Bandar udara, membuat halan
210 dipidana dengafobstacle), dan/atau melakukan kegiatan I
Hi kawasan keselamatan operasi penerbapgan

di Norma hukum yang dilanggar adalah:

in Pasal 210 yang berbunyi:

dae

yang dapat membahayakan keselamatan

izin dari otoritas bandar udara.

lain, bangunan gedung, tumpukan tan

bersifat tetap, termasuk pepohonan

bangunan yang sebelumnya telah didirikan
Yang dimaksud dengan “kegiatan
antara lain, kegiatan bermain layang - laya

menimbulkan asap.

lain”,

rah

gan
AN

dan

(keamanan penerbangan, kecuali memperpleh

Yang dimaksud dengan “halangan”, antara

ah,

tumpukan bahan bangunan, atau benda-benda
galian, baik yang bersifat sementara maupun

dan

ng,

menggembala ternak, menggunakan frekugensi
radio, melintasi landasan, dan kegiatan yang

Sanksi pidana dalam pasal 421 (1) bersifat
alternatif, sehingga perbuatan ni
dikategorikan sebagai tindak pelanggaran.

(2) Setiap orang membuaBanksi pidana dalam pasal 421 (2) bersifat

halangan dbstacle), dan/atay kumulatif alternatif (ambigu), sehingga

melakukan kegiatan lain diperbuatan ini sulit dikategorikan sebagai syatu

kawasan keselamatan opergsndak pelanggaran atau kejahatan.

penerbangan yang

membahayakan keselamataBunyi pasal yang tidak tegas maksudnya| ini

dan keamanan penerbangaakan mengalami kendala dalam

sebagaimana dimaksud dalaqpenerapannya.

Pasal 210 dipidana dengan

pidana penjara paling lama|¥esuai lampiran penjelasan UU No. 10 Tahun

(tiga) tahun dan/atau | 2004 tentang Pembentukan Peraturan

denda paling banyakPerundang-undangan, butir ke-94

Rp. 1.000.000.000,00 (satumenerangkan bahwa:

miliar rupiah). Sehubungan adanya pembedaan antara tindak
pidana kejahatan dan tindak pidana
pelanggaran di dalam KUHP, rumusan
ketentuan pidana harus menyatakan secara
tegas apakah perbuatan yang diancam dengan

pidana itu dikualifikasikan sebag

pelanggaran atau kejahatan.

:
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22.| 422 | (1) Setiap orang dengan Norma hukum yang dilanggar adalah:
sengaja mengoperasikan
Bandar udara tanpa memenuhi Pasal 217 ayat (1) yang berbunyi:
ketentuan keselamatan dg8etiap bandar udara yang dioperasikan wajib
keamanan penerbangamemenuhi  ketentuan keselamatan dan
sebagaimana dimaksud dalakeamanan penerbangan, serta ketentuan
Pasal 217 ayat (1) dipidangelayanan jasa bandar udara.
dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan | Sanksi pidana dalam pasal 422 (1) bersifat
denda paling banyakkumulatif, sehingga perbuatan ini
Rp. 1.000.000.000,00 (satulikategorikan sebagai tindak kejahatan. Selain
miliar rupiah). itu, adanya unsurdengan sengaja juga

mencirikan bahwa pasal ini dikualifikasikan
sebagai tindak kejahatan.

(2) Dalam hal perbuatanSanksi pidana dalam pasal 422 (2) bersifat
sebagaimana dimaksud padeumulatif, sehingga perbuatan ini
ayat (1) menimbulkan kerugiardikategorikan sebagai tindak kejahatan.
harta benda seseorang,
dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda
paling banyak
Rp. 2.000.000.000,00  (dua
miliar rupiah).
(3) Dalam hal perbuatanSanksi pidana dalam pasal 422 (3) bersifat
sebagaimana dimaksud padeumulatif maksimal, sehingga perbuatan |ini
ayat (1) mengakibatkandikategorikan sebagai tindak kejahatan.
matinya  orang, dipidan
dengan pidana penjara paling
lama 15 (lima belas) tahun
dan denda paling banyak
Rp. 5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).

23.| 423 | (1) Personel bandar udara yang Norma hukum yang dilanggar adalah:
mengoperasikan dan/atau
memelihara fasilitas bandar Pasal 222 ayat (1) yang berbunyi:
udara tanpa memiliki lisensiSetiap personel bandar udara wajib memiliki
atau sertifikat kompetensiisensi atau sertifikat kompetensi.
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 222 ayat (1) dipidan&enjelasan:
dengan pidana penjara palingfang dimaksud dengan “personel bandar
lama 1 (satu) tahunatau |udara yang terkait langsung dengan
denda paling banyakpelaksanaan pengoperasian dan/atau
Rp. 200.000.000,00 (dua ratupemeliharaan fasilitas bandar udara”, antara

juta rupiah).

lain:

1) personel fasilitas teknik bandar udara;
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2) personel fasilitas elektronika bandar uda
3) personel fasilitas listrik bandar udara;
4) personel fasilitas mekanikal bandar udar

udara Appron Movement Control / AMC);

lingkungan;
7)  personel pertolongan  kecelakg
penerbangan-pemadam kebakaran (PKP-H
8) personel keamanan;

9) personel fasilitas keamanan penerban
dan

10) Personedalvage.

Sanksi pidana dalam pasal 423 (1) bers
alternatif, sehingga perbuatan
dikategorikan sebagai tindak pelanggaran.

(2) Dalam hal perbuatanSanksi pidana dalam pasal 423 (2) bers
sebagaimana dimaksud padeumulatif maksimal, sehingga perbuatan
ayat Q) mengakibatkandikategorikan sebagai tindak kejahatan.
matinya  orang, dipidan

dengan pidana penjara paling

lama 15 (lima belas) tahun

dan denda paling banyak

Rp. 1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah).

ra,

a,

5) personel pengatur pergerakan pesawat

6) personel pengelola dan pemantau

an
K);

yan;

ifat
ni

ifat
ini

24.

424

(1) Setiap orang yang tidak Norma hukum yang dilanggar adalah:
bertanggung jawab terhadap

kerugian yang diderita oleh Pasal 240 yang berbunyi:
pengguna jasa bandar udaid) Badan usaha bandar udara bertangg
dan/atau pihak ketigajawab terhadap kerugian yang diderita o

sebagaimana dimaksud dalampengguna jasa bandar udara dan/atau p
Pasal 240 ayat (1) berup&etiga yang diakibatkan oleh pengoperas
kematian atau luka fisik orangbandar udara.
yang diakibatkan ole
pengoperasian bandar udaf®2) Tanggung jawab terhadap kerug
sebagaimana dimaksud dalasebagaimana dimaksud pada ayat
Pasal 240 ayat (2) huruf ameliputi:

dipidana dengan pidana. kematian atau luka fisik orang;

penjara paling lama 15 (limab. musnah, hilang, atau rusak peralatan y
belas) tahun dan | dioperasikan; dan/atau
denda paling banyakc. dampak lingkungan di sekitar bandar ud
Rp. 2.000.000.000,00 (duaakibat pengoperasian bandar udara.
miliar rupiah).

ung
leh
ihak
ian

an

(1)

ang

ara

(3) Risiko atas tanggung jawab terhadap
kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib diasuransikan.
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(2) Setiap orang yang tidakSanksi pidana dalam pasal 424 (2) bers

bertanggung jawab terhad

kerugian yang diderita olehdikategorikan sebagai tindak kejahatan.
pengguna jasa bandar udara

dan/atau pihak ketig

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 240 ayat (1) berupa:
a. musnah, hilang, atau rus

peralatan yang dioperasikan;

dan/atau
b. dampak lingkungan di
sekitar bandar udara, yang

diakibatkan oleh pengoperasi
bandar udara
dimaksud dalam Pasal 240 ay

(2) huruf b dan huruf g,

dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10
(sepuluh) tahumnlan denda
paling banyak

Rp. 1.000.000.000, (satu mili
rupiah).

sebagaimana

Penjelasan:
Yang dimaksud dengan “pengguna jq

bandar udara” adalah setiap orang vy
menikmati pelayanan jasa bandar ud
dan/atau mempunyai ikatan kerja deng
bandar udara.

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” ada
masyarakat sekitar bandar udara

Sanksi pidana dalam pasal 424 (1) bers
kumulatif, sehingga perbuatan i
dikategorikan sebagai tindak kejahatan.

apumulatif, sehingga perbuatan i
a

ak

AN

at

Al

25.

425

Setiap orang yang Norma hukum yang dilanggar adalah:
melaksanakan kegiatan (di

bandar wudara yang tidak Pasal 241 yang berbunyi:
bertanggung jawab untykOrang perseorangan warga negara Indon

mengganti kerugian atas seti
kerusakan pada bangun

dan/atau fasilitas bandar udarantuk mengganti

diakibatkan ole

yang

kegiatannya sebagaimapbandar udara yang diakibatkan o
dimaksud dalam Pasal 24lkegiatannya.
dipidana dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga)Sanksi

agan/atau badan usaha yang melaksan
akegiatan di bandar udara bertanggung ja
kerugian atas set
nkerusakan pada bangunan dan/atau fas

Asa
ang
ara
jan

ah

ifat

esia
akan
vab
ap
litas
eh

pidana dalam pasal 425 berg

ifat

Universitas Indonesia

Implementasi kebijakan..., M. Fahrizal, Pascasarjana Ul, 2011.



103

tahundan denda paling banya
Rp. 1.000.000.000,00 (sa
miliar rupiah).

kkumulatif, sehingga perbuatan i
tulikategorikan sebagai tindak kejahatan.

ni

26.| 426 | Setiap orang yang membangun Norma hukum yang dilanggar adalah:
bandar udara khusus tanpa izin
dari Menteri sebagaimana Pasal 247 ayat (1) yang berbunyi:
dimaksud dalam Pasal 247 ayddalam rangka menunjang kegiatan tertentu,
(1) dipidana dengan pidan@emerintah, pemerintah daerah, dan/atau
penjara paling lama 3 (tigapadan hukum Indonesia dapat membangun
tahundan denda paling banyakbandar udara khusus setelah mendapat|izin
Rp. 1.000.000.000,00 (satpembangunan dari Menteri.
miliar rupiah).
Sanksi pidana dalam pasal 426 bersifat
kumulatif, sehingga perbuatan ini
dikategorikan sebagai tindak kejahatan.
27.| 427 | Setiap orang yang Norma hukum yang dilanggar adalah:
mengoperasikan bandar udara
khusus dengan  melayani Pasal 249 yang berbunyi:
penerbangan langsung daBandar udara khusus dilarang melayani
dan/atau ke luar negeri tanppenerbangan langsung dari dan/atau ke |luar
izin dari Menteri sebagaimananegeri kecuali dalam keadaan tertentu dan
dimaksud dalam Pasal 24%ersifat sementara, setelah memperoleh |izin
dipidana dengan pidanalari Menteri.
penjara paling lama 3 (tiga)
tahun atau denda paling Penjelasan:
banyak Rp. 3.000.000.000,060ang dimaksud dengan “keadaan tertentu”,
(tiga miliar rupiah). antara lain, untuk tujuamedical evacuation
dan penanganan bencana.
Sanksi pidana dalam pasal 427 bergifat
alternatif, sehingga perbuatan ni
dikategorikan sebagai tindak pelanggaran.
28.| 428 | (1) Setiap orang yang Norma hukum yang dilanggar adalah:
mengoperasikan bandar udara
khusus yang digunakan untuk Pasal 250 yang berbunyi:
kepentingan umum tanpa izjlBandar udara khusus dilarang digunakan
dari Menteri sebagaimanauntuk kepentingan umum kecuali dalam
dimaksud dalam Pasal 25@&eadaan tertentu dengan izin Menteri, ¢an
dipidana dengan pidanersifat sementara.

penjara paling lama 3 (tigd
tahun atau denda paling
banyak Rp. 3.000.000.000,
(tiga miliar rupiah).

)
Penjelasan:

D0¥ang dimaksud “keadaan tertentu” da
berupa:

a. terjadi bencana alam atau keadaan da
lainnya sehingga mengakibatkan
berfungsinya bandar udara umum; dan/ata
b. pada daerah yang bersangkutan ti
terdapat bandar udara umum dan belum

hat

rurat

tidak

U

dak
ada
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(2) Dalam hal tindak pidan
sebagaimana dimaksud p
ayat (1) mengakibatk
matinya orang dipidana deng
pidana penjara paling lanb
(lima belas) tahun dan
denda paling

belas miliar rupiah).

banyak
Rp. 15.000.000.000,00 (lima

moda transportasi yang memadai.

jangka waktu terbatas sampai diatasi

kondisi keadaan tertentu.

Sanksi pidana dalam pasal 428 (1) bers
alternatif, sehingga perbuatan
dikategorikan sebagai tindak pelanggaran.

aSanksi pidana dalam pasal 428 (2) bers
deumulatif maksimal, sehingga perbuatan
ndikategorikan sebagai tindak kejahatan.
an

29.

429

Setiap orang
menyelenggarakan
navigasi

yan
pelayan
penerbangan

tidak

g  Norma hukum yang dilanggar adalah:
an

Pasal 275 ayat (1) yang berbunyi:

Yang dimaksud “bersifat sementara” adalah

nya

ifat
ni

ifat
ini

memiliki sertifikat pelayananlLembaga penyelenggara pelayanan navigasi

navigasi

dengan pidana penjara pali
lama 5 (lima) tahun dan
denda paling
Rp. 1.000.000.000,00
miliar rupiah).

banyakSanksi
(s%lkumulatif,

navigasi
nditetapkan oleh Menteri.

pidana dalam pasal 429 bers
sehingga perbuatan i
dikategorikan sebagai tindak kejahatan.

30.

430

Q) Personel
penerbangan yang
kompetensi sebagaimat
dimaksud dalam Pasal 292 ay
(1) dipidana dengan pidar
penjara paling lama 1 (sat
tahun atau denda paling
banyak  Rp. 200.000.000,(¢
(dua ratus juta rupiah).

navigasi
tidak
memiliki lisensi atau sertifik

Norma hukum yvang dilanggar adalah:

Pasal 292 ayat (1) yang berbunyi:
n&etiap personel navigasi penerbangan w
ahemiliki lisensi atau sertifikat kompetensi.
na

uPenjelasan:

Yang dimaksud dengan “personel navig
D@enerbangan yang terkait langsung den
pelaksanaan pengoperasian
pemeliharaan fasilitas navigasi penerbang
meliputi:

yang terdiri atas:
1) pemandu lalu lintas penerbangan; dan

penerbangarpenerbangan sebagaimana dimaksud dalam
sebagaimana dimaksud dalafRasal 271 ayat (2) wajib memiliki sertifikat

Pasal 275 ayat (1) dipidangelayanan penerbangan yang

ifat
ni

ajib

asi
gan

dan/atau

an

a. personel pelayanan lalu lintas penerbangan,

2) pemandu komunikasi penerbangan.
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b. personel teknik telekomunikasi
penerbangan, yang terdiri atas:

1) teknisi komunikasi penerbangan;

2) teknisi radio navigasi penerbangan;

3) teknisi pengamatan penerbangan; dan
4) teknisi kalibrasi penerbangan.

c. personel pelayanan informasi aeronautika;
dan

d. personel perancang prosedur penerbangan
adalah personel yang bertugas antara lain:

1) merancang suatu prosedur pergergkan
pesawat udara untuk:

a) Keberangkatan standard instrument
departure). Prosedur pergerakan pesawat
udara keberangkatan adalah jalur
penerbangan tertentu dari suatu bandara,
ditandai oleh fasilitas navigasi, yang
merupakan panduan bagi penerbang.

b) Kedatangan standard instrument arrival
route). Prosedur pergerakan pesawat udara
kedatangan adalah jalur penerbangan tertentu
menuju suatu bandara, ditandai oleh fasilitas-
fasilitas navigasi, yang merupakan panduan
bagi penerbang.

c) Ancangan pendaratan ingtrument
approach procedure). Prosedur pergerakan
pesawat udara ancangan pendaratan adalah
rangkaian manuver yang ditetapkan bagi

penerbang dalam melaksanakan prosedur
ancangan  pendaratan dengan  hanya
berpedoman pada instrumen-instrumen yang
terdapat dalam cockpit serta fasilitas

komunikasi dan navigasi.
d) Terbang jelajah efQ-route). Prosedut
pergerakan pesawat udara terbang jelajah
adalah prosedur pergerakan pesawat udara
yang dimulai dari fase keberangkatan sampai
dengan awal fase kedatangan melalui suatu
jalur penerbangan dengan batas ketinggian
minimum yang ditentukamgnimum en-route
altitude).

2) Melakukan kajian aeronautika terhadap
objek halangan yang berada dalam area
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operasi penerbangan.

Sanksi pidana dalam pasal 430 (1) bers
alternatif, sehingga perbuatan
dikategorikan sebagai tindak pelanggaran.

(2) Dalam hal perbuatanSanksi pidana dalam pasal 430 (2) bers

sebagaimana dimaksud padeumulatif, sehingga perbuatan ini

ayat (1) mengakibatkandikategorikan sebagai tindak kejahatan.
matinya  orang, dipidan
dengan pidana penjara paling
lama 15 (lima belas) tahun
dan denda paling banyak
Rp. 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

31.

431

(1) Setiap orang vyang Norma hukum yang dilanggar adalah:
menggunakan frekuensi radio
penerbangan selain  untuk Pasal 306 yang berbunyi:
kegiatan penerbangan ataBetiap orang dilarang:

menggunakan frekuensi radi@. menggunakan frekuensi radio penerban
penerbangan yang secargecuali untuk penerbangan; dan

ifat
ni

ifat

gan

langsung atau tidak langsun@y. menggunakan frekuensi radio yang secara

mengganggu keselamatafangsung atau tidak langsung menggan
penerbangan sebagaimankeeselamatan penerbangan.

dimaksud dalam Pasal 306

dipidana dengan pidanegsanksi pidana dalam pasal 431 (1) bers
penjara paling lama 5 (limakumulatif, sehingga perbuatan i
tahundan denda paling banyakdikategorikan sebagai tindak kejahatan.
Rp. 100.000.000,00 (seratus

juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidanaSanksi pidana dalam pasal 431 (2) bers
sebagaimana dimaksud padeumulatif maksimal, sehingga perbuatan
ayat (2) mengakibatkandikategorikan sebagai tindak kejahatan.

matinya  orang, dipidan
dengan pidana penjara paling
lama 15 (lima belas) tahun
dan denda paling banyak
Rp. 100.000.000,00 (seratus
juta rupiah).

ggu

ifat
ni

ifat
ini

32.

432

Setiap orang vyang akan Norma hukum yang dilanggar adalah:
memasuki daerah keamanan

terbatas tanpa memiliki izin Pasal 334 ayat (1) yang berbunyi:
masuk daerah terbatas ataDrang perseorangan, kendaraan, kargo,
tiket pesawat udarppos yang akan memasuki daerah keama
sebagaimana dimaksud dalaterbatas wajib memiliki izin masuk daer

dan
Anan
ah

Pasal 334 ayat (1) dipidanderbatas atau tiket pesawat udara K
dengan pidana penjara palingenumpang pesawat udara, dan dilaku

agi
kan
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lama 1 (satu) tahunatau | pemeriksaan keamanan.
denda paling banyak
Rp. 500.000.000,00 (lima ratugenjelasan:

juta rupiah). Yang dimaksud dengan “personel ya
berkompeten di bidang keaman

memiliki lisensi.
Sanksi pidana dalam pasal 432 bers

alternatif, sehingga perbuatan
dikategorikan sebagai tindak pelanggaran.

33.

433

Setiap orang yang Norma hukum yang dilanggar adalah:
menempatkan petugas
keamanan dalam penerbangan Pasal 341 yang berbunyi:

ng
an

penerbangan” adalah personel yang telah

ifat
ni

pada pesawat udara niagBenempatan petugas keamanan dalam

berjadwal asing dari dan kepenerbangan pada pesawat udara n

laga

wilayah Republik Indonesiaberjadwal asing dari dan ke wilayah Republik

tanpa adanya perjanjiarindonesia hanya dapat dilaksanak

bilateral sebagaimanaberdasarkan perjanjian bilateral.

dimaksud dalam Pasal 341,

dipidana dengan pidanésanksi pidana dalam pasal 433 hanya be
denda paling banyakdenda, sehingga perbuatan ini dikategori
Rp. 1.000.000.000,00 (satwsebagai tindak pelanggaran.

miliar rupiah).

34.

434

Setiap orang yan Norma hukum yang dilanggar adalah:
mengoperasikan pesawat udara

kategori transpor tida Pasal 342 yang berbunyi:
memenuhi persyaratgrSetiap badan usaha angkutan udara
keamanan penerbangamengoperasikan pesawat udara kate
sebagaimana dimaksud dalatmanspor  wajib  memenuhi  persyarat
Pasal 342 sehinggskeamanan penerbangan.
mengakibatkan kecelakaan

pesawat udara dan kerugiaRenjelasan:

harta benda, dipidana dengaviang dimaksud dengan “persyarat
pidana penjara 5 (lima) tahurkeamanan penerbangan” adalah dipenuh
dan denda paling banyakpersyaratan di pesawat udara, antara lain:
Rp. 1.000.000.000,00 (satw. berupa tempat untuk meredam ba
miliar rupiah). peledak;

b. menentukan daerah bagian pesawat u
yang bisa menerima ledakan dengan ti
membahayakan kegiatan penerbangan; da
c. pintu ruang kemudi pesawat udatackpit
door) yang terbuat dari material yang tah

dari kabin pesawat udara. Kategori trans
yang dipersyaratan dalam ketentuan ini adx

an

rupa
kan

ang
gori
an

an
nya

han
dara
dak

n

an

peluru dan dengan sistem pembuka rahasia

por
alah

pesawat udara yang beratnya saat lepas la

ndas
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(MTOW) 45500 kg keatas atau yanhg
berkapasitas tempat duduk lebih dari |60
tempat duduk.
Sanksi pidana dalam pasal 434 bersifat
kumulatif, sehingga perbuatan ini
dikategorikan sebagai tindak kejahatan.
35.| 435 | Setiap orang yang masuk ke Pasal 344 huruf ¢

dalam pesawat udara, daeraBetiap orang dilarang melakukan tindakan

keamanan terbatas bandanelawan hukum &gcts of  unlawful

udara, atau wilayah fasilitagnterference) yang membahayakan

aeronautika secara tidak spkeselamatan penerbangan dan angkutan udara

sebagaimana dimaksud dalainerupa:

Pasal 344 huruf c dipidana. masuk ke dalam pesawat udara, daerah

dengan pidana penjara palingeamanan terbatas bandar udara, atau wilayah

lama 1 (satu) tahunatau | fasilitas aeronautika secara tidak sah.

denda paling banyak

Rp. 500.000.000,00 (lima ratusenjelasan:

juta rupiah). Yang dimaksud dengan “fasilitas
aeronautika”, antara lain, radar dan menara
pengatur lalu lintas penerbangan.
Sanksi pidana dalam pasal 435 bersifat
alternatif, sehingga perbuatan ni
dikategorikan sebagai tindak pelanggaran.

36. 436 | (1) Setiap orang yang Norma hukum yang dilanggar adalah:

membawa senjata, barang d
peralatan berbahaya, atau b
ke dalam pesawat udara at
bandar udara tanpa iz
sebagaimana dimaksud dala
Pasal 344 huruf d, dipidan
denganpidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun.

an
DM Pasal 344 huruf d yang berbunyi:

mMmelawan of  unlawful

anmmter fer ence)

hukum &cts
yang

berupa:

d. membawa senjata, barang dan peral
berbahaya, atau bom ke dalam pesawat u
atau bandar udara tanpa izin.

Sanksi pidana dalam pasal 436 (1) ber
pidana penjara, sehingga perbuatan
dikategorikan sebagai tindak kejahatan.

(2) Dalam hal tindak pidan

sebagaimana dimaksud padaidana penjara,
mengakibatkandikategorikan sebagai tindak kejahatan.

ayat

(1)

aSanksi pidana dalam pasal 436 (2) ber
sehingga perbuatan

kerugian harta benda dipidapa

denganpidana penjara paling
lama 8 (delapan) tahun.

membahayakgn
&eselamatan penerbangan dan angkutan udara

aBetiap orang dilarang melakukan tindakan

atan
dara

upa
ini

upa
ini
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(3) Dalam hal tindak pidanaSanksi pidana dalam pasal 436 (3) ber
sebagaimana dimaksud padaidana penjara maksimal, sehingga perbu
ayat (1) mengakibatkanini dikategorikan sebagai tindak kejahatan.
matinya  orang, dipidan
denganpidana penjara paling
lamal5 (lima belas) tahun.

upa
atan

37.| 437 | (1) Setiap orang  Norma hukum yang dilanggar adalah:
menyampaikan informasi palsu
yang membahayakan Pasal 344 huruf e yang berbunyi:
keselamatan penerbangga8etiap orang dilarang melakukan tindakan
sebagaimana dimaksud dalammelawan hukum gcts of  unlawful
Pasal 344 huruf e dipidananterference) yang membahayakan
denganpidana penjara paling| keselamatan penerbangan dan angkutan udara
lama 1 (satu) tahun. berupa:
e. menyampaikan informasi palsu yang
membahayakan keselamatan penerbangan.
Sanksi pidana dalam pasal 437 (1) berupa
pidana penjara, sehingga perbuatan |ini
dikategorikan sebagai tindak kejahatan.
(2) Dalam hal tindak pidan@Sanksi pidana dalam pasal 437 (2) berupa
sebagaimana dimaksud padaidana penjara, sehingga perbuatan |ini
ayat (1) mengakibatkandikategorikan sebagai tindak kejahatan.
kecelakaan atau kerugian harta
benda, dipidana dengandana
penjara paling lama
(delapan) tahun.
(3) Dalam hal tindak pidanaSanksi pidana dalam pasal 437 (3) berupa
sebagaimana dimaksud padaidana penjara maksimal, sehingga perbuatan
ayat (2) mengakibatkanini dikategorikan sebagai tindak kejahatan.
matinya  orang, dipidan
dengarpidana penjara paling
lama 15 (lima belas) tahun.
38.| 438 | (1) Kapten penerbang yapng Norma hukum yang dilanggar adalah:
sedang bertugas yang
mengalami keadaan bahaya Pasal 354 yang berbunyi:
atau mengetahui adany&apten penerbang yang sedang bertugas yang
pesawat udara lain yangnengalami keadaan bahaya atau mengetahui
diindikasikan sedangadanya pesawat udara lain yang diindikasikan
menghadapi bahaya dalgmedang menghadapi bahaya dalam
penerbangan, tidakpenerbangan wajib segera memberitahukan
memberitahukan kepada unikepada unit pelayanan lalu lintas
pelayanan lalu lintaspenerbangan.
penerbangan sebagaimgna
dimaksud dalam Pasal 3%%&anksi pidana dalam pasal 438 (1) berupa
sehingga berakibat terjadinygidana penjara, sehingga perbuatan |ini
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kecelakaan pesawat udara datikategorikan sebagai tindak kejahatan.
kerugian harta benda, dipidapa

denganpidana penjara paling
lama 8 (delapan) tahun.

(2) Dalam hal tindak pidanaSanksi pidana dalam pasal 438 (2) ber
sebagaimana dimaksud padaidana penjara, sehingga perbuatan
ayat (2) mengakibatkandikategorikan sebagai tindak kejahatan.
matinya  orang, dipidana
denganpidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun.

upa
ini

39.

439

(1) Setiap personel pelayanan Norma hukum yang dilanggar adalah:
lalu lintas penerbangan yang
pada saat bertugas menerima Pasal 355 yang berbunyi:

pemberitahuan atauSetiap personel pelayanan lalu lin
mengetahui adanya pesawgtenerbangan yang bertugas wajib seg
udara yang berada dalafTmemberitahukan kepada instansi yang tu
keadaan bahaya atau hilandan tanggung jawabnya di bidang penca
dalam penerbangan tidaldan pertolongan setelah meneri

tas
jera
gas
fian
ma

segera memberitahukan kepadgsemberitahuan atau mengetahui adanya

instansi  yang tugas darpesawat udara yang berada dalam keac
tanggung jawabnya di bidandahaya atau hilang dalam penerbangan.
pencarian dan pertolongan

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 355 sehinggaSanksi pidana dalam pasal 439 (1) ber
mengakibatkan kecelakaampidana penjara, sehingga perbuatan
pesawat udara dan kerugiadikategorikan sebagai tindak kejahatan.
harta benda, dipidana dengan

pidana penjara paling lama
(delapan) tahun.

(2) Dalam hal tindak pidanaSanksi pidana dalam pasal 439 (2) ber
sebagaimana dimaksud padaidana penjara, sehingga perbuatan
ayat (2) mengakibatkandikategorikan sebagai tindak kejahatan.
matinya  orang, dipidan
denganpidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun.

daan

upa
ini

upa
ini

40.

440

Setiap orang yang merusak Norma hukum yang dilanggar adalah:
atau menghilangkan  buktj-
bukti, mengubah letak pesawat Pasal 360 ayat (1) yang berbunyi:
udara, mengambil bagiarSetiap orang dilarang merusak a
pesawat udara atau barangenghilangkan bukti-bukti, mengubah let
lainnya yang tersisa akibat dagpesawat udara, dan mengambil bag
kecelakaan atau kejadian serjysesawat udara atau barang lainnya V|
pesawat udara sebagaimartarsisa akibat dari kecelakaan atau kejac
dimaksud dalam Pasal 360 ayaerius pesawat udara.
(1) dengan pidana penjara

[au
ak
ian
ang
lian

paling lama 1 (satu) tahwatau | Sanksi pidana dalam pasal 440 bers

ifat
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Rp. 500.000.000,00 (lima ratuslikategorikan sebagai tindak pelanggaran.

denda paling banyakalternatif, sehingga perbuatan
juta rupiah).

PENYIDIKAN

41.

399

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingg@n instansi yang lingku
tugas dan tanggung jawabnya di bidang penerbadidpni wewenang khusu
sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dima#alaim Undang-Undan
ini.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawairinegal tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibavemindikasi dan
pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indanesi

Berdasarkan pembahasan dalam tabel diatas, dapatoléih kualifikasi

pasal-pasal ketentuan pidana tersebut yang mabakaie

1. Kejahatan; adalah sebagaimana diatur dalam paal4d® ayat (3),
411, 412 ayat (6), 412 ayat (7), 413 ayat (2), 49&t (2), 422 ayat
(1), 422 ayat (2), 422 ayat (3), 423 ayat (2), 494t (1), 424 ayat (2),
425, 426, 428 ayat (2), 429, 430 ayat (2), 431 &/pt431 ayat (2),
434, 436 ayat (1), 436 ayat (2), 436 ayat (3), &84dt (1), 437 ayat
(2), 437 ayat (3), 438 ayat (1), 438 ayat (2), 488t (1), dan 439 ayat
(2). Kesemuanya berjumlah 31 ketentuan pidana yardyi atas 21
pasal.

2. Pelanggaran; adalah sebagaimana diatur dalam $@2al403, 404,
405, 406 ayat (1), 406 ayat (2), 407, 408, 409, 412 ayat (1), 412
ayat (2), 412 ayat (3), 412 ayat (4), 412 ayat 4383 ayat (1), 414,
415, 416, 417, 418, 419 ayat (1), 420, 421 ayat4a3 ayat (1), 427,
428 ayat (1), 430 ayat (1), 432, 433, 435, 440sefeuanya
berjumlah 32 ketentuan pidana yang terdiri atapdsal.

3. Khusus untuk pasal 421 ayat (2), pidana yang dija@no bersifat
kumulatif —alternatif, oleh karena itu penentuan lKikasi
perbuatannya tidak dapat berdasarkan pada pidama digatuhkan.
Disamping itu, tidak ada rumusan ketentuan pidaarsgymenyatakan
secara tegas apakah perbuatan yang diancam dendana pitu

dikualifikasikan sebagai pelanggaran atau kejahatan
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4.3. PPNS di Bidang Penerbangan

Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber, bedimaai saat ini di
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara belum menslifaktur kelembagaan
operasional penegakan hukum, sebagaimana yang rthékaa dalam Peraturan
Menteri Hukum dan HAM RI tentang Petunjuk Pelaksend&engangkatan,
Mutasi, dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegdvemjeri Sipil, Nomor:
M.04.PW.07.03 Tahun 2007. Namun sekitar awal tata@®0-an, pernah
diikutkan lebih kurang 90 (sembilan puluh) orang a2gkatan) untuk dididik
sebagai penyidik di Pusdik Reskrim Polri di Megadherg. Akan tetapi, sampai
saat ini kelembagaan operasional penegakan huklumbsda, sehingga setelah
selesai mengikuti pendidikan PPNS tersebut parsopet kembali ke satuan kerja
asalnya masing-masing. Karena ketidak-adaan strudtganisasi penegakan
hukum inilah, keterampilan dan kemampuan persoaed ynengikuti pendidikan
penyidik itu menjadi tidak terasah dan lama kelamd#akutkan akan hilang,
selain itu Surat Keputusan (Skep) pengangkatan gsebaenyidik yang
dikeluarkan oleh Menkum dan HAM, tidak pernah dagptgrbitkan. Hal ini pula
yang menyebabkan ketika UU No. 15 tahun 1992 tenRe@nerbangan masih
berlaku, tidak pernah dilakukan upaya penegakasmkean pidana.

Saat ini, peran dan fungsi penegakan hukum mas#kadkan pada Biro
Hukum Kementerian Perhubungan. Hal ini untuk messjakendala legalitas
kelembagaan serta kemampuan SDM yang menguasan¢entkum. Meskipun,
peran dan fungsi biro hukum dan operasional perssgékikum juga memiliki
kemiripan, namun sebenarnya diantara keduanya rkeperbedaan yang cukup
mendasar. Kementerian Perhubungan sudah beberafia mengajukan
restrukturisasi organisasi kelembagaan yang adatatea dalam hal fungsi
operasionalisasi penegakan hukum, namun sampaiirdabgl tersebut belum
dapat terealisasi.

Jadi pada kesimpulannya dapatlah dikatakan bahw&SPdi bidang
penerbangan sebagaimana yang diamanatkan dalam @Ul Nrahun 2009
tentang Penerbangan, saat ini belum ada. Mengbejain adanya kelembagaan
atau wadah operasionalisasi penegakan hukum dehaya@ng pernah mengikuti

pendidikan penyidik belum memiliki Skep sebagaiyrdii.
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BAB 5

PROSPEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KRIMINAL
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2009

Pada Bab V ini, peneliti akan mengurai analisisakajyuridis, teori dan
konsep, serta wawancara para narasumber tidakaterjang memberikan
tanggapan dan pemikirannya berkaitan dengan pedanyenelitian, apakah
implementasi kebijakan kriminal dalam UU No. 1 TBA09 tentang Penerbangan

dapat dilaksanakan.

5.1. Hasil Kajian Yuridis

Atas hasil penelusuran terhadap materi ketentudanpi dan penyidikan,
sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2@8¢ang Penerbangan,

maka diperoleh:

1. Terhadap substansi materi “Ketentuan Pidana”.

a.  Dikaitkan dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentangld&amtukan
Peraturan Perundang-Undangan, pada pasal 44 ayauai(@
mengatakan bahwa, “Ketentuan mengenai teknik pemgus
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksdd p
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak tegisn dari
Undang-Undang ini”. Dimana pada butir 94 pada laempi
menyatakan:

“Sehubungan adanya pembedaan antara tindak picgalaakan
dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undangdang
Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus nedayat
secara tegas apakah perbuatan yang diancam deiuigana [itu

dikualifikasikan sebagai pelanggaran atau kejafiatan

Didalam uraian pasal-pasal ketentuan pidana UUIN®ahun
2009 tentang Penerbangan, tidak mencantumkan sésgas
adanya pembedaan apakah perbuatan yang diancanandeng
pidana itu dikualifikasikan sebagai tindak pidamgakatan atau

tindak pidana pelanggaran. Hal ini yang tentunyaanak
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menyulitkan dalam penerapan asas-asas hukum pidana
sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undauigui

Pidana.

b.  Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Padan
1) Pasal 359 KUHP menyatakan, “Barangsiapa karena
kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain

mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun
atau pidana kurungan paling lama 1 tahun”.

Sementara disisi lain, dalam ketentuan pidana UU INo
Tahun 2009 juga mengatur tentang ketentuan yang
materinya tentangnengakibatkan matinya orang. Hal ini
tersurat didalam 13 ketentuan, yaitu:

(1) Pasal 406 ayat 3, Jika perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (Ihengakibatkan kematian
seseorang dan kerugian harta benda, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,-
(dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Pasal 412 ayat 7, Dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (4), atau ayat (5pengakibatkan cacat
tetap ataumatinya orang dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

(3) Pasal 413 ayat 2, Dalam hal perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (Inhengakibatkan matinya
orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Pasal 419 ayat 2, Dalam hal perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (Ipengakibatkan matinya
orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama

15 (lima belas) tahun.
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Pasal 422 ayat 3, Dalam hal perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (Ipnengakibatkan matinya
orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 423 ayat 2, Dalam hal perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (Ihengakibatkan matinya
orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 428 ayat 2, Dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan matinya orang dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahum da
denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima
belas miliar rupiah).

Pasal 430 ayat 2, Dalam hal perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (Inengakibatkan matinya
orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 431 ayat 2, Dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahum da
denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus
juta rupiah).

Pasal 436 ayat 3, Dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
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(11) Pasal 437 ayat (3) Dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

(12) Pasal 438 ayat 2, Dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(13) Pasal 439 ayat 2, Dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

2) Bab XIX A: Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan

Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

Didalam ketentuan pidana UU No. 1 Tahun 2009, ada 3
ketentuan yang memiliki kesamaan substansi materi
dengan materi yang terkandung didalam KUHP. Berikut
ini tabel sandingannya:

UU No. 1 Thn. 2009 KUHP

Pasal 412 ayat (1), Setiap orang &asal 479 huruf q, Barangsiapa|di
dalam pesawat udara selamdalam pesawat udara melakukan
penerbangan melakukan perbuatgerbuatan yang dapat
yang dapat membahayakamembahayakan keamanan dalam
keamanan dan keselamatgoesawat udara dalam penerbangan,
penerbangan sebagaimandipidana dengan pidana penjara
dimaksud dalam Pasal 54 huruf selama-lamanya lima tahun.
dipidana dengan pidana penjara

paling lama 2 (dua) tahun atau

denda paling banya
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Pasal 412 ayat (2), Setiap orang &asal 479 huruf r, Barangsiapa |di
dalam pesawat udara selamdalam pesawat udara melakukan
penerbangan melakukan perbuatgerbuatan-perbuatan yang dapat
yang melanggar tata tertib dalammengganggu ketertiban dan tata
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penerbangan, sebagaimartartib di dalam pesawat udara dalam
dimaksud dalam Pasal 54 huruff penerbangan, dipidana  penjara
dipidana dengan pidana penjarselama-lamanya satu tahun.
paling lama 1 (satu) tahun atau

denda paling  banyak
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

Pasal 437 ayat (1), Setiap orangasal 479 huruf p, Barangsiapa
menyampaikan informasi palsumemberikan keterangan yang
yang membahayakan keselamataliketahuinya adalah palsu dan
penerbangan sebagaimanearena perbuatan itu membahayakan
dimaksud dalam Pasal 344 huruf leeamanan pesawat udara dalam
dipidana dengan pidana penjageenerbangan, dipidana dengan
paling lama 1 (satu) tahun. pidana penjara selama-lamanya lima

belas tahun.

Apabila diamati dengan seksama, dari ketiga kesaniti

memiliki norma kaidah perbuatan pidana yang sama,
padahal didasarkan atas dua UU yang berbeda. Bakank
hal ini nantinya juga akan menemui kesulitan dalam

penerapannya.

Dalam hal adanya kesamaan/kemiripan norma kaidabuagn

pidana maupun materi ketentuan pidana yang diaiandKUHP dan
UU No. 1 Thn. 2009, peneliti menilai bahwa akanjaidir tarik

menarik penggunaan dasar hukum jika peristiwva idan benar-
benar terjadi. Hal ini dikarenakan norma kaidahbpatan pidana
yang sama, namun didasarkan pada 2 UU yang berKeddlisi ini

yang akan berdampak pada tumpang tindihnya kewemnapgnegak
hukumnya, karena antar kedua UU tersebut membeki&arenangan
kepada aparat penegak hukum (penyidik) yang berbgdaNo. 1

Thn. 2009 memberikan kewenangan kepada PPNS, dedaidHP

kepada Penyidik Polri.

2. Terhadap substansi materi “Penyidikan”, dimana Ipas8 ayat (1)
menyatakan bahwa: Pgabat pegawai negeri sipil tertentu di

lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
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bidang penerbangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

a. Dikaitkan dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Peroi@n
Peraturan Perundang-Undangan, pada lampiran b@fk, 1
menyatakan bahwa, “Dalam merumuskan ketentuan yang
menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik hendakny
diusahakan agatidak mengurangi kewenangan penyidik

umum untuk melakukan penyidikan”.

Contoh:

Peabat Pegawal Negeri Spil tertentu di lingkungan ... (nama
departemen atau instansi)... dapat diberikan kewenangan untuk
melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap
ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Secara tekstual, bunyi pasal 399 ayat (1) dipahsehiagai
mengurangi atau menghilangkan kewenangan penyihiknu
dalam hal ini Penyidik Polri untuk melakukan penibsh.
Sehingga secara tidak langsung pasal ini menyatabkamva
dalam konteks penegakan ketentuan pidana UU NoaHumi
2009 tentang Penerbangan, hanya PPNS yang merupakan
penyidiknya  (tunggal).  Bahkan,  dimungkinkan  ada
kecenderungan bahwa “pembuat UU” memang tidak
menginginkan adanya kewenangan penyidik lain sejaing

diamanatkan oleh UU tersebut.

Selain itu, dengan penggunaan terminologi kata€iipdapat
mencerminkan bahwa tidak ada dilakukan pembatasan
kewenangan penyidikan ini. Pemahamannya dapattbeaama
setiap pegawai negeri sipil tertentu di lingkung@astansi yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pearegan,
secara otomatis adalah juga merupakan penyidik. Padahal
untuk menjadi seorang penyidik, masih banyak hhalyang

dipersyaratkan oleh ketentuan-ketentuan lain, sedaagan
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peraturan perundangan yang berlaku dalam hal p&ayd
dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

b. Dikaitkan dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pitadran
Daerah. Berdasarkan bunyi Bab IV pasal 7 ayat €hjang
Kewenangan Daerah, dikatakan bahwa: “Kewenangamallae
mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemeximtah
kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri,
pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal,
agama, serta kewenangan bidang lain”.

Sesungguhnya kewenangan Pusat di bidang perhubsogah
di-desentralisasikan kepada Daerah. Oleh karenaajabila
ingin sejalan dengan UU Otonomi Daerah, maka sshgeu
kedudukan PPNS di bidang penerbangan pun juga
didistribusikan ke Daerah. PPNS di tingkat Pusktiktimemiliki
kewenangan ke Daerah, karena apabila itu dilakuidazan
bertentangan dengan konsep wilayah hukdocu$ delicti)
dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hayamg tidak
terakomodir dengan jelas di UU No. 1 Tahun 200%idDiyang
lain, bahwa sesuai kewenangan peradilan yang tidak
didesentralisasikan  pada  kewenangan daerah, maka
sesungguhnya kewenangan untuk melaksanakan pemyidik
sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidapadieryang

dianut oleh Indonesia adalah Penyidik Polri.

5.2. Hasil Kajian Teori dan Konsep

Berbicara mengenai masalah penanggulangan kejatthtanasyarakat,
tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks peamban mengenai
kebijakan/politik kriminal. Arti atau definisi dalebijakan kriminal itu sendiri

menurut Sudarto, adalah usaha rasional dari mdstacmlam menanggulangi
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kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan ini,t dapesifat penal dan
nonpenal. Usaha penanggulangan kejahatan secaabhyaey dilakukan melalui,
langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidgaag didalamnya
terkandung unsur-unsur substantif, struktural, #atiural masyarakat tempat

sistem hukum pidana itu diberlakukan.

Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana persdbut dalam
operasionalisasinya dijalankan melalui suatu sistakmi sistem peradilan pidana,
yang di dalamnya terkandung gerak sistemik dari sistem-subsistem
pendukungnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadittan Lembaga Koreksi
(Lembaga Pemasyarakatan). Dimana secara keselumgraipakan satu kesatuan
(totalitas) yang berusaha mentransformasikan mas(kgut), menjadi keluaran
(output) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana,uybérupa resosialisasi
pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahmhd@n (jangka menengah),
dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). Tujkair dari kebijakan kriminal
adalah perlindungan masyarakat, yaitu dalam rangkacapai suatu tujuan utama
yang disebut dengan berbagai istilah, misalnya ka&fpan warga
masyarakat/penduduk, kehidupan kultural yang sedah menyegarkan,
kesejahteraan masyarakat, atau untuk mencapai lsesgimbangan.

Namun, politik kriminal tersebut tidak akan membapengaruh apa-apa
dalam memberi perlindungan masyarakat untuk memcdpman utama
kesejahteraan masyarakat, bila tidak ada yang riggteg jawab dalam
melaksanakan politik kriminal tersebut.

Melaksanakan politik kriminal antara lain berartemmbuat perencanaan
untuk masa yang akan datang, dalam menghadapiaaanggulangi masalah-
masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Terndiadaika perencanaan ini
adalah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatans@p yang seharusnya
dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistemig@maan yang bagaimana
yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidamgadetetap memperhatikan
hak-hak terpidana.

Oleh karena itu, kebijakan kriminal(penal policy/criminal law
policy/strafrechtspolitiek) dapat didefinisikan sebagai, usaha mewujudkan
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peraturan perundang-undangan pidana yang sesugamém®adaan dan situasi,
pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datangnBsan ketentuan pidana
didalam KUHP maupun diluar KUHP, pada prinsipnyaupekan suatu bentuk
kebijakan kriminal ¢riminal policy) dari negara, guna menanggulangi kejahatan
atau pelanggaran yang terjadi di tengah masyaréatini merupakan bagian
integral dari upaya perlindungan masyarakat, gurencapai kesejahteraan

masyarakat.

Kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-umy#am secara fungsional
dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dgtamisme penanggulangan
kejahatan. Hal ini karena menurut Muladi, berbicar@ngenai bagaimana cara
penanggulangan kejahatan secara mutatis mutandiaittedengan masalah

penegakan hukum pidafia

Oleh karena kebijakan perundang-undangan meruptit@ap awal dari
perencanaan penanggulangan kejahatan, maka wajaabila kebijakan
perundang-undangan atau kebijakan legislatif mdsaqpaagian dari kebijakan
kriminal (criminal policy)’®. Sudarto pernah mengemukakan bahwa kebijakan
kriminal dalam arti yang paling luas yang beliaubédndari Jorgen Jepsen ialah
keseluruhan kebijakan, yang dilakukan oleh badaabaesmi, yang dilakukan
melalui perundang-undangan dan badan badan resmng Yertujuan untuk

menegakkan norma-norma sentral dari masyafakat

Indonesia merupakan negara huku(nechstaat), sebagaimana yang
tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dimand&amdausaha
penanggulangan kejahatan di masyarakat denganasganal, yang secara
operasionalisasinya menggunakan sistem peradittangidengan model terpadu
(Integrated Criminal Justice System).

Konsepsi sistem peradilan pidana tersebut dianutenka sebagai
konsekuensi adanya diferensiasi fungsional dan amssinal dalam
penyelengaraan peradilan pidana di Indonesia bardas Kitab Undang-Undang

3 Muladi, Kapita Selekta, Op. cit., hal. IX.
" I bid.

> Barda Nawawi AriefBunga Rampai, Op. cit., hal. 1.
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Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 yangrupakan dasar
hukum dari pelaksanaan sistem peradilan di Indanesi

Konsepsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang d@eb Indonesia ini
menghendaki adanya kerjasama secara terpadu daaaponen-komponen
yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, meyaindalam keterpaduan,
kegagalan dari salah satu komponen dalam sistesabigtr akan mempengaruhi

cara dan hasil kerja dari komponen lainnya. MenMtaitdjono Reksodiputr8;

Keterkaitan atau keterpaduan diantara subsistesistalm dalam sistem
peradilan pidana bisa dikatakan seperti “bejanauimmgan” karena setiap
masalah dalam salah satu subsistem akan menimbu&arpak pada
subsistem-subsistem yang lainnya. Reaksi yang tisghagai akibat hal ini
akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem daal demikian
selanjutnya terus menerus. Oleh sebab itu masirggm&omponen harus
memiliki pandangan yang sama dan memiliki rasa gang jawab baik
terhadap hasil kerja sesuai dengan posisinya masasjng maupun secara
keseluruhan dalam kegiatan proses sistem perguldana.
Dalam kaitan sebagaimana yang diatur dalam Ketentemlana dan
Penyidikan dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Pemgdn, dapatlah
disimpulkan bahwa UU Penerbangan tersebut juga ametadkan hukum pidana

(criminal policy) sebagai upaya efek pemaksa dalam implementasinya.

Namun, pelaksanaan hukum dalam konteks kebijakamral, harus pula
disandarkan pada faktor-faktor yang mempengarupatkdnan dan keefektifan
hukum. Dimana, keefektifan hukum adalah situasikkehukum yang berlaku
dapat dilaksanakan, ditaati dan berdaya guna selad@akontrol sosial atau

sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut.

Hal ini dapat dipahami bahwa ketika kebijakan knatisebagaimana yang
diatur dalam UU No. 1 Tahun 2009 dapat diimplemskén, maka secara
otomatis meningkatkan pula usaha dalam perlindungasyarakat spcial
defence) dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarstcadl (welfare), oleh
karena kebijakan kriminal merupakan bagian intedeai kebijakan sosiakgcial

policy). Begitu pula sebaliknya, ketika hukum yang barlégrsebut tidak dapat

® Mardjono Reksodiputrd{ak Asas Manusia Dalam, Op. cit., hal. 89.
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dilaksanakan, maka hilanglah salah satu usaha daéahmdungan masyarakat,

dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan adanya beberapa kelemaladam ketentuan
pidana dan penyidikan UU No. 1 Tahun 2009, yang udiam disandingkan
dengan pandangan Soerjono Soekafhtgang mengatakan bahwa ada faktor-
faktor yang mempengaruhi penegakan/keefektifan mmjkumaka diperoleh

pandangan sebagai berikut:

1. Dari aspek Hukum/UU/peraturan; artinya kalau hukturbaik, maka

ada kejelasan penafsiran, sinkronisasi dan harmsinizaik vertikal
maupun horizontal.
Dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, mash
ditemukan ketidak-sinkronan dan ketidak-harmonisan dalam
Ketentuan Pidana dan Penyidikan, baik secara vertikal (dengan
UU lain) maupun secar a horizontal (dengan UUD 1945).

2. Dari aspek Penegak hukum (pembentuk hukum maupuerge

hukum); artinya sejauhmana komitmen proses penagditkum
sesuai dengan tujuan dibuatnya hukum tersebut.
Akibat masih adanya ketidak-sinkronan dalam ketentuan pidana
dan penyidikan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
dengan ketentuan perundangan lain, maka proses penegakan
hukum (implementas kebijakan kriminal) tidak dapat berjalan
sebagaimana tujuan dibuatnya UU tersebut.

5.3. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penédithadap ke-5
narasumber tersebut, secara jelas dan tegas dakatzdhwa ada kekhawatiran
kalau implementasi kebijakan kriminal dalam UU NoTahun 2009 akan juga
bernasib sama dengan UU No. 15 Tahun 1992 yang peéanah diterapkan,

dimana hal tersebut seiring dengan latar belakasgptah penelitian ini.

" Soerjono Soekantdsaktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. ke-6,
(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 8.
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Berikut inti kutipan yang disampaikan oleh Ruth HarSimatupang dalam
wawancara yang dilakukan pada tanggal 31 Maret:2011

Sebenarnya lahirnya UU No. 1 Tahun 2009 tentangeiangan, masih
sangat banyak kekurangan dan kelemahannya. Dak dsgkum pidana maupun
ketentuan perundangan lain, masih banyak yang mmpayig. Sebagai contoh,
seyogyanya pada saat penyusunan RUU, terus dilaka&aialisasi sehingga
masyarakat pun dapat berperan serta secara aktibergkan masukan dan kritik
terhadap materi UU tersebut. Namun, sejauh pengatalsaya, pada saat
penyusunan RUU dilaksanakan di hotel berbintang, jdga selalu berpindah-
pindah dari satu hotel ke hotel lain. Sangat texkesahwa tim perumus RUU
tersebut merahasiakan kegiatan mereka, dan tidafin inmasyarakat

mengetahuinya.

Tanpa melibatkan masyarakat secara aktif melalsiabsasi RUU yang
dipublikasikan sebelumnya, tiba-tiba secara sekogykonyong RUU tersebut
sudah disahkan oleh DPR, dan hanya dibutuhkan wakiulan untuk menyusun
sebanyak 466 pasal. Belum lagi dari aspek materi R8derbangan tersebut.
Bayangkan saja bahwa UU tersebut berisi 466 pasalsddah mengatur hal-hal
yang teramat teknis, yang seharusnya dalam UU atwydn mengatur kaidah-
kaidah atau norma umumnya saja. Selanjutnya ddipair melalui Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden dan Keputusan Nenter

Dalam konteks penegakan hukum, idealnya diciptakaatu lembaga
pengawas penerbangan tersendiri yang independgnnyangkin terdiri juga dari
unsur kepolisian. Otoritas lembaga pengawas pengdma ini langsung
bertanggung jawab kepada Presiden, dan tidak nnelédumteri Perhubungan.
Sehingga nanti akan bisa diciptakan sistem peradii@lana dengan setting
khusus. Selama institusi penegak hukumnya beratbawdh Kementerian
Perhubungan, niscaya penegakan hukumnya tidak dkpat berjalan sesuai

dengan harapan, meskipun telah diamanatkan oleh UU.

Jadi, saya sangat meragukan bahwa kebijakan kiinaiteau ketentuan
pidana UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangant ddipglankan dan
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ditegakkan. Tetapi saya juga berharap agar Palaktitinggal diam dalam
melakukan penegakan hukum di bidang penerbangan.

Hal senada juga dikatakan Edie Haryoto dalam waarangang dilakukan

pada tanggal 29 Maret 2011, yaitu:

Apa yang ada dalam ketentuan pidana UU No. 1 TI@92tentang
Penerbangan, hanya sempurna diatas kertas, nanmgat ssulit untuk dapat
dilaksanakan. Bagaimana mungkin keberadaan PPN®btdr dapat berjalan
secara optimal apabila antara institusi yang metndwaan penerbangan menjadi
satu dengan fungsi penegakan hukumnya. Bukankatgwjungnya nanti yang
mungkin terbukti salah adalah staf Ditjen Perhulaum@dara itu sendiri atau
bahkan pejabatnya. Itu khan artinya menyidik institya sendiri. Untuk hal itu,
sepertinya tidak mungkin. Seharusnya KementeriarhuBbengan itu hanya
membuat aturan mainnya saja, sedangkan penegakamhya diserahkan pada

institusi lain, dalam hal ini Kepolisian.

Kelemahan kita dalam menyusun suatu peraturan gengan adalah
seringkali satu sama lain UU itu bertabrakan. Taana UU yang mengatur dalam
konteks keamanan, pasti saja sering bertabrakagadeondang-undang lain.
Contohnya, UU Penerbangan dan UU Kepolisian.

Adanya pendapat atau pandangan yang mengatakanabpbBmegakan
hukum apabila dilakukan oleh PPNS pasti akan |&gites, menurut saya amat
keliru. Khusus dalam konteks kebijakan kriminalashalUU No. 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan ini, saya sangat berkeyakkaembeernasib sama seperti UU
penerbangan yang lalu, karena akan sangat sulik aiiterapkan dan dijalankan.

Seyogyanya penerapan dimensi represif atau kehbijaaninal dalam
konteks penerbangan bukan menjadi andalan semetay jsebaiknya kontrol
publik dan kontrol intern yang harus ditingkatkadimensi represif hanya
diterapkan dalam skala yang benar-benar sudah diglpét diatasi melalui kontrol

publik dan intern tersebut.

Pendapat ini sedikit berbeda dengan pandangan KrtoMa yang
merupakan narasumber ahli hukum penerbangan datsmyugunan UU No. 1
Tahun 2009, yang dikatakan pada saat wawancargdb8Q Maret 2011
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Sebagai salah seorang narasumber ahli hukum p&gamayang terlibat
dalam penyusunan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Pangan, saya merasa 60 %
puas dan 40 % tidak puas atas isi materi UU Pengdrmaini. UU ini telah
disusun dengan mempertimbangkan berbagai kondisital#gangan masa depan
dunia penerbangan Indonesia. Namun masih sajaeddadpa “kecolongan” yang
membuat saya sedikit kecewa atas UU ini. Patut &adahui, bahwa dalam
penyusunan UU penerbangan ini banyak tarik-menagjdentingan yang bermain
dalam tiap-tiap pasal yang ada. Hal-hal sepertsamgat tidak tampak dan sulit

sekali dibuktikan, namun sangat dapat dirasakan.

Terlepas dari segala kelemahan dan kekurangan yadey di UU
penerbangan ini, kita sebaiknya memikirkan bagaamaapat menjalankan

dengan sebaik-baiknya.

Sebagaimana prinsip dasar penerapan kebijakannaimdalam setiap UU
adalah bertujuan untuk mendapatkan efek pemakska imegitu juga hal nya
dengan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangag,jyga menerapkan pasal-
pasal tentang Ketentuan Pidana. Diharapkan dengdenya ini, dapat
memberikan ketaatan dan kepatuhan dalam melaksarakantuan-ketentuan
regulasi penerbangan.

Saya optimis bahwa UU ini akan dapat dijalankaruaesarapan, yang
tentunya akan berdampak pada peningkatan keamamen késelamatan
penerbangan. Namun dalam hal penegakan hukum,irsasaya ragu apabila
dapat dijalankan oleh PPNS. Saya pernah menjabagaeKepala Biro Hukum
Ditjen Perhubungan Udara, jadi saya tahu betul isbodganisasi dan SDM yang
ada disana. Sampai saat ini pun, setahu saya lzelardisiapkan wadah dan SDM

yang akan menjalankan fungsi dan perannya seb&iGP

Jadi ketika anda bertanya, apakah ketentuan piglamgada dalam UU No.
1 Tahun 2009 tentang Penerbangan akankah dapgbkken? Jawaban saya
“dapat”, tetapi tergantung pada siapa penegak haokam Apabila PPNS
sebagaimana yang diamanatkan oleh UU, tentu masies sulit. Namun apabila

PPNS tidak bisa jalan, Polri seharusnya berani knkkn penegakan hukumnya.
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Karena dalam hal penyidikan, PPNS mendapatkan seb&kgwenangannya dari

penyidik Polri.

Berikut ini pandangan dari perspektif wartawan Duslidibyo yang
disampaikan kepada peneliti pada saat wawancaggab8 April 2011 di kantor

Kompas Group:

Saya tidak sepenuhnya sependapat dengan pernygaagnmengatakan
bahwa dengan diterapkannya kebijakan kriminal dapaningkatkan faktor
keamanan dan keselamatan penerbangan. Ada hagttahtti yang menurut
pandangan saya, tidak tepat apabila diterapkanakaioi kriminal. Terutama hal-
hal yang menyangkut pendekatan pemidanaan dalams-kasus kecelakaan
pesawat udara. Dalam suatu kejadian kecelakaaawpesidara, banyak sekali
faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu kecalaki#rjadi baik secara

langsung maupun tidak langsung.

Apabila dikait-kaitkan suatu penyebab kecelakaarsapat terbang,
ditakutkan hal ini akan pula merembet pada indyssawat terbang. Hal ini pula
yang mungkin akan menghambat perkembangan teknadi@dgam industri
penerbangan. Oleh karena itu, saya tidak sependggadtila pendekatan yang
digunakan dalam mencari penyebab kecelakaan pesageat selalu dengan
kebijakan kriminal.

Akan tetapi dalam kaitan kebijakan kriminal sebagmia yang
diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 2009, saya sefai@gm rangka menjamin
keamanan dan keselamatan penerbangan. Namun apadlilzat SDM yang
menegakkannya, saya sangat ragu hal itu dapatdregabagaimana mestinya.

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa larangambaing yang
dikeluarkan oleh Uni Eropa itu sebenarnya ditujukapada pemerintah sebagai
regulator, yang dalam hal ini adalah Ditjen Permgan Udara. Jadi yang
diragukan oleh pihak Uni Eropa itu adalah krediadiaparatnya, bukan terhadap

operator.

Selama yang menjadi PPNS adalah merupakan bagian Qigen
Perhubungan Udara, maka selama itu pula saya &lak pernah yakin bahwa
dimensi represif UU No. 1 Tahun 2009 dapat berjdiamgan optimal.
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Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti juga akelkan wawancara
dengan narasumber Agus Pambagio, yang merupakaeripainkebijakan publik.
Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Maret 2011g yeeda intinya Agus

mengatakan bahwa:

Pelaksanaan apa yang diamanatkan oleh UU No. 1nT2009 akan bisa
baik apabila regulatornya juga baik. Dari segi kmg yang diatur maupun
penataan, UU Penerbangan ini sudah cukup baik, simiah banyak yang

dijalankan.

Namun dalam hal penerapan kebijakan kriminal, sagaih ragu karena
ketidak-siapan institusi yang melaksanakan dangeaBukumnya itu akan bisa
berjalan. Hal utama yang menjadi keraguan adaldlkg@naan instrumen
hukumnya yang tidak sinkron dan harmonis (terjahtibkan) dengan peraturan

perundangan lain serta kesiapan SDM PPNS-nya.

Sebagai contoh, dengan adanya UU Otonomi Daerateriengan ataupun
fungsi Ditjen Perhubungan Udara tidak bisa menyensampai ke tingkat
propinsi maupun Kabupaten. Hal ini juga berdampadtapkewenangan maupun
kualifikasi PPNS tersebut. Dalam UU No. 1 Thn. 200@&ak menjelaskan
bagaimana pembahasan tentang kewenangan PPNStimgldit Daerah. Hal ini
menyebabkan tumpang tindinnya suatu ketentuan, yaegyebabkan ada

kecenderungan bahwa penerapan kebijakan kriminaamya formalitas saja.

Seharusnya benteng terakhir dalam proses legitgagtama dalam hal
harmonisasi dan sinkronisasi adalah pada Kementedakum dan HAM.
Sehingga hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi.

Pada prakteknya, UU Penerbangan yang baru ini akagat sulit untuk
diterapkan dimensi represifnya. Sehingga yang ddpakukan adalah dengan
penguatancivil society melalui kontrol publik. Hal ini akan berdampak pad
diperketatnya pengawasan dan ketegasan regulator.
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KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENERBANGAN
DALAM KONTEKS KEBIJAKAN KRIMINAL
DI MASA YANG AKAN DATANG

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pioea@ hakikatnya
juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukdamai Oleh karena itu,
sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakhokum pidana juga

merupakan bagian dari penegakan huklaw enforcement poligy

Pembuatan kebijakan perundang-undangan dalam lohiekum pidana,
dapat disebut juga dengan istilah “politik hukundagma.” Dengan demikian,
dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka iggol hukum pidana
mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau merdanamerumuskan
suatu perundang-undangan pidana yang baik. Peamny#asebut senada dengan
definisi “penal policy dari marc Ancel yang menyatakan bahwa penal polic
adalah Suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk nmgrkinkan peraturan

hukum positif dirumuskan secara lebih baik.”

Penyidikan merupakan subsistem dalam sistem paragidana Indonesia
yang menjadi bagian dari fungsi kepolisian. Furigepolisian adalah salah satu
fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharasaminan dan ketertiban
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayatan pelayanan kepada
masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan kemdakm negeri (Pasal 4 jo.
pasal 2 UU No. 2 Thn. 2002 tentang Polri, selarymtdisebut UU Kepolisian).
Pengemban fungsi kepolisian adalah lembaga kepolisatau Polri, yang

merupakan alat negdfa

Tugas pokok kepolisian sejalan dengan fungsi diattedah memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan mhukmemberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada anaésy. Untuk

melaksanakan tugas pokok ini, Polri antara lainakgtan penyelidikan dan

8 Martiman ProdjohamidjojoPenyelidikan dan PenyidikarCet. ke-2, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1984), hal. 13-16.
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penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuaiadelmgkum acara pidana dan

peraturan perundang-undangan lainnya.

Untuk mencapai tujuannya, polisi sebagai penegakumutidak hanya
melakukan tindakan-tindakan berdasarkan ketentualang-undang, tetapi juga
melaksanakan diskresi. Diskresi adalah melakukadakan yang tidak terikat
oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, menurut penilaian
pribadi harus dilakukan guna memenuhi suatu kewaajilpalam hal ini, diskresi
yang dapat dilakukan oleh polisi tidak hanya diskterikat, tetapi juga diskresi
bebad’.

Tindakan atas dasar diskresi ini lebih bersifat ahataripada bersifat
hukum. Diskresi polisi dan kepolisian dapat diladmkdalam semua bentuk
pelaksanaan tugas kepolisian, baik yang bersi@atgmtif (pencegahan), maupun
yang bersifat represif (penindakan). Dari yang blemya represif yustisiil
(penyidikan) dan juga represif non yustisiil (peimata ketertibar!. Diskresi
adalah kebijaksanaan bertindak atas dasar pertgabanndividual dalam
menghadapi situasi-situasi yang nyata. Berbeda afengengenyampingan
perkara, dimana sebagian besar proses dalam sesadilpn pidana telah

dilaksanakan.

Meskipun memiliki kewenangan untuk melakukan diskréerdapat tiga
asas yang senantiasa harus dijadikan pedoman dadgjalankan tugasnya. Asas
dimaksud adalah: Asas legalitas (berdasarkan hukamgy berlaku); Asas
Opportunitas (demi kepentingan umum untuk mencgrtakuasana tertib dan
aman, dapat mengenyampingkan suatu perkara yanggdip ringan); dan Asas
kewajiban (dapat melakukan tindakan yang bersifavgntif dan/atau represif
non yustisiil terhadap perbuatan-perbuatan yangktidiatur dalam peraturan

perundang-undangan). Untuk membatasi tindakanipasas kewajiban diperinci

" Diskresi terikat: Tindakan yang dilakukan adalatiak satu dari beberapa tindakan
alternatif yang terdapat dalam peraturan perundemigngan, dimana pemilihan salah satu
alternatif adalah bebas. Diskresi bebas: Tindaldak tperlu didasarkan atas ketentuan peraturan
perundang-undangan, yang hanya menetapkan batas ditlarang dilampaui. Lihat Djoko
Prakoso,Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukubet. ke-1, (Jakarta: Bina Aksara,
1987), hal. 167.

8 |pid., hal. 183.
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lagi atas 4 sub asas, yaitu: sub asas keperlubrgsas masalah sebagai patokan,

sub asas tujuan sebagai ukuran, dan sub asas kesgjam.

Mengungkap suatu tindak pidana, bahwa benar telghdi suatu tindak
pidana dan siapa pelakunya, bagaimana cara kejahatadilakukan serta
bagaimana pelakunya dapat ditangkap memerlukanepsmngan besar tentang
ilmu kriminalistik®® (ilmu penyidikan kejahatan) yang dalam praktek cadmp
penggunaan ilmu seluas-luasnya. llmu penyidikamhatan ini dibedakan atas
yang umum dan khusus. limu penyidikan kejahatanmrmempelajari tentang
sarana dan cara-cara menyidik semua macam kejalmatsainya daktiloskopi,
sinyalemen, anjing pelacak dan sebagainya. Adammg jkhusus membahas
mengenai sarana dan cara-cara menyidik kejahatag yertentu, misalnya
pemalsuan tulisan, pemeriksaan jenis kertas, ti@malsuan uang dan
sebagainya. Dengan ilmu kriminalistik juga dapatethhui motif suatu tindak

pidana, diantaranya dengan cara menarik berbagidtan serupa

Keseluruhan pengetahuan dan keterampilan menyaneknik dan taktik
penyidikan haruslah dimiliki oleh seorang penyidBengan demikian dapat
diharapkan penyidikan yang dikerjakannya mampu @@mn kebenaran

materiil yang merupakan kebenaran menurut faktg gabenar-benarnya.

Dengan berlakunya KUHAP pada tahun 1981 terjadilpsnan yang cukup
mendasar terkait eksistensi PPNS, dimana KUHAPtelengakui keberadaan
PPNS dalam sistem peradilan pidana di IndonesiambBgan kewenangan
penyidikan tindak pidana kepada pegawai negeril digf secara prinsip
mengurangi kekuasaan bidang penyidikan yang dimitidri. Akan tetapi hal
tersebut tidak demikian adanya. Hal ini disebab&abagaimana dalam pasal 7
ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam melaksantugas penyidikan,
PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan dieniiolri. Dengan

demikian PPNS ada dalam kendali penyidik Polri.

Pasal 3 ayat (1) UU Kepolisian menyatakan bahwa $RPhembantu
kepolisian dalam mengemban fungsi kepolisian. Séan@mpasal 16 ayat (1) UU

81 R. Soesilo dan M. Karjadikriminalistik (Ilmu Penyidikan KejahatanjBandung: Karya
Nusantara, 1989), hal. IX.

8 |pid., hal. 3-4.
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Kepolisian sejalan dengan pasal 107 ayat (1) KUHA&hyebutkan hal yang
berbeda, justru polisi yang membantu tugas pergidigang dilakukan oleh
PPNS. Sepertinya terdapat inkonsistensi antara |-pasal ini. Namun
sesungguhnya hal ini bermakna bahwaenyidikan dapat dimotori dan
ditanggungjawabi oleh salah satu diantaranya, pdikyiPolri atau PPNS atau

keduanya secara bersama-sama.

Dalam berhubungan dengan institusi peradilan pidEmanya seperti
kejaksaan, PPNS melakukannya dengan perantaraisiapolHasil penyidikan
oleh PPNS diserahkan kepada JPU melalui penyidik Rmasal 107 ayat (3)
KUHAP). Sementara dalam hal penghentian penyidikalBPNS
memberitahukannya sekaligus kepada penyidik Pali #PU (pasal 109 ayat (3)
KUHAP). Meskipun dikatakan bahwa penyidikan olelNBPmerupakan bagian
dari sistem penyidikan oleh Polri, dan PPNS tidampunyai wewenang keluar
karena sepenuhnya harus melalui penyidik Polri,uratidak demikian halnya
dengan pemberitahuan penghentian penyidikan. PPNfatd langsung
melakukannya kepada JPU tanpa harus melalui péniAdiri. Berbeda halnya
jika dibandingkan dengan hubungan antara Polrikdgeksaan dalam penyidikan
suatu tindak pidana. Polri dan kejaksaan masingrgakedudukannya sama,

sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana.

Eksistensi PPNS dalam pelaksanaan fungsi penyiddeangat mendapat
dukungan dari kepolisian. Hal ini diantaranya tetidari organ pembinaan PPNS
yang selalu diupayakan ada dalam struktur organisgsolisian, sejak masa
kemerdekaan hingga saat ini, juga termasuk prograndidikan dan pelatihan
bagi PPNS vyang diselenggarakan Polri di Pusat Biadi Reskrim,

Megamendung, Bogor.

Sebagai bagian atau subsistem dalam proses pemnegakam pidana, hal
yang harus dilakukan oleh badan pembuat undangagnddalah membentuk
suatu undang-undang yang sesuai dengan konsefesn gigradilan pidana yang
terpadu. Dimana dalam membuat suatu materi ketenfpidana maupun
penyidikan, harus mengacu pada asas-asas hukumapigeng berlaku dan

memperhatikan pula ketentuan-ketentuan lain yangnihke relevansi secara
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langsung terhadap materi UU tersebut. Kerancuag yamadi dalam UU No. 1
Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam konteks kabija@iminal, yang dalam
hal ini menghambat proses penegakan hukumnya itégaeha ketidak-sinkronan
dan ketidak-harmonisan terhadap beberapa ketepwraturan perundangan lain.
Hal ini yang seharusnya tidak boleh terjadi dala@mpuatan suatu perundangan-

undangan.

Oleh karena itu harus dilakukan usaha-usaha penbaikehingga faktor
ketidak-efektifan penerapan hukuman pidana dalam R#serbangan, karena
adanya inkonsistensi ketentuan penyidikan antar&l&® dan UU No. 1 Tahun
2009 Tentang Penerbangan dapat teratasi, sehinggsppenyidikan dapat
berjalan dengan baik dan tujuan akhir dari upayaegakan hukum vyaitu
kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Berkdeagan hal tersebut, maka
perlu dipikirkan suatu konsep penegakan hukumdhiy penerbangan yang baru
(setting khusys namun tetap seiring sejalan dengan asas-asasmhpidana

maupun ketentuan peraturan perundangan lain.

Adapun dasar pemikiran yang diajukan oleh Penatlalah karena kedua
konsep ketentuan baik yang ada dalam UU No. 15748982 maupun UU No. 1
Tahun 2009 masih terdapat kelemahan. Ketika UU I8%oTahun 1992 berlaku,
dimana yang menjadi penyidik adalah Polri dan PRBI®yata ketentuan pidana
dari UU ini tidak pernah dilaksanakan penegakanuhukya. Apabila dilihat
ketentuan tentang penyidikan dalam UU No. 1 TaM@B2dimana yang menjadi
penyidik adalah PPNS, ternyata masih juga ditemtemancuan dalam upaya
penegakan hukum karena ada ketidak-sinkronan d@takeharmonisan dengan

ketentuan perundangan lain.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berkeyakinanvaaiarus dipikirkan cara
lain yang kiranya lebih efektif dan efisien dalarpaya penegakan hukum di
bidang penerbangan, namun tentu saja tidak bengsma dengan ketentuan
perundangan lain. Salah satu konsep adalah keéamamg disatukannya
kewenangan penyidikan di bidang penerbangan apt&rgidik Polri dan PPNS
sebagai penyidik pembantu, atau dengan kata ldamdenelakukan penyidikan

dilakukan secara bersama-sama.
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Namun untuk membuktikan konsep awal ini, perluakdikan suatu
penelitian lanjutan yang lebih mendalam, mengirdglam penelitian ini tidak
secara khusus membahas mengenai konsep tersebuainkae hanya
mengkaitkannya dengan ketentuan dan perundangam byentaku agar sinkron

dan harmonis.

Oleh karena itu, agar substansi materi ketentudangi dan penyidikan
dalam UU Penerbangan yang akan datang sinkronatamohis dengan ketentuan

perundangan lain, maka dalam rumusan UU tersebus maemperhatikan:

1. Dalam rumusan Ketentuan Pidana; harus menyatakearaséegas
apakah perbuatan yang diancam dengan pidana itwaldikasikan

sebagai pelanggaran atau kejahatan. Contoh pernmusa

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (laladd
pelanggaran; atau Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalahkejahatan.

Selain itu dalam perumusan penerapan sanksi, sapggy
norma/kaidah yang bersifat pelanggaran tidak mehkera sanksi
berupa hukuman badan, melainkan hanya sanksi agtratif
dan/atau denda (bersifat alternatif kumulatif). &egkan untuk tindak
pidana kejahatan, sanksi dapat berupa hukuman bdaandenda
(bersifat kumulatif).

2. Dalam rumusan Ketentuan Pidana; harus menyatakearas¢egas
adanya unsur melawan hukum ataupun unsur kesalpkaku.

Contoh perumusan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan..........

Setiap orang secara melawan hukum melakukan...........

3. Dalam rumusan Ketentuan Penyidikan; harus seirgjglaax dengan
UUD 1945, KUHAP, KUHP, UU No. 10 Tahun 2004, dan Bd. 22
Tahun 1999. Oleh karena itu rumusan yang sesudatadsbagai
berikut:
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Ayat (1) Selain pejabat Kepolisian Negara Republik Indongesia
pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingktygas dan
tanggung jawabnya di bidang penerbangan baik dgkat Pusat
maupun Daerah, dapat dibewewenang khusus sebagai penyidik,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomorh8ima981
tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan peksiditindak

pidana di bidang penerbangan.

Ayat (2) Dalam melakukan penyidikan tindak pidana dimana
perbuatan yang diancam dengan pidana itu dikuagikan sebagai
pelanggaran, penyidikannya dilakukan oleh PenykRiéigawai Negeri
Sipil.

Ayat (3) Dalam melakukan penyidikan tindak pidana dimana
perbuatan yang diancam dengan pidana itu dikuagikan sebagai
kejahatan, penyidikannya dilakukan oleh Penyidibd&isian Negara
Republik Indonesia.

Ayat (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, pejabat pegawai negpii
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berddzawah

koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian NagRepublik

Indonesia.

Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewenanga

PPNS di Pusat dan Daerah diatur dengan Peraturamteie.
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PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Bertolak dari permasalahan yang harus diteliti yapakah implementasi
kebijakan kriminal dalam UU No. 1 Tahun 2009 tegtaPenerbangan dapat
dilaksanakan, dan bagaimana kebijakan perundanghgaesh dalam konteks
implementasi kebijakan kriminal di bidang Penerlzangli masa yang akan
datang, serta uraian hasil penelitian, analisig, d@awancara para narasumber
yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, makandadsulisan tesis ini

dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Bahwa kebijakan perundang-undangan yang menerak&hijakan
kriminal sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 ufaf2009
tentang Penerbangan, akan sangat sulit untuk plikena Hal ini
mengingat beberapa kelemahan yang ada di dalam esigrBPangan
tersebut. Peneliti mengidentifikasi, ada 3 faktoany menjadi
penyebab mengapa implementasi kebijakan kriminiand&U No. 1
Tahun 2009 sulit diterapkan, yaitu:

a) Adanya ketidak-sinkronan dan ketidak-harmonisan materi
yang mengatur mengenai Ketentuan Pidana dan Pkagidi
dalam UU Penerbangan terhadap peraturan perundangan
lainnya, yaitu dengan UU No. 10 Tahun 2004 (bid&tudkum
Administrasi Negara), UU No. 22 Tahun 1999 tent@&tgnomi
Daerah (bidang Hukum Tata Negara), dan KUHP sedblKP
(bidang Hukum Pidana). Kondisi ini yang menyebabk#u
Penerbangan menjadi kontra-produktif dan tidaklaejdengan
ketentuan perundangan lain. Hal demikian terjadrehka
kelemahan pada sistim legislasi. Ketidak-sinkronarsebut
dapat terlihat dari redaksional isi pasal 399 g$atUU No. 1
Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang mengatur mange
Penyidikan. Dimana secara jelas dapat dipahami &ahw

136 Universitas Indonesia

Implementasi kebijakan..., M. Fahrizal, Pascasarjana Ul, 2011.



137

kewenangan penyidikan umum sudah hilang, dan yai® a
hanya penyidik tunggal vyaitu PPNS. Memang ada
kecenderungan belakangan ini bahwa setiap instansi
pemerintahan menginginkan agar mempunyai Penyigfklis.
Seolah-olah memiliki PPNS menjadi tren tersendiagib
beberapa institusi pemerintahan di Indonesia. Nargang
sangat disayangkan adalah, pengaturan mengenai RRINS
kurang tertata dengan baik, sehingga menimbulkaankean
dan bahkan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya
Selanjutnya apabila dikaitkan dengan UU Otonomi rBlae
(pasal 7), sesungguhnya kewenangan Pusat di bidang
perhubungan sudah di-desentralisasikan kepada Ra&iah
karena itu, di daerah sebutan pejabatnya bukanKaganwil
(Kepala Kantor Wilayah), melainkan Kadishub (KepBlmas
Perhubungan). Sehingga apabila ingin sejalan dengdan
Otonomi Daerah, maka seharusnya kedudukan PPN&ahd
penerbangan pun juga didistribusikan ke Daerah. SPRIN
tingkat Pusat tidak memiliki kewenangan ke Daergdrena
apabila itu dilakukan akan bertentangan dengan émns
kewenangan sesuai wilayah hukukocgs delicti) dalam sistim
peradilan pidana di Indonesia. Hal ini yang tidekakomodir
dengan jelas di UU No. 1 Tahun 2009.

b) Kelemahan dari segi aparat penegak hukumnya (Penyidik).
Seperti diketahui melalui penelusuran dan wawan&agada
narasumber, bahwa sampai saat ini belum ada watiah a
kelembagaan secara struktur organisasi, yang tdgasperan
serta fungsinya dalam hal teknis operasional pe@eghukum.
Dalam hal ini adalah PPNS di bidang penerbangag panada
dibawah naungan Ditjen Perhubungan Udara Kementeria
Perhubungan RI. Hal ini tentu akan menghambat prose
penegakan hukum dalam kontefao justicia. Secara formil,

keberadaan PPNS di institusi pemerintahan harusgikign
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mekanisme ketentuan yang berlaku. Hal demikiangsetreana
dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutksi,
Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri, oimor:
M.04.PW.07.03 Tahun 2007. Ketentuan ini mengamamatk
bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan daingk
sebagai PPNS harus memenuhi persyaratan antardédaingas

di bidang teknis operasional penegakan hukum, ddaht
mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang
penyidikan. Setelah kedua syarat utama ini terpetahnu dapat
diusulkan untuk diajukan pengangkatannya kepada tévien
Hukum dan HAM RI, dimana usul pengangkatan PPN&:bart
juga disampaikan kepada Jaksa Agung dan Kapolrukunt
mendapatkan pertimbangan. Apabila secara kelemb&@ahS
tersebut belum ada, maka dirasakan akan sulit unelekukan
penegakan hukum dalam konteks implementasi kelvijaka
kriminal sesuai UU No. 1 Tahun 2009 tentang Pemayaa.
Disamping itu, apabila penegakan hukumnya dilakukéeh
penyidik Polri, dikhawatirkan akan juga menjadi l®rang, atau
dengan kata lain menjadi sasaran empuk bagi pargapara,
mengingat dalam UU tersebut tidak memberikan kewgaia
penyidikan kepada penyidik Pdfti Itu artinya bahwa apabila
Polri melakukan penyidikan atas dasar UU No. 1 naR009,

adalah bertentangan dengan hukum.

c) Adanya pandangan pembuat UU, bahwa UU Penerbangan
didasarkan atas persepsi ajaran sifat kekhususan dalam
hukum pidana, atau yang lebih dikenal dengan adax
specialis derogate lex generali. Pandangan itu dapat diartikan,

bahwa UU Penerbangan merupakan ketentuan yanggaipng

8 Berdasarkan hasil wawancara Pjs. Kabag Wassidik lBorwas PPNS Bareskrim Polri,
AKBP Siti Komalasari yang dilakukan pada tanggalA0il 2011.
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“bersifat khusus”,_mengenyampingkdhU lain yang bersifat
umum (dalam hal ini KUHP).

Belakangan ini ada kecenderungan setiap UU ituatilyang
menjadi dasar hukum kewenangan suatu instansi peafean,
selalu disertai dengan penerapan kebijakan krimicraiminal
policy), yaitu dengan ancaman penerapan sanksi pigenal ).
Lebih lanjut, juga diikuti suatu tren untuk memililaparat
penegak hukum sendiri yang disebut sebagai PenyhIS
(PPNS). Padahal menurut ahli hukum pidana, Baginaf*
(mantan Ketua MA) berpendapat bahwa:

“Suatu ketentuan dikategorikan sebadex specialis, harus
memenuhi beberapa kriteria. Salah satunya adalals maasuk
dalam satu rezim. Sehingga tidak bisa suatu UUs#oara
sekonyong-konyong langsung dikategorikan sebadex
specialis. Apalagi UU tersebut sebenarnya bukan UU yang
berisi khusus tentang suatu ketentuan pidana. tuthanya
bersifat regulasi yang kebetulan memuat suatu sanks
pemidanaan dalam upaya penegakannya. Tetapi dbiandpat
dikategorikan sebagai ketentuan/UU yang didahuluétanpada
yang bersifat mengenyampingkaderogat). Berbeda halnya

dengan UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana
Pencucian Uang, atau UU Tindak Pidana Terorisme.”

Peneliti berkeyakinan, bahwa pandangan inilah yang
kemungkinan besar dijadikan sebagai acuan oleh paimbU,
sehingga kemudian melahirkan UU No. 1 Tahun 200%atey

Penerbangan.

2. Oleh karena itu, kebijakan perundang-undangan yaegerapkan
dimensi kebijakan kriminal di bidang penerbangadapaasa yang
akan datangharus benar-benar selaras, seiring, sejalan, sinkram, da
harmonis dengan ketentuan perundangan lain yargkbementaati
asas-asas hukum pidana, memperhatikan efek kebarladan upaya
penegakan hukumnya, serta dapat menunjang sistedilpa pidana

terpadu di Indonesia. Karena dengan demikian, &ardimensi dan

8 Disampaikan dihadapan peserta Rakernis Humas Fuiri 2011 di Jakarta pada tanggal
15 Maret 2011.
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implementasi kebijakan kriminal yang diatur/diandalam UU
Penerbangan dapat diterapkan penegakan hukumnlgagasmana
tujuan dari ketentuan hukum itu dibuat. Sehinggamuaian
pendekatan kebijakan kriminal di bidang penerbangdepat
memberikan kontribusi berguna, dalam kaitan peratgk faktor
keamanan dan keselamatan penerbangan. Selain diaitpa karena
adanya diferensiasi fungsional dari masing-masingsistem dalam
Sistem Peradilan Pidana, semua subsistem dalaemsigeradilan
pidana terpadu yaitu subsistem kekuasaan penyidiganuntutan,
kekuasaan  mengadili/menjatuhkan  pidana, dan ke&nasa
eksekusi/pelaksanaan pidana, harus menganut indiepsin yang
integral/sistemik, bukan independensi yang bergidasial/fragmenter

atau instansi sentris.

7.2. Saran

Menilik pada hasil penelitian dan analisa sertapsilan seperti yang telah
diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini diskaa sebagai berikut:

1. kepada Pembuat Undang-Undang (Lembaga Legislatif)dbnesia,
hendaknya dapat segera melakukan revisi terhadapNolUL Tahun
2009 tentang Penerbangan, terutama yang menyangkuagenai
dimensi dan implementasi kebijakan kriminal di lbiggpenerbangan.
Sehingga diharapkan di waktu yang akan datang,tddiperapkan
penegakan hukumnya sebagaimana tujuan dari ketemwlum itu
dibuat.

2. kepada Pemerintah (badan Eksekutif), untuk memkehita Khusus
yang terdiri dari pejabat Bareskrim Polri, Pejabdé&menterian
Perhubungan RI c.g. Ditien Pehubungan Udara yanglbawahi
PPNS, dan Pejabat Kejaksaan Agung RI, untuk memydksunsep
Petunjuk Teknis pelaksanaan Penyidikan dan Konir$32di bidang
Penerbangan, yang dituangkan dalam Keputusan Barsamara
Kapolri, Menteri Perhubungan, dan Jaksa Agung agaiementasi
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Kebijakan Kriminal (penegakan hukum) berjalan lan®@bagaimana
yang diharapkan.

kepada Kementerian Perhubungan RI:

a. mendorong agar mengajukan restrukturisasi orgdnisas
kelembagaan di Ditjen Perhubungan Udara, untuk tdapa
mempersiapkan wadah kelembagaan unit kerja yangushu
operasionalisasi penegakan hukum, sampai di tirdgertah.

b. disamping itu juga, untuk mempersiapkan SDM yangnak
mengawaki sebagai PPNS di bidang penerbangan.

c. bekerjasama dengan Polri untuk melakukan koordidatam
upaya penegakan hukum di bidang penerbangan, kinyesus
pada tahap penyidikan. Dalam hal ini juga termagakia
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penyidik papgaegeri
sipil.

kepada Polri, agar senantiasa melakukan kerjasamangmberikan

bantuan teknis kepada PPNS dalam upaya penegakeumhdi

bidang penerbangan, agar proses penegakan hukimehodiesia dapat
berjalan lancar, sehingga pada akhirnya, tujuan ir akraitu
kesejahteraan masyarakat dapat tercapai melalggitiya tingkat

keamanan dan keselamatan penerbangan.
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